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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan
hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
secara transparan dan akuntabel.
Penyusunan Laporan ini merupakan langkah perwujudan good governance di mana
setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Dalam
mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan program pengembangan infrastruktur
wilayah serta dukungan manajemennya kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan
penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi BPIW. Laporan Kinerja ini disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Kementerian PUPR. Pada tahun 2018 BPIW telah berupaya semaksimal mungkin
mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian
PUPR.
Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perencanaan dan
pelaksanaan di tahun yang akan datang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan
BPIW serta mengajak untuk terus bekerja keras mewujudkan Infrastruktur PUPR yang
terpadu kedepannya.

Hadi Sucahyono

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah

Jakarta, Januari 2019
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Tahun 2018
merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah
ditetapkan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu bagian dari
entitas akuntabilitas pemerintahan menyusun Laporn Kinerja ini untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat serta
untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang telah dicapai
selama tahun 2018. Laporan kinerja disusun dengan mengacu pada Midterm Review
Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015-2019.

BPIW sebagaimana tercantum dalam Dokumen Review Renstra Kementerian PUPR2015-
2019 mempunyai kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program
sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS)1: Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan dengan indikator indeks
rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan.
Capaian Sasaran Strategis ini didukung oleh pencapaian kinerja BPIW dan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi.

2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran dengan indikator Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanan,
pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR. Sasaran Program
ini didapatkan dari nilai keterpaduan perencanaan dan pemrograman di Pulau
(kawasan, antar kawasan, antar WPS). Adapun capaian kinerja Sasaran Program ini
untuk tahun 2018 sebesar 96,190% dari target 95%.

Dalam Mendukung pencapaian sasaran program, BPIW memiliki 5 sasaran kegiatan
sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1: Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah
bidang PUPR dengan 2 indikator yaitu indikator 1: Tingkat keterpaduan perencanaan
dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS dan
indikator 2: Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarWPS. Indikator 1
didapatkan dari nilai keterpaduan Perencanaan di Pulau dan indikator 2 didapatkan
dari nilai keterpaduan total (perencanaan, Pemrograman, pelaksanaan) di Antar
WPS. Adapun capaian kinerja tahun 2018 untuk Indikator 1 sebesar 100% dari target
95% dan indikator 2 sebesar 94,527% dari target 94%.

2. Sasaran Kegiatan (SK) 2: Peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan
infrastruktur PUPR dengan indikator Tingkat sinkronisasi program dan evaluasi
keterpaduan infrastruktur PUPR. Sasaran Kegiatan ini didapatkan dari nilai
keterpaduan pemrograman di Pulau. Adapun capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini
untuk tahun 2018 sebesar 89,880% dari target 95%.

3. Sasaran Kegiatan (SK) 3: Perencanaan keterpaduan pengembangan kawasan strategis
dengan indikator Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi)
antarkawasan. Sasaran Kegiatan ini didapatkan dari nilai keterpaduan perencanaan di
WPS. Adapun capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini untuk tahun 2018 sebesar 100%
dari target 94%.
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4. Sasaran Kegiatan (SK) 4: Peningkatan perencanaan keterpaduan pengembangan
kawasan perkotaan dengan indikator Tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan. Sasaran Kegiatan ini didapatkan dari nilai
keterpaduan perencanaan di kawasan. Adapun capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini
untuk tahun 2018 sebesar 100% dari target 95%.

5. Sasaran Kegiatan (SK) 5: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dengan indikator Tingkat dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran Kegiatan ini didapatkan dari nilai
keterpaduan perencanaan di WPS. Adapun capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini
untuk tahun 2018 sebesar 89,880% dari target 95%.

Disamping pencapaian sasaran program, BPIW telah menghasiilkann output-output
berupa dokumen perencanaan dan pemrogrman antara lain sebagai berikut:
1. Dokumen Midterm Review Renstra PUPR 2015-2019;
2. Dokumen Masukan Renstra Teknokratik 2020-2024;
3. Roadmap Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024;
4. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023;
5. Dokumen Rumusan Program tahun 2018 untuk 34 Provinsi;
6. Masterplan dan Development Plan Kawasan Strategis (KEK Bitung dan KEK Sorong)
7. Masterplan dan Development Plan Antar Kawasan Strategis di WPS 29 Ternate-

Sofifi-Daruba (Ternate-Halmahera) dan WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar (di
Sulawesi Utara);

8. Masterplan dan Development Plan Pengembangan Kawasan Perkotaan (2
Metropolitan: Metropolitan Sambo Tenggarong dan Metropolitan Mataram Raya;
2 Kota Baru: Banjarbaru dan Padang; 6 Kota Besar/Sedang: Kupang, Ambon,
Lubuklinggau, Prabumulih, Tasikmalaya dan Kotamobagu;

9. Sepuluh Masterplan dan Development Plan Pengembangan Kota Kecil dan Kawasan
Perdesaan (Kota Kecil Tondano, Kab. Minahasa, Pusat Pertumbuhan Baru Kab.
Boale, Pusat Pertumbuhan Baru Kab. Bengkayang, Kab. Muna Barat, Kab. Konawe
Selatan, Kota Kecil Skouw di Perbatasan, Pusat Pertumbuhan Baru Kab. Ngada, Kab.
Lombok Tengah, serta Kota Kecil Motamasin Kab. Malaka)

Permasalahan yang dihadapi BPIW dalam pengukuran tingkat keterpaduan
perencanaan dan pemrograman selama tahun 2018 antara lain:
1. Pelaksanaan program infrastruktur PUPR yang telah direncanakan dalam MPDP

seringkali terhambat karena Pemda tidak siap terkait readiness criteria (lahan,
dokling, dan lain-lain). Kapasitas Pemda lemah secara fiskal dan SDM;

2. Terkait kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah masih adanya perbedaan
persepsi antara pemerintah Pusat dan Daerah sehingga waktu pelaksanaan kegiatan
harus disesuaikan.

3. Terjadi force majure gempa di Lombok dan tsunami di Palu yang berdampak pada
tertundanya dan berubahnya beberapa pelaksanaan kegiatan dan kebijakan
pimpinan;

Berkenaan dengan penyerapan anggaran tahun 2018, Realisa BPIW sebesar
Rp253.411.693.000 atau sebesar 92,65 % dari pagu DIPA BPIW sebesar
Rp273.523.074.000.
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1

PENDAHULUAN





1. 1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari
penyelenggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang
diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good
gevernance and clean government) dalam rangka penguatan akuntabilitas. SAKIP
dilaksanakan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur yaitu
pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat
atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intstansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan satu siklus proses dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan
dan program. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan
oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada tingkat Satuan Kerja, Unit
Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga. Lingkup penyelenggaraan SAKIP adalah
sebagai berikut:
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Rencana Strategis

•Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja

•Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja mencantumkan
indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria yaitu
spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan
dapat dikumpulkan.

Pengukuran Kinerja
•Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan

target kinerja yang yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam
rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Membandingkan realisasi kinerja
program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 (lima) tahun yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.

Pengelolaan Data Kinerja

•Pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data
kinerja. Pengelolaan data kinerja ini mencakup penetapan data dasar (baseline
data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi,
penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

Pelaporan Kinerja

•Setiap entitas menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri
dari laporan interim (laporan triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan
kinerja tahunan berisi ringkasan keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai paling
sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran K/L, realisasi
pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan
pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

Reviu dan Evaluasi Kinerja

•Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.

BAB 1  
PENDAHULUAN



Dalam konteks pelaporan kinerja, produk akhir dari siklus SAKIP yang menggambarkan
kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerja
tersebut dari aspek legal hukum dipayungi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:
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Inpres Nomor 7 
Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun

2003 tentang
Keuangan Negara

PP Nomor 8 Tahun
2006 tentang

Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi

Pemerintah
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor

26, Tambahan
Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Nomor 4614

Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB 
Nomor 25 Tahun

2012 tentang
Petunjuk

Pelaksanaan
Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PU Nomor 9 
Tahun 2012 tentang

Petunjuk
Pelaksanaan

Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

(LAKIP) di 
Lingkungan

Kementerian
Pekerjaan Umum

Permen PAN dan RB 
Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Perubahan
Lampiran Peraturan

Menteri
Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB 
Nomor 53 Tahun

2014 tentang
Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja

Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara 
dan Reformasi

Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 
Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah

Peraturan Menteri
Pendayagunan

Aparatur Negara 
dan Reformasi

Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 9 
Tahun 2016 tentang

Pedoman
Penyusunan

Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri
Pendayagunan

Aparatur Negara 
dan Reformasi

Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 
Tahun 2016 tentang
Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri
PUPR nomor

09/PRT/M/2018 
tentang

Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi
pemerintah di 

lingkungan
Kmenterian PUPR 



Peraturan-peraturan tersebut diatas mengamanatkan setiap entitas
Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) diwajibkan untuk mendokumentasi
dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan
ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan amanat tersebut,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai bagian dari entitas akuntabilitas
kinerja, menyusun laporan kinerja Tahun 2018 ini dengan maksud memberikan
gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan
dan publik atas kinerja yang sudah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama
tahun anggaran 2018.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara
pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021,
BPIW menyelenggarakan fungsi sebagai berikutt:
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Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat;

Penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan
rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan

dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 
dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan



1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan empat (4) pusat yang terdiri atas Pusat

Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat

Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Selain itu, Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada

Gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW

Tiap-tiap Unit Kerja Eselon II di dalam Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik yang menunjang baik secara langsung maupun

tidak langsung pencapaian kinerja dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut.
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Sekretariat Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas
pemberian dukungan pengelolaan
administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Koordinasi dan
penyusunan rencana, 

program, dan anggaran;

Pengelolaan data;

Pengelolaan urusan
kepegawaian, organisasi, 

dan tata laksana;

Pengelolaan keuangan dan
penatausahaan barang

milik negara;

Fasilitasi penyusunan
peraturan perundang-

undangan, layanan hukum, 
administrasi kerja sama, 
dan komunikasi publik;

Pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan; 

Pelaksanaan urusan tata 
usaha dan rumah tangga 

Badan.

Bagian Program dan Evaluasi yang memiliki
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan data, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di lingkungan Badan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 
Laksana yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan urusan
kepegawaian, organisasi, dan tata laksana

Badan;

Bagian Keuangan dan Umum yang 
mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan, penatausahaan dan pengelolaan
barang milik negara, ketatausahaan, serta

umum di lingkungan Badan;

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan
Informasi yang mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan

dan layanan hukum, administrasi kerjasama, 
serta penyiapan layanan informasi.

tugas fungsi

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR WILAYAH

Tugas &  fungsi
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Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
didukung oleh 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
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SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Program dan Evaluasi yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, 

dan tata laksana Badan;

Bagian Keuangan dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan 
urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik 
negara, ketatausahaan, serta umum di lingkungan Badan; dan

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi yang mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan layanan hukum, administrasi kerja sama, 
serta penyiapan layanan informasi.



Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pusat 1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi,
rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam
melaksanakan tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR 
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT (PUPR)

Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dengan perumahan rakyat;

Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana
pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan
strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat

Koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam
rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

Analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan
infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta
pengelolaan data dan informasinya;

Penyiapan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat

Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat

Tugas &  fungsi



Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat didukung oleh:

PUSAT PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)

Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,
pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat;

Bidang Perencanaan Infrastruktur I yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan
rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah jangka
panjang dan menengah di wilayah Sumatera dan Bali;

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan
strategi pengembangan infrastruktur, rencana strategis, dan
materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka
menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
analisis manfaat, skema pembiayaan, serta pengelolaan
data dan informasi.

Bidang Perencanaan Infrastruktur II yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
keterpaduan antarsektor dan antarwilayah bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat jangka panjang dan menengah di wilayah
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

1

2

3

4
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Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Pusat 2) mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PEMROGRAMAN DAN 
EVALUASI KETERPADUAN  

INFRASTRUKTUR PUPR

Koordinasi dan penyusunan
sinkronisasi program pembangunan

jangka pendek keterpaduan
pengembangan kawasan dengan

infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat; 

Koordinasi dan penyusunan
sinkronisasi serta penyusunan program 

tahunan pembangunan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kinerja pelaksanaan kebijakan dan

program keterpaduan pengembangan
kawasan dengan infrastruktur bidang

pekerjaan umum dan perumahan
rakyat; 

Pelaksanaan penyusunan program dan
anggaran serta urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

Tugas & fungsi



Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat terdiri dari:

PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI 
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR

Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, 
pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat;

Bidang Penyusunan Program yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan penyusunan program 
sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan yang 
memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, 
jadwal, lokasi, dan besaran dana pembangunan, serta
penyusunan program tahunan keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan
program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat program, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan
kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk jangka pendek dan tahunan.

1

2

3

4
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Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat 3) mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di
kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara
pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
serta fasilitasi pengadaan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN STRATEGIS

Koordinasi dan penyusunan kebijakan
teknis, rencana, dan program 
keterpaduan pengembangan kawasan
strategis dan antarkawasan strategis
dengan infrastruktur bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat pada
wilayah pengembangan strategis;

Koordinasi dan pengembangan area 
inkubasi pada wilayah pengembangan
strategis;

Fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan
tanah dan pencadangan tanah dalam
rangka keterpaduan pengembangan
kawasan strategis dan antarkawasan
strategis dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat
pada wilayah pengembangan strategis; 

Pelaksanaan penyusunan program dan
anggaran serta urusan tata usaha dan
rumah tangga Pusat

Tugas & fungsi
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Bagian Anggaran dan Umum yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program 
dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata
usaha dan rumah tangga Pusat;

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
keterpaduan pengembangan kawasan strategis
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat pada wilayah pengembangan
strategis, serta koordinasi dan pengembangan area 
inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan
Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program keterpaduan pengembangan antarkawasan
strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan
strategis, serta koordinasi dan pengembangan area 
inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan
tanah dan pencadangan tanah untuk pembangunan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah
pengembangan strategis.

1

2

3

4

PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN STRATEGIS

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari:



Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (Pusat 4) mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di
kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta
keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERKOTAAN

koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan;

penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga
Pusat.

Tugas & fungsi
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PUSAT PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN

Bagian anggaran dan umum yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program 
dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata
usaha dan rumah tangga Pusat;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Metropolitan yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, 
rencana, dan program keterpaduan pengembangan
kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi
dan pengembangan area inkubasi di kawasan
metropolitan;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota 
Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, 
dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan
kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan
pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota
baru;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta
koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan
kawasan perdesaan.
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Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan terdiri atas:



1.4 Isu Strategis

1. Pengesahan Review Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019

BPIW melakukan Review Renstra yang bertujuan melakukan
penyesuaian arah kebijakan dan strategi, program dan
kegiatan, pendanaan, serta struktur outcome dan output
kegiatan. Review dilakukan dengan melakukan perubahan
asumsi dan skenario pendanaan berbasis kebutuhan
outcome serta melakukan review kebutuhan/penambahan
kebijakan beserta output dan target/pendanaan. Perlu
dilakukannya review renstra disebabkan adanya beberapa
kondisi yang mengakibatkan perlunya penyesuaian
perencanaan. Review Renstra yang dilakukan sejak tahun
2016 telah disahkan melalui Peraturan Menteri PUPR nomor
08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/Prt/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.
pengesahan tersebut menandakan Midterm Review Renstra
sudha mulai dijadikan acuan dalam perencanaan di
lingkungan Kementerian PUPR

Gambar 1.2 Review Renstra PUPR 2015-2019
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2. Renstra Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024

Penyusunan Masukan Renstra Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024 ini
diharapkan dapat mempertajam perumusan sasaran, output, outcome, serta indikator-
indikator pengukurannya yang dapat menggambarkan tercapainya tujuan
pengembangan wilayah yang merupakan agregat pembangunan lintas wilayah dan
lintas sektor. Peninjauan kembali subtansi renstra ini diharapkan dapat secara optimal
menjadi acuan penyelenggaraan infrastruktur PUPR di tahun 2020-2024.

Masukan Renstra Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024 akan disosialisasikan
kepada unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR sebagai dasar
pemrograman dan penganggaran masing-masing unit di tahun 2020-2024, juga akan
disosialisasikan kepada stakeholders terkait di Pusat dan Daerah.

Analisa Manfaat Keterpaduan Infrastruktur PUPR diperlukan untuk merumuskan
instrumen pengukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur PUPR sebagaimana
tertuang dalam rencana strategis kementerian PUPR. Perlu adanya tolak ukur
kebermanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun, baik secara langsung yang
dirasakan ataupun dampak tidak langsung. Analisa manfaat harus dapat memberikan
rekomendasi pengembangan wilayah berbasis infrastruktur PUPR yang sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung. Penyusunan Hasil Manfaat pembangunan
infrastruktur PUPR menjadi referensi dalam penyusunan renstra kementerian PUPR dan
rekomendasi kebutuhan infrastruktur per sektor berdasarkan Analisa kebermanfaatan.

Road Map Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR diperlukan untuk merumuskan
sumber pendanaan pengembangan infrastruktur PUPR yang efektif dan efisien serta
untuk menyusun alternatif skema pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR.

32

3. Analisa manfaat Pengembangan Infrastruktur Terpadu PUPR

4. Road Map Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024

Gambar 1.3  Penyusunan Renstra Teknokratik PUPR 2020-2024



5. Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR untuk Penguatan Perbatasan dan
Pengurangan Disparitas Pulau Kecil Terluar

Penanganan kawasan perbatasan menjadi salah satu misi Kementerian PUPR yang tertuang
dalam Renstra yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang
berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Adapun
tujuan dalam pembangunan kawasan perbatasan adalah menyelenggarakan pembangunan
bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konsturksi yang berkualitas
untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Gambar 1. 4 Tujuh pos lintas batas negara terpadu (instruksi presiden no.6 tahun 2015)

PLBN 
Terpadu

Entikong, 
Kabupaten

Sangga

Nanga Badau, 
Kabuparen

Kapuasn Hulu

Motaain, 
Kabupaten

Belu

Motamasin, 
Kabupaten

Malaka

Aruk, 
Kabupaten

Sambas

Wini, 
Kabupaten

TTU

Skouw, Kota 
Jayapura
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6. Pemanfaatan Sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan
pangan dan kemandirian



7. Pra Konsultasi Regional

Untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Kementerian PUPR melaksanakan Pra
Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). Pra Konreg dan
Konreg memiliki empat tujuan, yaitu, pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu
strategis PUPR. Kedua melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output
pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program tahunan
antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani
bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah
melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di
masing-masing WPS.

8. Program arahan jangka pendek 2019-2021

Optimalisasi persiapan perumusan program arahan jangka pendek 2019-2021 dan
meningkatkan frekuensi koordinasi bersama Unit Organisasi terkait pembahasan
arahan awal. Penyusunan program untuk tahun 2019-2021 yang dokumen
perencanaannya belum disusun, dalam RPJMN dan Renstra hanya sampai tahun 2019.

Gambar 1.5 Pola Kerja Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
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9. Penajaman Program

Untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR
melaksanakan Pra Konreg dan Konreg. pra Konreg dan Konreg memiliki empat tujuan,
yaitu, pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Kedua melakukan
identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN.
Ketiga, melakukan konsolidasi program tahunan antara Kementerian PUPR dengan
pemerintah daerah melalui dinas yang menangani bidang PUPR termasuk sinkronisasi
antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan
menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing WPS.

BPIW memiliki sasran Program “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran” adalah berupa nilai keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
pelaksanaan yang diukur dalam bentuk persentase keterpaduan. Namun belum ada
rekomendasi mengenai penilaian tersebut.

10. Rekomendasi hasil pengkuran keterpaduan
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12. Pengembangan Kawasan inkubasi

Disparitas pertumbuhan ekonomi antar kawasan (baik dalam satu pulau maupun antar
pulau) relatif masih tinggi sebagai contoh, disparitas pertumbuhan ekonomi antara bagian
utara pulau jawa dengan bagian selatan Pulau Jawa dan disparitas pertumbuhan ekonomi
antara bagian Selatan Pulau Bali dengan bagian Barat, Timur dan Utara pulau Bali.
Pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan yang masih termarjinalkan perlu dipacu,
salah satunya melalui pembangunan Anjungan Cerdas sebagai inkubator kawasan.
sehingga diperlukan pengembangan Kawasan inkubasi di wilayah yang mempunyai
pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

11.Pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas kawasan

Konektivitas antar kawasan maupun antar infrastruktur belum terjalin dengan mantap
baik konektivitas darat maupun antara darat dan laut. Pengembangan infrastruktur
pendukung konektivitas kawasan dan logistik masih perlu menjadi perhatian.



13 Penyelesaian Pembangunan Integrated Rest Area

Integrated Rest Area adalah kumpulan bangunan di dalam satu kawasan terintegrasi yang
terletak di pinggir jalan nasional, yang berfungsi untuk melayani pengguna jalan serta
masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi, edukasi, dan pariwisata; yang dilengkapi
aktivitas penunjang dan dibangun oleh penyelenggara jalan.

Rambut Siwi

Bendungan Tugu

Gambar 1.6  Dua Lokasi Pilot Project 
Integrated Rest Area
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Salah satu yang melatarbelakangi Integrated
Rest Area merupakan perwujudan dari
amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal
90 ayat 3 dan PP No 34 Tahun 2006 pasal 22-
23, serta tindak lanjut dari Pasal 1080 Permen
PUPR No 15/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian PUPR untuk melakukan
koordinasi dan pengembangan area inkubasi.
Adopsi konsep Anjungan Pengguna Jalan (APJ)
yang sudah dikembangkan sejak 2013 di
Balitbang Kementerian PUPR bekerjasama
dengan NILIM (National Institute for Land and
Infrastructure Management) Jepang.

Integrated Rest Area merupakan pilot project
inkubasi yang dilaksanakan oleh BPIW dan
diharapkan dapat di-multiplikasi oleh UNOR
lain dan pemerintah daerah. Dua lokasi yang
menjadi pilot project Integrated Rest Area
yaitu WPS 15 Gilimanuk – Denpasar – Padang
Bay (Rambut Siwi) dan WPS 12 Yogyakarta –
Blitar – Malang (Bendungan Tugu). Tahun
2018 menjadi tahun penyelesaian pekerjaan
tahun jamak ini dengan pekerjaan konstruksi
di Rambut Siwi dilaksanakan selama periode
Juli 2016 – Mei 2018 sedangkan konstruksi di
Trenggalek pada selama periode Juli 2016 –
Juli 2018 dengan masa pemeliharaan
pekerjaan dilaksanakan selama 720 hari.

14. 10 Bali baru

Adanya arahan Presiden untuk mengembangkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) menjadi “10 Bali Baru” yang menjadi program prioritas nasional, selain
pembangunan infrastruktur, penguatan pangan, energi, dan maritim;



15. Integrated Tourism Master Plan

Pemerintah Indonesia melalui BPIW, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan
Integrated Tourism Master Plan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 3 Tahun
2016 tetang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta rencana program
infrastructure for tourism. Dalam pelaksanaannya, pendanaan pekerjaan ini akan
didukung oleh World Bank melalui pinjaman luar negeri (loan) dengan mekanisme
Program for Result (PforR) dan Investment Project Financing (IPF). Kementerian PUPR
akan menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dengan dana loan dari Bank
Dunia yang dilakukan pada tahun 2018. Tujuan dilakukannya program ini yaitu untuk
meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata,
meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan
mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional yaitu kawasan
Danau Toba, Borobudur-Jogja-Prambanan, dan Danau Toba.

MASTER PLAN KSPN DANAU 
TOBA TAHUN 2025

MASTER PLAN KAWASAN 
BOROBUDUR TAHUN 2025

MASTER PLAN KAWASAN 
LOMBOK TAHUN 2025
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Gambar 1.7  Tiga Destinasi Integrated Tourism Maste Plan 



16. National Urban Development Program (NUDP)

• …….

Gambar 1. 8  Calon Lokasi (National Urban Development Program) NUDP

Berfungsi sebagai pusat
pertumbuhan yang mendukung
sektor strategis (bertempat di 
KSPN – Area Strategis untuk
Pengembangan Pariwisata, 
mendukung kawasan
perkebunan danindustri).

Memiliki prospek pertumbuhan
ekonomi yang bagus dan mampu

mendukung wilayah disekitarnya.

Mengalami urban sprawl, 
perusakan lingkungan dan
perusakan lahan pertanian yang
subur.

Berfungsi sebagai counter 
magnet untuk Pulau Jawa/atau
kota

provinsi lainnya.

Memiliki populasi dan
pertumbuhan ekonomi yang 
cukup yang  mampu mendukung
skala ekonomi yang dibiayai dari
sektorswasta.

1 2

3 4

5 6

7
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17. Rendahnya daya saing kota serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan kota
terhadap perubahan iklim dan bencana

18. Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta
pengembangan kota maritim/pantai

19. Belum Optimalnya pengelolaan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan
metropolitan dan kawasan perkotaan yang terletak di kabupaten





2

PERENCANAAN KINERJA





2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan setiap unit

kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam menyusun

dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi Rencana

Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) secara berjenjang mulai dari

Unit Organisasi Eselon II sampai dengan unit kerja terkecil. Pada tahun 2018 Midterm

Review Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2015-

2019 telah disahkan. Dalam Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah TA 2018 ini, Midterm Rencana Strategis BPIW 2015-2019 akan dijadikan acuan

sebagai salah satu baseline pengukuran kinerja. Midterm Review Rencana Strategis

tersebut telah merumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Tujuan,

Kebijakan, Strategi, serta Program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun

2015-2019 yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah, Infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dengan pengembangan wilayah

rinci diperlukan untuk mendukung agenda priorias nasional dan Kementerian PUPR,

antara lain mengurangi disparitas pembangunan wilayah, mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi dometik untuk

meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan konektivitas untuk peningkatan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan, serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.
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Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan tugas
dan fungsi kabinet kerja, amanat RPJMN tahap ketiga, serta perubahan kondisi
lingkungan strategis yang dinamis, tujuan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menterpadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur
bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan
antartingkat pemerintahan;

2. Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber
daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pembangunan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur wilayah.

Sesuai dengan yang tertera pada Midterm Review Rencana Strategis BPIW yang
merupakan cerminan dampak dari hasil sasaran-sasaran strategis, goals Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah meningkatnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang handal antardaerah, antarsektor, dan
antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Sasaran program BPIW yaitu meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran. Sasaran program BPIW mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan
sebagai hasil pelaksanaan lima sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan BPIW
mencerminkan Unit Kerja di lingkungan BPIW. Hubungan antara sasaran program dan
sasaran kegiatan BPIW digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan
untuk mencapai tujuan BPIW.

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Review  
Renstra
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Berdasarkan Midterm Review Renstra, Struktur Kinerja BPIW mengalami perubahan, yaitu
terkait dengan jumlah Sasaran Strategis BPIW yang semula terdapat 2 Sasaran Strategis
menjadi 1 Sasaran Strategis. Perubahan struktur tersebut juga meliputi perubahan
struktur Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagaimana pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Perubahan Struktur Kinerja BPIW
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SS 1. Meningkatnya Keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR  
antardaerah, antarsektor, dan
antartingkat pemerintahan
• Indeks rasio dukungan infrastruktur 

PUPR terhadap keterpaduan 
pengembangan kawasan

SS 5. Meningkatnya keterpaduan
perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran
• Tingkat keterpaduan kebijakan, 

perencanaan, pemrograman terhadap 
penganggaran pembangunan bidang 
PUPR

SP 1. Meningkatnya keterpaduan
infrastruktur PUPR dengan
pengembangan Kawasan Strategis
baik di perkotaan, kluster industri
maupun perdesaan
• Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR 

dalam kawasan
• Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR 

antar kawasan di dalam WPS 
• Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR 

antar WPS 

SP 2. Meningkatnya keterpaduan
perencanaan dan pemrograman
infrastruktur PUPR dengan
pengembangan kawasan strategis
baik di perkotaan, kluster industri
maupun perdesaan meningkatnya
keterpaduan perencanaan, 
pemrograman, dan penganggaran
• Tingkat keterpaduan perencanaan

dengan pelaksanaan (deviasi) dalam
kawasan, antar kawasan dan antar WPS 

• Tingkat sinkronisasi program (waktu, 
fungsi, lokasi, besaran) disparitas
kebutuhan dengan pemrograman

SS 1. Meningkatnya Keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR  
antardaerah, antarsektor, dan
antartingkat pemerintahan
• Indeks rasio dukungan infrastruktur 

PUPR terhadap keterpaduan 
pengembangan kawasan

SK 1. Peningkatan kualitas perencanaan
infrastruktur wilayah bidang PUPR
• Tingkat keterpaduan perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, 
antarkawasan, dan antarWPS

• Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR 
antarWPS

SK 2. Peningkatan sinkronisasi program dan
evaluasi keterpaduan infrastruktur
PUPR
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keterpaduan infrastruktur PUPR

SK 3. Perencanaan keterpaduan
pengembangan kawasan strategis
• Tingkat keterpaduan perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) antarkawasan

SK 4. Peningkatan perencanaan keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan
• Tingkat keterpaduan perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan

SK 5. Peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
• Tingkat dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya

SP Meningkatnya keterpaduan
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• Tingkat keterpaduan kebijakan, 
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terhadap penganggaran 
pembangunan bidang PUPR

STRUKTUR RENSTRA 
LAMA 
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2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional mempunyai fokus pada percepatan
pemerataan pembangunan antar wilayah yang mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah KTI dengan menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali
dan Sumatera serta meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Arah kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

Arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan wilayah antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia
dengan salah satu caranya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah
dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya
alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta
meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mewujudkan
hal tersebut, perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar wilayah,
antar kawasan, maupun antar pemerintahan.Keterpaduan tersebut meliputi perencanaan
pemrograman dan pelaksanaan pembangunan.
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Pengembangan kawasan
strategis;

Pengembangan kawasan
perkotaan dan

perdesaan;

Peningkatan keterkaitan
perkotaan dan

perdesaan;

Pengembangan daerah
tertinggal dan kawasan

perbatasan;

Penanggulangan
bencana;

Pengembangan tata
ruang wilayah
nasional,;dan

Tata kelola
pemerintahan dan
otonomi daerah.



Strategi-strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan-kebijakan keterpaduan
tersebut, dirangkum dalam satu program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang
meliputi kegiatan:

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berkontribusi langsung kepada
kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kegiatan ini
mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:
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Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan;dan

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan.

Layanan administrasi kepegawaian, melalui pelaksanaan administrasi kepegawaian;

Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data 
informasi, melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, 
pelaksanaan evaluasi kinerja, dan pengelolaan layanan data informasi.

Layanan hukum, kerjasama, dan informasi, melalui pengelolaan produk dan bantuan
hukum, fasilitasi kerjasama, dan penyediaan layanan informasi.

Layanan administrasi keuangan, umum, dan BMN, melalui penyusunan laporan 
keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, layanan perkantoran, dan layanan rumah 
tangga.

Layanan perkantoran, melalui penyusunan laporan perkantoran dan layanan tata 
usaha dan kearsipan.



Kegiatan dan target kinerja perencanaan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

Kegiatan dan target kinerja pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur
PUPR adalah sebagai berikut:

1. Program jangka pendek dan tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk
35 WPS

2. Layanan Data dan Informasi Kinerja Kebijakan dan Program Keterpaduan Antara
pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bidang PUPR

3. Layanan internal
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Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
antarsektor/wilayah

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu
antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan
antarpulau

Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan

Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan
infrastruktur PUPR

Skema pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR yang disusun dan difasilitasi

Layanan internal



Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis non perkotaan adalah
sebagai berikut:

1. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar
kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

2. Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di
kawasan strategis dan antarkawasan strategis

3. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan
strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

4. Area inkubasi pada kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang dibangun

5. Layanan internal

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis perkotaan adalah
sebagai berikut:
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Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun

Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR

Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR

Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan

infrastruktur bidang PUPR

Layanan internal 



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai
target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara
pemberi amanah sebagai atasan langsung (dalam hal ini Menteri PUPR) dengan penerima
amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Kepala
BPIW). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik
sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupaun sarana dan prasarana pendukung.
Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala
BPIW selama satu tahun kepada Menteri PUPR. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta
target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria
spresifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau
dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit
terkecil bahkan individu sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian
Kinerja Unit eselon I dan Unit eselon 2 disusun dengan orientasi outcome agar tercipta
cascading dalam pengukuran kinerjanya.

Gambar 2.3 Tingkatan Indikator Kinerja Utama
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2.2.1 Perjanjian Kinerja Unit Eselon I

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah memiliki program Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Adanya Midterm Review
Renstra berimplikasi pada perubahan struktur kinerja BPIW sehingga yang semula
memiliki dua sasaran program menjadi hanya satu sasaran program. Pada awal tahun
2018, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menandatangani
Perjanjian Kinerja terkait pelaksanaan program dimaksud dengan target sebagaimana
pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (awal)

\

Pada tahun 2018, terdapat beberapa hal yang membuat BPIW melakukan revisi Perjanjian
Kinerja. Pada bulan April dilakukan revisi pertama karena telah disahkannya Midterm
Review Renstra BPIW 2015-2019 yang merubah struktur kinerja BPIW. Pada bulan Mei
terdapat revisi DIPA karena adanya penambahan anggaran PHLN, sehingga BPIW kembali
melakukan revisi Perjanjian Kinerja.

Kemudian pada bulan Agustus BPIW resmi berganti kepemimpinan dengan Kepala Badan
baru serta adanya revisi DIPA pada bulan Oktober sehingga kembail dilakukan Revisi
Perjanjian Kinerja. Pada revisi DIPA tersebut anggaran BPIW mengalami perubahan yang
semula sebesar Rp. 263.263.528.000,- menjadi Rp. 270,876,063,000. Perubahan anggaran
tersebut tidak merubah target dalam perjanjian kinerja. Sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi hal-hal yang
mengubah perencanaan organisasi seperti adanya pergantian pejabat, perubahan
anggaran, ataupun perubahan kebijakan. Perubahan Perjanjian Kinerja BPIW dapat dilihat
pada tabel 2.2 berikut.
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET

(%)

1 2 3 4

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1 Terwujudnya pelaksanaan

dan pelaporan manajemen

dalam mendukung

pengembangan

infrastruktur wilayah yang 

terpadu. 

1  Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR 

dalam kawasan

89

2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar 

kawasan di dalam WPS

89

3  Tingkat keterpaduan infrasrtruktur PUPR 

antar WPS 

88

2 Meningkatnya

keterpaduan perencanaan

dan pemrograman

infrastruktur PUPR dengan

pengembangan Kawasan

Strategis baik di perkotaan, 

kluster industri maupun

perdesaan

1  Tingkat keterpaduan perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar

kawasan, dan antar WPS 

90  

2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, 

lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan

pemrograman

90



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (revisi)

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan dalam rangka mencapai
sasaran program “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran”. Sasaran program dicapai dengan indikator keberhasilan yaitu Tingkat
Keterpaduan Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman Terhadap Penganggaran
Pembangunan Bidang PUPR dengan target 95%, Target tahun 2018 dari indikator
tersebut sebagaimana tertuang dalam Midterm Review Renstra BPIW tahun 2015-
2019.

.

2.2.2 Perjanjian Kinerja Unit Eselon II

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dibantu
oleh 5 Unit Kerja eselon II. Unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud juga telah
menetapkan perjanjian kinerja tahun 2018 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
antara Sekretaris/Kepala Pusat dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II juga beberapa kali revisi karena adanya
beberapa momentum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada Perjanjian
Kinerja Unit Eselon II BPIW tahun 2018 yang telah direvisi disusun sesuai dengan
struktur dalam Review Renstra BPIW 2015-2019 dimana setiap Unit Eselon II memiliki
Sasaran Kegiatan yang berorientasi outcome dan terdapat output. Dengan perubahan
struktur tersebut, struktur kinerja BPIW dapat diturunkan sampai unit terkecil individu.
Beberapa tabel berikut ini adalah target pencapaian kinerja tahun 2018 yang
kegiatannya langsung mendukung target kinerja Kepala BPIW.
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET

(%)

1 2 3 4

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1

Meningkatnya keterpaduan

perencanaan, pemrograman,

dan penganggaran

Tingkat Keterpaduan Kebijakan, 

Perencanaan, Pemrograman Terhadap

Penganggaran Pembangunan Bidang PUPR

95  
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Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Perjanjian Kinerja dapat direvisi
apabila terjadi hal-hal yang mengubah perencanaan organisasi seperti adanya pergantian
pejabat, perubahan anggaran, ataupun perubahan kebijakan. Pada tahun 2018 BPIW
mengalami beberapa kali revisi Perjanjian Kinerja. Revisi dilakukan karena beberapa
moment sepetti telah disahkannya Midterm Review Renstra Kementerian PUPR dan
Midterm Review Renstra BPIW yang berimplikasi pada berubahnya struktur kinerja
BPIW. Dengan disahkannya Midterm Review Renstra makan pada bulan april dilakukan
revisi pertama seluruh Perjanjian Kinerja Eselon 2. selain itu di tahun 2018 terjadi
beberapa kali revisi anggaran dan juga terjadi pergantian beberapa Pejabat namun.
Penambahan anggaran PHLN, Realokasi dana sisa lelang untuk Gaji dan tunjangan, serta
penambahan tunjangan kinerja yang merubah komposisi anggaran tahun 2018.
dilantiknya Kepala BPIW pada bulan agustus juga menjadi momentum untuk melakukan
revisi Perjanjian Kinerja meskipun secara umum tidak merupah output.
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2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, serta sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis. Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat
kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan menilai
pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) masing-
masing organisasi/unit kerja. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target
kinerja dinyatakan dalam bentuk presentase. Setelah mengetahui besaran presentase
capaian kinerja, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja
dengan format dari pengukuran kinerja sebagai berikut (tabel 2.8):

Tabel 2.8 Format Pengukuran Kinerja

Penjelasan untuk masing-masing kolom yaitu:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah melaksanakan pemantauan kinerja
sasaran setiap bulanan secara berkala yang mengacu kepada dokumen Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk memonitor,
mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2018 dalam rangka
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun
anggaran.
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Kolom (1) diisi dengan sasaran kegiatan eselon II/unit kerja mandiri sesuai dengan 
dokumen PK;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran kegiatan dari unit kerja eselon II/unit 
kerja mandiri sesuai dengan dokumen PK;

Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja 
sesuai dengan dokumen PK;

Kolom (4) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan; dan

Kolom (5) diisi dengan presentase pencapaian target dari masing-masing indikator 
kinerja: (realisasi/target x 100 %);



Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan
tingkat capaian kinerja yang telah disepakati yaitu (Tabel 2.9):

Tabel 2.9 Kategorisasi Capaian Kinerja

Sumber: Permen Pan dan RB nomor 12 tahun 2015

Keterpaduan infrastruktur PUPR menjadi hal yang dipersyaratkan dalam proses
penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
akan meningkatkan bangkitan ekonomi dan sosial bagi wilayah/kawasan pusat
pengembangan (hub) maupun wilayah/kawasan pendukung (hinterland) dalam
perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan
keterpaduan infrastruktur PUPR diperlukan sinergi dan efisiensi baik dalam proses
perencanaan, pemrograman maupun pelaksanaan sampai dengan pengukuran dampak
keterpaduannya. Ketiga proses pembangunan (perencanaan, pemrograman, dan
pelaksanaan) menjadi indikator utama keterpaduan. Pada prinsipnya, keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR akan tercermin pada fakta bahwa program/kegiatan
yang ditetapkan telah dilaksanakan secara baik, sesuai dengan apa yang telah
diprogramkan dan dianggarkan secara benar, dan telah berdasarkan proses
perencanaan yang komprehensif.

Keterpaduan Perencanaan diukur melalui kesesuaian dengan rencana jangka panjang,
rencana jangka menengah/strategis, dan rencana pengembangan. Pengukurannya
terbagi atas tiga aspek:
1. Keterpaduan perencanaan pada kawasan di dalam WPS
2. Keterpaduan perencanaan pada antarkawasan di dalam WPS
3. Keterpaduan perencanaan pada antar-WPS per pulau.
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No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1. AA >90 – 100 Sangat memuaskan

2. A >80 – 90 Memuaskan

3. BB >70 – 80 Sangat Baik

4 B >60 – 70 Baik, Perlu sedikit perbaikan

5. CC >50 – 60
Cukup (memadai), Perlu banyak perbaikan yang tidak 

mendasar

6. C >30 – 50
Kurang, Perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan

yang mendasar

7 D 0 – 30 Sangat kurang, Perlu perbaikan yang sangat mendasar



Semakin banyak program/kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan/WPS yang
memiliki dasar pada atau bersesuaian dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi
hierarkinya, maka nilai keterpaduan perencanaan menjadi semakin baik.

Gambar 2.4 Pola Pikir Pengukuran Keterpaduan

Keterpaduan dan kesinkronan program diukur berdasarkan disparitas kebutuhan
dengan pemrograman, sehingga dapat diketahui efektivitas program-program
Kementerian PUPR yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan infrastruktur
masing-masing sektor di bidang PUPR baik dalam kawasan, antarkawasan maupun
antarWPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsional lingkungan
fisik terbangun. Aspek-aspek pengukuran keterpaduan dan kesinkronan program
terdiri atas:
1. Jenis & Fungsi Pengembangan
2. Dukungan Fungsi
3. Kesesuaian Lokasi
4. Kesesuaian Besaran
5. Kesesuaian Biaya
6. Pemenuhan Readiness Criteria
7. Kesesuaian Waktu Pemrograman

Keterpaduan Pelaksanaan diukur berdasarkan aspek-aspek berikut:
1. Ketepatan Waktu Penyelesaian
2. Ketepatan Volume
3. Ketepatan Kualitas

Semakin tepat waktu, volume, dan kualitas pelaksanaan kegiatan maka semakin baik
nilai keterpaduan pelaksanaannya. Pengukuran keterpaduan dilakukan baik pada
kawasan, antar kawasan di dalam WPS, dan antar WPS. Metode pengukuran terhadap
masing-masing indikator dari Sasaran Strategis maupun Sasaran Program dijabarkan
lebih lanjut.
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Gambar 2.5 Pohon Hierarki untuk Pengambilan Keputusan

Penggunaan Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian keterpaduan
infrastruktur PUPR merupakan pilihan metode dalam menentukan aspek-aspek yang
mempengaruhi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR secara terstruktur dan
sistematis. Dalam pengukuran keterpaduan ini metode AHP digunakan untuk menilai
besaran bobot dari setiap indikator keterpaduan; baik keterpaduan perencanaan,
kesinkronan program maupun keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
PUPR. Pengukuran keterpaduan dilakukan di kawasan, antarkawasan, WPS, dan
antarWPS, dengan proses sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Data dasar yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah data program/kegiatan
pada tahun berjalan yang diperoleh dari berbagai dokumen, baik dokumen
perencanaan, dokumen pemrograman, dan dokumen pelaksanaan. Beberapa
dokumen perencanaan pemrograman, dan pelaksanaan yang lain dapat menjadi acuan
penilaian apabila suatu program/kegiatan yang akan dinilai tidak termaktub dalam
dokumen rencana pembangunan.
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Kebutuhan data diperoleh dari survei kepada instansi pusat (BPIW dan unit-unit
organisasi Kementerian PUPR yang melaksanakan program pembangunan
infrastruktur), dan instansi daerah. Instansi daerah adalah instansi yang dananya
berasal dari APBN seperti balai dan SNVT, serta SKPD daerah yang menjalankan fungsi
pembangunan infrastruktur PUPR di daerah dan Bappeda.

Pengumpulan data terkait keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur
bidang PUPR dapat dimulai di lingkungan Kementerian PUPR sendiri seperti Dokumen
Rencana Strategis, Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur (RIPI), Development
Plan, Data terkait Pemrogaman (data Pra Konreg), data DIPA, serta data terkait aspek
pelaksanaan program yang diperoleh dari rekaman data e-monitoring Kementerian
PUPR pada tahun berjalan. Penjelasan lebih lengkap terkait tahapan dan penanggung
jawab pengumpulan data dapat dilihat pada Lampiran 2. SOP Evaluasi Kinerja
Program Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan SOP Pemantauan Kinerja Program
Keterpaduan Infrastruktur PUPR).

Gambar 2.6 Proses Pengumpulan dan Input Data Keterpaduan Pembangunan 
Infrastruktur
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2.Proses Input Data

Data aspek-aspek perencanaan, program, dan pelaksanaan dari pembangunan fisik
infrastruktur tahun berjalan selanjutnya diinput ke dalam file pengukuran yang
menggunakan format excel spreadsheet dengan proses sebagai berikut:

• Pengisian data identitas WPS/Kawasan/Antarkawasan/AntarWPS dan Program

Proses pengisian data identitas WPS/Kawasan/Antarkawasan/AntarWPS dan Program
dilakukan pada file pengukuran keterpaduan kawasan yang akan diukur. Penilaian
dilakukan dengan memberikan peringkat nilai bagi keterpaduan di dalam kawasan,
antarkawasan dan antarWPS dengan cara membandingkan rencana yan dibuat dengan
rencana kebutuhan pengembangan (penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 1. Buku Panduan Pengukuran Kinerja Keterpaduan Infrastruktur
Kementerian PUPR).

• Pengisian Nilai Keterpaduan Rencana

Pengisian kolom “Perencanaan” dengan hasil penilaian terhadap dokumen
perencanaan program, yaitu dengan membandingkan “data yang ada pada dokumen
rencana kerja tahunan sektoral/Unor setingkat eselon 1 di bawah kementerian PUPR
(SDA, BM, CK, dan PP) dan jika dibutuhkan juga pemerintah daerah” dengan “dokumen
perencanaan jangka menengah atau jangka panjang (Rencana Strategis (Renstra)
Kementeria PUPR, Master Plan/Development Plan Kawasan/WPS, Rencana Induk Unor,
Indikasi Program RTRWN/P, RPJMN/D)”. Jika terdapat kesesuaian maka mendapat
angka 1, jika tidak ditemukan kesesuaian mendapat angka 0.

• Pengisian Nilai Keterpaduan Program

Pengisian kolom indikator keterpaduan dan kesinkronan program dengan melihat
kesesuaian/kesinkronan pada 7 variabel yaitu Jenis/Fungsi Pengembangan Kawasan,
Dukungan Fungsi Bagi Pengembangan Kawasan, Lokasi Kawasan, Kesesuaian Besaran
(Volume), Kesesuaian Waktu, Readiness Criteria, dan kesesuaian biaya (penjelasan
lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. Buku Panduan Pengukuran Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR).

• Pengisian Nilai Keterpaduan Pelaksanaan

Pengisian kolom keterpaduan dengan data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi
(e-monitoring) yaitu capaian progress fisik untuk mengkuantifikasikan kualitas
pelaksanaan, capaian progress keuangan untuk ketepatan waktu pelaksanaan, capaian
output untuk kuantitas dari pelaksanaan.
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3. Penilaian dan Perhitungan Keterpaduan

Tahapan penilaian dan pengukuran keterpaduan adalah dari kawasan, antarkawasan,
WPS, AntarWPS (per pulau/kepulauan). Setiap kawasan dan antar kawasan yang
terdapat pada satu WPS dinilai dan dihitung lebih dahulu. Setelah kawasan dan
antarkawasan selesai dihitung, maka agregat dari nilai semua kawasan dan
antarkawasan pada suatu WPS akan dihitung menjadi nilai dari WPSnya. Perhitungan
bagi antarWPS dilakukan terpisah. Perhitungan bagi kawasan, antar kawasan, dan
antar WPS memilki pola yang sama yaitu:

1. Perhitungan aspek perencanaan;

2. Perhitungan aspek pemrograman;

3. Perhitungan aspek pelaksanaan;

4. Perhitungan Nilai Rata-rata (Rank Value);

5. Keofisien (Sheet Info Value);

6. Perhitungan Akhir Nilai Keterpaduan Kawasan dan AntarKawasan;

7. Agregat nilai Keterpaduan WPS;

8. Penilaian dan Perhitungan Perhitungan Keterpaduan antarWPS;

Penjelasan lebih lengkap mengenai proses tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.
Buku Panduan Pengukuran Kinerja Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR.

4. Hasil Akhir Nilai Keterpaduan

Hasil pengukuran akan memberikan nilai keterpaduan mulai dari nol sampai dengan
seratus persen dengan kriteria sesuai kesepakatan. keterpaduan yang diharapkan
setidaknya mencapai angka 70% agar masuk dalam kategori “baik” dan baru dianggap
memuaskan saat mencapai nilai minimum 85%. Untuk Kawasan/WPS yang belum
mencapai angka yang diharapkan, berarti ada permasalahan dalam proses
pembangunan infrastrukturnya, yang bisa ditilik dari nilai masing-masing sub proses,
seperti perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaannya. Untuk hasil pengukuran
keterpaduan tahun 2018 pada kawasan/WPS beserta rekapnya, dapat dilihat pada
Lampiran 3. Pengukuran Keterpaduan 2018.

Metode Pengukuran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1 (SS1) BPIW yaitu Meningkatnya keterpaduan pembangunan
infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Dengan
indikator Indeks/Rasio dukungan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
terhadap keterpaduan pengembangan wilayah. Sebagaimana telah disepakati dalam
review renstra, sasaran strategis ini diukur dengan cara melakukan agregat nilai
kinerja dari Sasaran Program (SP) BPIW dan Sasaran Program (SP) Ditjen Bina
Konstruksi dengan proporsi masing-masing 50%.



Metode Pengukuran Sasaran Program (SP)

Sasaran Program BPIW adalah Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
pemrograman, dan penganggaran dengan Indikator Tingkat keterpaduan kebijakan
perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan infrastruktur
PUPR diukur dengan cara: Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian
tertinggi penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR yang dianggarkan hingga
akhir tahun diukur dengan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR
dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan rata rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.

Untuk rencana dilakukan menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian
tertinggi pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian
PUPR dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR dikurangi
rata rata realisasinya dibandingkan dengan prata rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.

Untuk program dilakukan dengan membandingkan (rasio) dari program kegiatan
infrastruktur PUPR yang berhasil diterpadukan dan disinkron dengan fungsional
lingkungan fisik terbangun, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu pada
35 WPS dan antar WPS di tahun diukur dibandingkan dengan rencana program ideal
sesuai dengan kesepakatan konreg, serta dikombinaskan melalui pembobotan dengan
faktor-faktor non fisik antara lain aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta
manfaat ekonomi (berkurangnya disparitas dan meningkatnya pertumbuhan)

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra

Kegiatan dan target kinerja program pengembangan infrastruktur wilayah untuk tahun
anggaran 2018, menurut Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10 Target Sasaran Program 2015-2019 Menurut Renstra

Pada Tabel diatas, target BPIW untuk sasaran program meningkatnya keterpaduan
perencanaan, pemrograman, dan penganggaran diukur melalui indikator keberhasilan
yaitu Tingkat Keterpaduan Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman Terhadap
Penganggaran Pembangunan Bidang PUPR dengan target sebesar 95%. Adapun target
untuk sasaran kegiatan dan output BPIW dapat dilihat pada tabel 2.10A.

66

Sasaran

Program
Indikator Sasaran Program Satuan Realisasi Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya keterpaduan

perencanaan, pemrograman,

dan penganggaran

1

Tingkat Keterpaduan

Kebijakan, Perencanaan, 

Pemrograman Terhadap

Penganggaran Pembangunan 

Bidang PUPR

% 80,28 77,04 91,83 95 100



Tabel 2.10A Target Sasaran Kegiatan dan Output 2015-2019 Menurut Renstra
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Sasaran

Kegiatan
Indikator Sasaran Kegiatan Satuan Realisasi Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 SK1. Meningkatnya keterpaduan

perencanaan, pemrograman,

dan penganggaran

1

Tingkat keterpaduan

perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam

kawasan, antarkawasan, dan

antarwps

% 80,3 80,39 95,33 95 100

2
Tingkat keterpaduan 

infrastruktur PUPR antarWPS
% 76,38 75,62 86,62 94 100

Output Kegiatan

1 Kebijakan dan strategi keterpaduan

pembangunan infrastruktur wilayah

bidang PUPR antar sektor/ wilayah

Dokumen
rumusan/
Rencana

11 10 7 9 10

2 Rencana Induk dan rencana

pengembangan infrastruktur bidang

PUPR terpadu antarsektor, 

antarwilayah pengembangan

strategis, antartingkat

pemerintahan, dan antarpulau

Dokumen
Rencana

13 10 11 11 13

3 Fasilitasi kerjasama regional dan

global yang dilaksanakan
Dokumen
Rencana

4 2 1 4 4

4 Rekomendasi hasil analisis

kesesuaian dengan kebutuhan

pengembangan infrastruktur PUPR

Dokumen/
Rekomendasi

2 4 3 5 6

5 Skema pembiayaan pengembangan

yang disusun dan difasilitasi
Dokumen
Rumusan

1 0 1 4 3

1 SK2. Peningkatan Sinkronisasi

Program dan Evaluasi Keterpaduan

Infrastruktur PUPR

1

Tingkat sinkronisasi program 

dan evaluasi keterpaduan

infrastruktur PUPR

% 80,27 73,68 88,34 95 100

Output Kegiatan

1 Program Jangka Pendek dan

Tahunan Keterpaduan Yang Telah

Disinkronisasi Untuk 35 WPS

Pedoman/ 
Dokumen
Rumusan

12 9 9 9 12

2 Layanan Data dan Informasi Kinerja

Kebijakan dan Program Keterpaduan

Antara Pengembangan Wilayah dan

Infrastruktur Bidang PUPR

Dokumen
Rekomendasi

4 4 4 4 4
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Sasaran

Kegiatan
Indikator Sasaran Kegiatan Satuan Realisasi Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 SK3. Perencanaan Keterpaduan

pengembangan kawasan strategis

1

Tingkat keterpaduan 

perencanaan dengan 

pelaksanaan (deviasi) 

antarkawasan

% 78,44 76,37 90,84 94 100

Output Kegiatan

1 Kebijakan teknis keterpaduan

pengembangan kawasan strategis dan

antar kawasan strategis dengan

pembangunan infrastruktur bidang PUPR

Pedoman
Teknis

11 8 2 2 2

2 Koordinasi program, evaluasi

keterpaduan, serta pengolahan data dan

informasi di kawasan strategis dan antar

kawasan strategis

Pedoman
Teknis

3 6 5 6 12

3 Rencana keterpaduan pengembangan

kawasan strategis dan antar kawasan

strategis dengan pembangunan

infrastruktur bidang PUPR

Dokumen
Rencana

22 8 3 4 30

4 Area Inkubasi pada Kawasan Strategis

dan Antar Kawasan Strategis yang 

dibangun

Dokumen

Unit
Anjungan

Cerdas

Lokasi

3

0

0

5

1

1

3

2

2

4

2

2

7

5

5

1 SK4. Peningkatan Perencanaan 

Keterpaduan pengembangan kawasan 

perkotaan

1

Tingkat keterpaduan

perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam

kawasan

% 78,68 77,77 89,23 95 100

Output Kegiatan

1

Area inkubasi pada kawasan perkotaan

yang dibangun

Rencana
Teknis

Area 
Inkubasi

7

0

10

0

10

0

5

1

5

1

2 Rencana keterpaduan pengembangan 

kawasan perkotaan dengan infrastruktur 

bidang pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat

Dokumen 18 18 16 16 13

Kebijakan teknis keterpaduan

pengembangan kawasan perkotaan

dengan infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

Dokumen
/Laporan
/Pedoma

14 5 5 5 5

Program jangka pendek keterpaduan

pengembangan kawasan perkotaan

dengan infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

Dokumen
Rumusan
/ Laporan

7 6 6 4 4



Sasaran

Kegiatan
Indikator Sasaran Kegiatan Satuan Realisasi Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Peningkatan Dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

1

Tingkat Dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

% 100 100 100 100 100

Output Kegiatan

1
Administrasi Kepegawaian Laporan 7 7 5 11 12

2 Perencanaan Program Anggaran dan 

Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan 

Data

Laporan 7 9 4 11 12

3
Hukum, Kerjasama, dan Informasi Laporan 9 12 5 13 4

4 Administrasi Keuangan, Umum, dan 

BMN Laporan 8 5 5 11 12
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3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu unit Organisasi Eselon I
di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Sumber Daya
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam
pelaksanaan kegiatannya, seluruh unit kerja di Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola
program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah
satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu Organisasi.
Oleh karena itu, produktivitas organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM
yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut.

Pada tahun 2018, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh SDM
sebanyak 474 orang, dimana 162 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), 151 orang merupakan staf profesional/tenaga pendukung terkontrak, 121 orang
merupakan non-PNS, serta 40 orang CPNS. Demi menunjang kinerja Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, jumlah tersebut bertambah bila dibandingkan
dengan tahun 2017. Di tahun anggaran 2018, permasalahan sumber daya manusia
masih menjadi salah satu hal yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
BPIW. Peningkatan jumlah SDM BPIW tahun 2018 terutama pada Non PNS untuk
memenuhi kebutuhan SDM karena terdapat beberapa PNS BPIW yang sudah masuk
dalam masa purnabakti atau promosi jabatan. Selain itu penambahan SDM BPIW
berasal dari CPNS yang sudah mulai ditempatkan di masing-masing unit kerja BPIW.
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Gambar 3.1 SDM BPIW Menurut Status Pegawai

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK), kebutuhan PNS BPIW secara keseluruhan

sebanyak 348 orang pegawai untuk memenuhi beban kerja yang ada dengan selisih

antara kebutuhan dengan PNS yang ada saat ini sebanyak 186 orang. BPIW

membutuhkan 186 PNS untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Untuk memenuhi kekurangan PNS tersebut, BPIW mengangkat pegawai Non-PNS baik

tenaga pendukungan maupun staf profesioanal (KI). Rincian SDM Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada masing-masing Unit Eselon II dapat dilihat

pada Gambar 3.1.

Jika dilihat lebih spesifik pada pegawai PNS dan pegawai bukan PNS, maka
pengklasifikasian pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
dapat dikategorikan sebagai berikut:

74

38

31

31

30

32

38

21

28

35

29

32

26

23

24

16

9

11

10

10

0 10 20 30 40

Sekretariat

Pusat 1

Pusat 2

Pusat 3

Pusat 4

SDM BPIW 2018

CPNS Honorer Staf Profesional/KI PNS
40              121                         151                         162 

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Sekretariat BPIW



Gambar 3.2 SDM (PNS) BPIW Menurut Golongan Ruang

A. SDM BPIW Menurut Golongan Ruang (PNS)
Dilihat berdasarkan golongan ruang, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terisi oleh mayoritas golongan III di masing-
masing unit kerja eselon 2 dengan jumlah total sebanyak 113 (seratus tiga belas)
orang. Golongan IV merupakan kedua yang terbesar dengan jumlah total sebanyak 35
(tiga puluh lima) orang. Golongan II berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang dan
golongan I berjumlah sebanyak 2 (dua) orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS
di unit eselon 2 BPIW berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada gambar 3.2.
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Gambar 3.3 SDM (PNS) BPIW Menurut Jabatan

B. SDM BPIW Menurut Jumlah Jabatan (PNS)
Dilihat berdasarkan jabatannya, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 1 orang Pejabat eselon I, 5 (lima)
orang pejabat eselon II, 20 (dua puluh) orang pejabat eselon III, 38 (tiga puluh delapan)
orang pejabat eselon IV, dan sisanya sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) orang
sebagai staf/pelaksana. Grafik perbandingan untuk PNS BPIW berdasarkan jabatan
dapat dilihat pada gambar 3.3.

76

Total PNS = 176 orang              Non PNS Profesional/KI = 168           Non PNS Honorer = 100

1

5

20

38

65

4

0 20 40 60 80

JFT

JFU

Eselon IV

Eselon III

Eselon II

Eselon I

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Sekretariat BPIW



Gambar 3.4 Pegawai PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin

C. SDM BPIW Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 87 (delapan puluh tujuh) orang

berjenis kelamin laki-laki dan 75 (tujuh puluh lima) orang berjenis kelamin perempuan.

Gambar 3.4 menunjukkan grafik perbandingan jumlah pegawai PNS di masing-masing

pusat BPIW.
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Gambar 3.5 Pegawai Bukan PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan untuk komposisi pegawai bukan PNS di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah terdiri atas 192 (seratus sembilan puluh dua) orang berjenis
kelamin laki-laki dan 120 (seratus dua puluh) orang berjenis kelamin perempuan.
Gambar 3.5 menunjukkan grafik perbandingan jumlah pegawai bukan PNS di masing-
masing pusat BPIW.
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Gambar 3.6 Pegawai PNS BPIW Menurut Usia

D. SDM BPIW Menurut Usia

Dikelompokan berdasarkan usia, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 28 (dua puluh delapan) orang berada
pada usia >50 tahun, 37 (tiga puluh tujuh) orang berada pada rentang usia 41-50
tahun, 78 (tujuh puluh delapan) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan 19
(sembilan belas) orang berada pada rentang usia 20-30 tahun. Pada gambar 3.6
merupakan perbandingan usia komposisi pegawai PNS di masing-masing unit eselon 2
BPIW.
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Gambar 3.7 Pegawai Bukan PNS BPIW Menurut Usia

Kemudian, komposisi pegawai bukan PNS menurut usia di lingkungan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 10 (delapan belas) orang berada pada

usia >50 tahun, 21 (dua puluh satu) orang berada pada rentang usia 41-50 tahun, 63

(enam puluh tiga) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan 178 (seratus tujuh

puluh delapan) orang berada pada usia <30 tahun. Adapun pada gambar 3.7

menunjukkan perbandingan usia komposisi pegawai bkan PNS di masing-masing unit

eselon 2 BPIW.
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Gambar 3.8 Pegawai PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

E. SDM BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum kualitas pegawai BPIW dengan tingkat pendidikan Doktoral dan Magister

berkurang disbanding tahun sebelumnya karena adanya mutasi dan kenaikan pangkat

ke Unite Organisasi lain. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai

PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 10 (sepuluh)

orang berpendidikan S3, 78 (tujuh puluh delapan) orang berpendidikan S2, 53 (lima

puluh tiga) orang berpendidikan S1, 7 (tujuh) orang berpendidikan D.III, 11 (sebelas)

orang berpendidikan SLTA, 2 (dua) orang berpendidikan SLTP, dan 1 (satu)

berpendidikan SD. Pada gambar 3.8 menunjukkan grafik perbandingan komposisi

pegawai PNS BPIW di masing-masing unit eselon 2.
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Gambar 3.9 Pegawai Bukan PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

Adapun pegawai bukan PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
menurut tingkat pendidikan komposisinya adalah 12 (dua belas) orang berpendidikan
S2, 204 (dua ratus empat) orang berpendidikan S1, 18 (delapan belas) orang
berpendidikan D.III, 63 (enam puluh tiga) orang berpendidikan SLTA, 10 (sepuluh)
orang berpendidikan SLTP, dan 5 (lima) orang berpendidikan SD. Pegawai non-PNS
BPIW pada tahun 2018 tidak ada yang berpendidikan setingkat S3. Pada gambar 3.9
menunjukkan perbandingan komposisi pegawai bukan PNS BPIW di masing-masing
unit eselon 2 serta perbandingan proporsinya secara keseluruhan.
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Gambar 3.10 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Teknik

F. SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan
Ditinjau dari bidang pendidikannya, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari bidang teknik dan non teknik dengan
rincian pada bidang teknik yaitu 12 (dua belas) orang dengan bidang perencanaan
wilayah dan kota, masing-masing 7 (tujuh) orang dengan bidang teknik sipil dan
arsitektur, 6 (enam) orang dengan bidang teknik lingkungan, 5 (lima) orang dengan
bidang transportasi, masing-masing 4 (empat) orang pada bidang bidang teknik
planologi dan urban management, masing-masing 2 (dua) orang pada bidang teknik
industri, pembangunan wilayah, dan environmental and infrastructure planning, serta
masing-masing 1 orang pada bidang geografi, technical engineering, water resources,
land management and land tenur, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
manajemen aset infrastruktur, city planning, construction engineering, eng electrical,
infrastructure planning, sistem dan teknik jalan raya, teknik dan manajemen air, teknik
geodesi, teknik informatika, teknik kimia. kemudian 8 (delapan) orang dengan latar
belakang bidang lainnya.
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Gambar 3.11 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Non Teknik

Kemudian rincian pegawai PNS dengan bidang pendidikan non teknik yaitu terdiri dari
10 (sepuluh) orang dengan bidang pendidikan studi pembangunan, 7 (tujuh) orang
dengan bidang administrasi publik, masing-masing 6 (enam) orang pada bidang ilmu
ekonomi, informatika, 5 (lima) orang dengan bidang manajemen, 3 (tiga) orang dengan
bidang pendidikan sistem informasi, masing-masing 2 (dua) orang pada bidang
ekonomi pembangunan, ekonomi akuntansi, ilmu administrasi negara, sospol sosiologi,
dan sekretaris. masing-masing 1 (satu) orang dengan bidang hukum perdata, ilmu
kesejahteraan sosial, ilmu sosial, ilmu politik, sospol administrasi negara, sospol
humas, manajemen sdm, hubungan internasional, ilmu komunikasi, business
administration, commerce, public management, administrasi pembangunan. kemudian
22 (dua pulu dua) orang dengan latar belakang bidang lainnya.
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Gambar 3.12 Pegawai Bukan PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Teknik

Sedangkan komposisi pegawai bukan PNS di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah dengan latar belakang bidang teknik terdiri dari 33 (tiga puluh
tiga) orang dengan bidang pendidikan teknik sipil, 32 (tiga puluh dua) orang dengan
bidang perencanaan wilayah dan kota, 19 (sembilan belas) dengan bidang teknik,
masing-masing 8 (delapan) orang dengan bidang arsitektur dan teknik lingkungan, 6
(enam) orang dengan bidang planologi, masing-masing 5 (lima) orang dengan bidang
geografi dan teknik informatika, masing-masing 2 (dua) orang dengan bidang
engineering dan teknik sipil dan lingkungan, serta masing-masing 1 (satu) orang
dengan bidang pembangunan kota, metereologi, kimia, engineering science, arsitektur
lanskap, teknologi informasi, teknik sipil dan rekayasa transport, teknik pertambangan,
teknik manajemen industri, teknik geodesi dan geomatika, teknik elektro, pkd, dan
pertanian.
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Gambar 3.13 Pegawai Bukan PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Non Teknik

Sedangkan komposisi pegawai bukan PNS di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah dengan bidang pendidikan non teknik terdiri dari 13 (tiga belas)
orang dengan bidang pendidikan Manajemen, 10 (sepuluh) orang dengan bidang
pendidikan Ekonomi, 9 (Sembilan) orang dengan bidang Akuntansi, 6 (enam) orang
dengan bidang Hukum, 5 (lima) orang dengan bidang komunikasi, masing-masing 4
(empat) orang dengan bidang sistem informasi dan administrasi publik/negara,
masing-masing 2 (dua) orang dengan bidang psikologi, desain, dan administrasi
perkantoran, serta masing-masing 1 (satu) orang dengan bidang sastra, bahasa jepang,
statistika, sekretaris, seni, pendidikan tata niaga, pendidikan bahasa inggris, mpud,
manajemen sumber daya perairan, manajemen SDM, manajemen informatika,
manajemen akuntansi, komputerisasi akuntansi, komputer, informatika, ilmu
perpustakaan, ilmu pemerintahan, ilmu komputer, ilmu administrasi, ilmu administrasi
bisnis, hubungan masyarakat, ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen,
antropologi, agronomi dan holtikultura, administrasi keuangan, administrasi
pembangunan, serta terdapat 95 (sembilan puluh lima) orang pegawai dengan bidnag
pendidikan lainnya.
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Gambar 3.14 Proporsi SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan

Kemudian, bila dilihat berdasarkan klasifikasi teknik dan non-teknik, komposisi pegawai
PNS di lingkungan BPIW pada tahun 2018 terdiri atas 51,85% orang dengan berlatar
belakang bidang teknik dan 48,15% orang dengan berlatar belakang bidang non-teknik.
Sedangkan untuk pegawai Bukan PNS BPIW terdiri dari 46,79% berlatar belakang
bidang teknik dan 53,21% berlatar belakang bidang nonteknik. Sebagai unit organisasi
yang memiliki peran strategis dalam memadukan pembangunan Infrastruktur PUPR
dengan pengembangan wilayah, pegawai yang bekerja dalam substansi dengan bidang
pendidikan teknik memang lebih dominan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang
berkaitan dengan perencanaan, pemrograman dan pengembangan kawasan, pegawai
dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi dominan untuk mengisi
kebutuhan tersebut. Banyaknya komposisi bidang nonteknik pada pegawai Bukan PNS
dikarenakan adanya tenaga pendukung.

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja SDM di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah, penyediaan ruangan kerja menjadi hal yang sangat diperlukan. Daftar
ruangan kerja yang digunakan oleh BPIW dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Ruangan BPIW
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No. Nama Ruangan
Kode 

Ruangan

A. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.01

2. Ruang Sekretaris R.02.02

3. Ruang Tunggu R.02.03

4. Tempat Istirahat R.02.04

5. Ruang Rapat R.02.05

6. Lobi R.02.06

51.85%

48.15%, 

PNS BPIW

TEKNIK

NON-TEKNIK

46.79
%,

53.21
%,

BUKAN PNS BPIW

TEKNIK

NON-TEKNIK

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Sekretariat BPIW



No. Nama Ruangan Kode 
Ruangan

B. Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.07

2. Kepala Bagian Program dan Evaluasi R.02.08

3. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana R.01.03

4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum R.01.04

5. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi R.01.02

6. Ruang Peta R.02.09

7. Ruang Satker R.01.01

C. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR)

1. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR R.03.01

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.03.02

3. Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisis Manfaat R.03.03

4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I R.03.04

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II R.03.05

6. Ruang Rapat R.03.06

7. Ruang Satker R.03.07

D. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR

1. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR R.03.08

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.03.09

3. Kepala Bidang Penyusunan Program R.03.10

4. Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan R.03.11

5. Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program R.03.12

6. Ruang Rapat R.03.13

7. Ruang Satker R.03.14

E. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

1. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis R.04.01

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.04.02

3. Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis R.04.03

4. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis R.04.04

5. Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah R.04.05

6. Ruang Rapat R.04.06

7. Ruang Satker R.04.07

F. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

1. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan R.04.08

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.04.09

3. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan R.04.10

4. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru R.04.11

5. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan R.04.12

6. Ruang Rapat R.04.13

7. Ruang Satker R.04.14
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Selain ketersediaan ruangan, pelatan yang memadai juga diperlukan untuk menunjang
kinerja SDM di lingkungan BPIW. Berapa peralatan yang ada di lingkungan BPIW antara
laian komputer, printer, scanner, ATK, telepon/fax, internet, infocus/LCD projector dan
lainnya. Berikut adalah daftar beberapa peralatan/barang yang ada di lingkungan
BPIW:

Tabel 3.2 Daftar Barang/Peralatan BPIW
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No. Barang

1 Lemari Besi/Metal

2 Lemari Penyimpan

3 Rak Besi

4 Rak Kayu

5 Filling Cabinet Besi

6 Brangkas

7 Mesin Absensi

8 LCD Projector/Infocus

9 Layar LCD Projector

10 Meja Kerja Kayu

11 Kursi Besi atau Metal

12 Kasur/Spring Bed

13 Partisi

14 Jam Mekanis

15 Dispenser

16 Sound System

17 Kamera Digital

18 Meja Rapat

20 Televisi

21 Tripod Kamera

22 Lensa Kamera

23 PC Unit

24 Note Book

25 Laptop

26 Voice Recorder

27 Faximile

28 Scanner

29 Printer

30 External/Portable Hardisk

31 Wireless Acces Point

32 Software Komputer



Selain ketersediaan ruang kerja dan ruang pertemuan, kenyamanan juga menjadi hal yang
penting dalam menunjang kinerja pegawai. Tahun ini sudah dilakukan beberapa
perbaikan dan penambahan sekat dan peralatan sehingga diharapkan tingkat
kenyamanan pegawai dalam bekerja lebih meningkat. Peralatan yang tersedia di
lingkungan BPIW sampai dengan saat ini sudah cukup memadai. Selama tahu 2018 telah
ada peningkatan dari kecukupan peleralatan dalama menunjang kegiatan meskipun ada
bebrapa yang ketersediannya masih terbatas.

Selain ruang dan peralatan yang telah disebutkan sebelumnya, dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan, BPIW sudah menggunakan beberapa sistem atau aplikasi dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan.
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a. Website dan Bank Data BPIW.

Website BPIW yang telah resmi diluncurkan sejak akhir tahun 2015, dikelola oleh
Sekretariat BPIW untuk dilakukan pemutakhiran baik segi konten maupun tampilan.
Website BPIW berisikan Informasi terkait profil, produk, pimpinan, mitra, galeri, berita,
kontak dan tautan ke Bank Data BPIW. Bank data BPIW akan menjadi media satu pintu di
lingkungan BPIW untuk memperoleh segala bentuk data dan informasi yang dibutuhkan
dalam melaksanakan kegiatan.

b. Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (SIMONAH)

Sistem ini dikembangkan untuk membantu proses monitoring pengadaan tanah di
Kementerian PUPR dan juga sebagai forum/diskusi permasalahan pengadaan tanah.

c. SIPro PUPR

Sistem Informasi Pemrograman PUPR (SIPro-PUPR) merupakan suatu sistem yang
dikembangkan sebagai perangkat (tools) dalam rangka mendukung proses penyiapan
program pengembangan infrastruktur PUPR. Dengan adanya SIPro-PUPR ini diharapkan
dapat mengkonsolidasikan program jangka pendek 3 tahun dan usulan daerah serta
terekamnya pengelolaan program arahan pusat dan usulan pembangunan dari daerah
sehingga terjadi program yang sinkron.

d. Basis Data Perkotaan

Basis data perkotaan memuat informasi publik perkotaan dan sebagai media dalam
mengelola data internal Pusat Pengembangan Perkotaan.

e. Regram WPS

Regram WPS digunakan untuk merumuskan data dan Informasi secara digital sebagai
pendukung proses sinkronisasi dan keterpaduan program infrastruktur pada 35 WPS,
serta berfungsi sebagai databse pendukung penyelenggaraan infrastruktur di 35 WPS.

f. Website Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW

g. Sistem Informasi Basis Data (SIBAS) Rencana Induk Pengembangan Infrastruktru PUPR



3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu
dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan
sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut.
Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis di lingkungan BPIW perlu dipersiapkan
kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah
maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah
berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2018, Alokasi Anggaran untuk
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp 248.359.063.000 (Dua ratus empat puluh
delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

Gambar 3.15 Pohon Anggaran BPIW tahun 2018 DIPA Awal (dalam Rp. - M)

Pada bulan Mei, BPIW melakukan revisi anggaran 2018 berupa penghapusan blokir
dalam halaman IV.A DIPA untuk belanja jasa konsultan yang bersumber dari Hibah Luar
Negeri (HLN) World Bank senilai Rp 500.000.000 dan yang bersumber dari dana
Pinjaman Luar Negeri (PLN) World Bank senilai Rp 500.000.000. Disaat yang
bersamaan, implikasi dari buka blokir tersebut terdapat penambahan anggaran yang
bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) karena adanya percepatan
penarikan pinjaman/hibah luar negri sebesar 29,614 M. Besar anggaran tersebut
adalah untuk pelaksanaan yang dimulai pada Bulan Agustus 2018 sampai Agustus
2019, sedangkan untuk pagu ITMP dalam DIPA tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp
23.517.000.000 M sehingga anggaran BPIW menjadi Rp 270.876.063.000. Adapun
rincian penambahan anggaran PHLN BPIW dapat dilihat pada tabel 3.3
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Tabel 3.3 Rincian Anggaran PHLN BPIW

Pada bulan Oktober, terdapat pergeseran anggaran yang tidak merubah total
anggaran. Pemanfaatan sisa lelang sebesar Rp. 1.242.423.000,- (satu miliar dua ratus
empat puluh dua juta empat ratus delpaan puluh ribu rupiah) untuk keperluan
pemenuhan kebutuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp. 884.385.000 dan
pemenuhan belanja operasional untuk kebutuhan operasionalisasi anjungan cerdas
berupa kebutuhan belanja daya dan belanja kebutuhan perkantoran sebesar
Rp.358.038.000. Terkait belanja pegawai, kekurangan gaji dan tunjangan PNS BPIW
tahun 2018 karena sehubungan dengan adanya tambahan 40 CPNS yang digaji mulai
dari bulan Februari 2018. Sedangkan terkait Integrated Rest Area, telah selesainya
pembangunan di dua lokasi Rambut Siwi dan Trenggalek sehingga memerlukan biaya
untuk pra operasional agar terpelihara dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Tabel 3.4 Rincian Kebutuhan Operasionalisasi Anjungan Cerdas
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No Kegiatan Semula Menjadi Perubahan

1 Intergrated
Masterplan for 
Priority Tourism 
Destination (Loan)

Rp.500.000.000 Rp.24.388.000.000 Rp.500.000.000 
(Buka Blokir)

Rp.23.888.000.000
(penambahan)

2 Intergrated
Masterplan for 
Priority Tourism 
Destination (Loan)

Rp.500.000.000 Rp.5.266.000.000 Rp.500.000.000 
(Buka Blokir)

Rp.4.726.000.000
(penambahan

Rp.1.000.000.000 Rp. 9.614.000.000 Rp.1.000.000.000
(buka blokir)

Rp.28.614.000.000
(penambahan)

Kebutuhan Harga satuan
Unit/

jumlah
Satuan jumlah

ANJUNGAN CERDAS RAMBUT SIWI Rp. 171.624.000

Honorarium Kepala Satpam Rp. 2.200.000 3 Bln Rp. 6.600.000

Honorarium Satpam dan Pengemudi Bali 
(7 orang)

Rp. 2.000.000 3 Bln Rp. 42.000.000

Honorarium Petugas Kebersihan Bali (5 
Orang)

Rp. 2.000.000 3 Bln Rp. 30.000.000

Pakaian Kerja Satpam Rp. 1.329.000 16 Set Rp. 21.264.000

Pakaian Kerja Kebersihan Ba li Rp. 426.000 10 Set Rp. 4.260.000

Bayar langganan listrik Rp. 15.000.000 4 Bln Rp. 60.000.000

Biaya langganan telepon Rp. 1.500.000 3 Bln Rp. 4.500.000

Belanja Barang Persediaan Barang 
Konsumsi 

Rp. 1.000.000 3 Bln Rp. 3.000.000



Pada tanggal 28 November 2018, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan
Presiden No. 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian
PUPR yang mengatur adanya kenaikan tunjangan kinerja PNS di lingkungan
Kementerian PUPR terhitung sejak bulan Mei 2018 dimana BPIW masih memiliki
kekurangan anggaran sebesar.sebesar Rp 2.647.011.000 (dua miliar enam ratus empat
puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah). Pembayaran kebutuhan rapel tunjangan kinerja
tersebut dipenuhi dengan melakukan revisi terhadap belanja pegawai sebesar Rp. 6
Mdari salah satu Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya.

Tabel 3.5 Kebutuhan Pembayaran Tukin BPIW A. 2018 (Mei – Desember 2018)

Berdasarkan hal tersebut, BPIW kembali melakukan revisi anggara sehingga menjadi
Rp. 273.523.074.000 dengan rincian pohon anggaran sebagai berikut:
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NO

KEBUTUHAN TUKIN

(selisih Tukin Mei-Oktober, 

Tukin November-Desember)

Kebutuhan

(Mei-Okt)

Kebutuhan

(Nov-Des)

SISA PAGU 

TUKIN BPIW

KEKURANGAN 

TUKIN (Mei-Des)

1 Sekretariat BPIW Rp. 794.705.546 Rp. 818.276.758

Rp. 1.696.059.991 - Rp. 2.647.011.000

3
Pusat Perencanaan

Infrastruktur PUPR 
Rp. 353.913.517 Rp. 356.800.391

5

Pusat Pemrograman dan

Evaluasi Keterpaduan Infra 

PUPR 

Rp. 307.093.600 Rp. 320.607.400

7
Pusat Pengembangan 

Kawasan Strategis 
Rp. 313.899.652 Rp. 313.539.272

9
Pusat Pengembangan 

Kawasan Perkotaan 
Rp. 393.379.414 Rp. 370.855.064

Total Rp. 2.162.991.729 Rp. 2.180.078.885

Kebutuhan Harga satuan
Unit/

jumlah
Satuan jumlah

ANJUNGAN CERDAS RAMBUT SIWI Rp. 171.624.000

Honorarium Kepala Satpam Rp. 2.200.000 3 Bln Rp. 6.600.000

Honorarium Satpam dan Pengemudi Bali 
(7 orang)

Rp. 2.000.000 3 Bln Rp. 42.000.000

Honorarium Petugas Kebersihan Bali (5 
Orang)

Rp. 2.000.000 3 Bln Rp. 30.000.000

Pakaian Kerja Satpam Rp. 1.329.000 16 Set Rp. 21.264.000

Pakaian Kerja Kebersihan Bali Rp. 426.000 10 Set Rp. 4.260.000

Bayar langganan listrik Rp. 15.000.000 4 Bln Rp. 60.000.000

Biaya langganan telepon Rp. 1.500.000 3 Bln Rp. 4.500.000

Belanja Barang Persediaan Barang 
Konsumsi 

Rp. 1.000.000 3 Bln Rp. 3.000.000



Gambar 3.16 Pohon Anggaran BPIW tahun 2018 (DIPA Revisi akhir)

Pagu sebesar Rp. 273,523,074,000 ini menjadi sumber pendanaan yang digunakan
BPIW untuk berkinerja selama tahun anggaran 2018. Lebih ringkas mengenai
kronologis anggaran BPIW tahun 2018 dapat dilihaat pada gambar berikut.

Gambar 3.17 Kronologis Anggaran BPIW tahun 2018
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•DIPA Awal

248.359.063

•Penambahan
Anggaran
PHLN 

270.876.063
•Realokasi

dana sisa
lelang

270.876.063

•Penambahan
Tunjangan

Kinerja

273.523.074



untuk dapat menempatkan capaian kinerja BPIW dalam konteks yang tepat, maka
informasi perbandingan pagu anggaran BPIW 2018 di renstra dan DIPA perlu
diperhatikan. Adapuan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7. Pada tabel
tersebut dapat dilihat bahwa pada Unit kerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
dan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR besaraan
anggaran dalam DIPA lebih kecil dari pada renstra. Sedangkan Unit Kerja Pusat
Pengembangan Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, dan
Sekretariat BPIW besaraan anggaran dalam DIPA lebih besar dari pada renstra.
Penambahan terjadi dalam Unit Kerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis karena
adanya penambahan dari dana PHLN serta Sekretariat BPIW karena ada penambahan
tunjangan kinerja.

Tabel 3.7 Perbandingan anggaran tahun 2018 antara Proyeksi Renstra dengan DIPA
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No Unit Kerja
Proyeksi Renstra

(2018)
DIPA 
2018

1
Pusat Perencanaan
Infrastruktur PUPR 

Rp. 33,746,000,000 Rp. 32,834,229,000 

2
Pusat Pemrograman dan
Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR

Rp. 31,184,000,000 Rp. 30,989,918,000 

3
Pusat Pengembangan Kawasan
Strategis

Rp. 79,564,000,000 Rp. 106,681,478,000 

4
Pusat Pengembangan Kawasan
Perkotaan

Rp. 35,233,000,000 Rp. 35,233,484,000 

5 Sekretariat BPIW Rp. 64,030,000,000 Rp. 67,783,965,000 

Rp. 243,757,000,000 Rp. 273,523,074,000 





4

AKUNTABILITAS KINERJA





Dalam mendukung kinerja organisasi BPIW dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang

terpadu dengan pengembangan wilayah, sumber daya yang menjadi input menjadi faktor

yang sangat penting dalam menentukan kinerja organisasi. Dalam Program

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Keterpaduan diukur melalui sasaran Program yang

akan dicapai dengan didukung oleh Sasasaran Kegiatan. Bab ini menjelaskan

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis secara sistematis.

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2018 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendukung Sasaran Strategis 1 

dengan capaian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis BPIW
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No. Sasaran Strategis Target (%) Capaian Kinerja (%)

1

Meningkatnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR 
antardaerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan

Indeks rasio dukungan infrastruktur 
PUPR terhadap keterpaduan 
pengembangan kawasan

95% (50% x SP BPIW) +  (50%  x SP DJBK)

BAB 4
AKUNTABILITAS 

KINERJA



Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan dengan indikatornya
indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan
kawasan didukung oleh dua Sasaran Program yaitu Sasaran Program BPIW dan Sasaran
Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Capaian Sasaran Program BPIW dengan
indikatornya yaitu tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman
terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR adalah sebesar 96,190%. Capaian
sasaran program tersebut akan digabungkan dengan capaian sasaran program Ditjen
Bina Konstruksi dengan pembobotan masing-masing 50%.

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

Tabel 4.2 Capaian Sasaran Program BPIW

Sasaran program BPIW meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran dengan indikatornya tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,
pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR yang dihitung
dengan melakukan agregat dari realisasi indikator tingkat keterpaduan perencanaan
dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS dengan
realisasai sebesar 100% dan indikator tingkat sinkronisasi program dan evaluasi
keterpaduan infrastruktur PUPR dengan realisasi sebesar 89,880% sehingga diperoleh
realisasi sebesar 96,190%. Capaian tersebut telah memenuhi target sasaran program
yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan renstra sehingga dapat disimpulkan
bahwa kinerjanya tercapai. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan-
arahan rencana dan program yang tercantum dalam dokumen perencanaan BPIW
(renstra, RIPI, MP/DP) dan dokumen pemrograman (hasil kesepakatan pra konsultasi
regional) secara umum telah diadopsi oleh Unor-Unor PUPR terkait (Ditjen SDA, Ditjen
BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk pembangunan baru (new development).
Dalam Mendukung pencapaian sasaran program, BPIW memiliki 5 sasaran kegiatan
yang mewakili masing-masing Unit Kerja/pusat. Capaian pada masing-masing sasaran
kegiatan dijelaskan pada subbab berikut.

100

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET 

2018

REALISASI 

2018
KINERJA

1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 

WILAYAH

1 Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan, 

pemrograman, dan

penganggaran

Tingkat keterpaduan

kebijakan, perencanaan, 

pemrograman terhadap

penganggaran

pembangunan bidang

PUPR

95% 96,190 % 100%

Sumber: Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



4.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 4.3 Capaian Sasaran Kegiatan BPIW

A. Sasaran Kegiatan 1
Sasaran kegiatan 1 peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang
PUPR memiliki 2 indikator. Indikator 1 tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS diukur dengan
menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi
pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian PUPR
dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR
dikurangi rata-rata realisasinya dibandingkan dengan rata-rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang dengan realisasi sebesar 100%.
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SASARAN KEGIATAN BPIW
INDIKATOR

TARGET 
2018

REALISASI
2018

Kinerja

SK1. Peningkatan kualitas perencanaan
infrastruktur wilayah bidang PUPR

a. Tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, 
antarkawasan, dan antarwps

95% 100% 100%

b. Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR 
antarWPS

94% 94,527% 100%

SK2. Peningkatan Sinkronisasi Program dan
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Tingkat sinkronisasi program dan evaluasi
keterpaduan infrastruktur PUPR

95% 89,880% 94,610%

SK3. Perencanaan Keterpaduan pengembangan
kawasan strategis

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan 
pelaksanaan (deviasi) antarkawasan

94% 100% 100%

SK4. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan 
pengembangan kawasan perkotaan

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan

95% 100% 100%

SK5. Peningkatan Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya

Tingkat dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya

100% 100% 100%

Sumber: Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
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Capaian tersebut telah memenuhi target indikator sasaran kegiatan 1A yang
tercantum dalam perjanjian kinerja dan renstra sehingga dapat disimpulkan bahwa
kinerjanya tercapai. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan- arahan
rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan BPIW (renstra, RIPI, MP/DP)
secara umum telah diadopsi oleh Unor-Unor PUPR terkait (Ditjen SDA, Ditjen BM,
Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk pembangunan baru (new development).

Kemudian Indikator 2 tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarWPS diukur
dengan menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan,
pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang
direncanakan antar WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis
dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan
tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah
antar WPS yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang sehingga diperoleh realisasi
sebesar 94,527%.

Capaian tersebut telah memenuhi target indikator sasaran kegiatan 1B yang
tercantum dalam perjanjian kinerja dan renstra sehingga dapat disimpulkan bahwa
kinerjanya tercapai. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan-arahan
rencana dan program yang tercantum dalam dokumen perencanaan BPIW (renstra,
RIPI, MP/DP) dan dokumen pemrograman (hasil kesepakatan pra konsultasi
regional) secara umum telah diadopsi oleh Unor-Unor PUPR terkait (Ditjen SDA,
Ditjen BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk pembangunan baru (new
development), serta pelaksanaannya tepat waktu, volume dan kualitasnya sesuai.

B. Sasaran Kegiatan 2
Sasaran kegiatan 2 peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan
infrastruktur PUPR dengan Indikatornya tingkat sinkronisasi program dan evaluasi
keterpaduan infrastruktur PUPR. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan
(rasio) dari program kegiatan infrastruktur PUPR yang berhasil diterpadukan dan
disinkron dengan fungsional lingkungan fisik terbangun, lokasi, besaran, kesiapan
pembangunan dan waktu pada 35 WPS dan antar WPS di tahun diukur
dibandingkan dengan rencana program ideal sesuai dengan kesepakatan konreg,
serta dikombinaskan melalui pembobotan dengan faktor-faktor non fisik antara lain
aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta manfaat ekonomi (berkurangnya
disparitas dan meningkatnya pertumbuhan) sehingga diperoleh realisasi sebesar
89,880%.

Capaian tersebut memenuhi target sasaran kegiatan 2 yang tercantum dalam
perjanjian kinerja dan renstra sebesar 94,610% sehingga dapat disimpulkan bahwa
kinerjanya sangat baik. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan-
arahan program yang tercantum dalam dokumen pemrograman BPIW (hasil
kesepakatan pra konsultasi regional) secara umum telah diadopsi oleh Unor-Unor
PUPR terkait (Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk
pembangunan baru (new development).
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C. Sasaran Kegiatan 3
Sasaran kegiatan 3 perencanaan keterpaduan pengembangan kawasan strategis
dengan Indikatornya tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan
(deviasi) antarkawasan. Indikator tersebut diukur dengan menghitung
rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar kawasan di
dalam WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana
pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan
keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar kawasan
yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinaskan melalui
pembobotan tertimbang, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Capaian tersebut telah memenuhi target sasaran kegiatan 3 yang tercantum dalam
perjanjian kinerja dan renstra sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya
tercapai. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan-arahan rencana
terkait pengembangan kawasan strategis yang tercantum dalam dokumen
perencanaan BPIW (renstra, RIPI, MP/DP) secara umum telah diadopsi oleh Unor-
Unor PUPR terkait (Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk
pembangunan baru (new development).

D. Sasaran Kegiatan 4
Sasaran Kegiatan 4 peningkatan perencanaan keterpaduan pengembangan
kawasan perkotaan dengan indikatornya tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan. Indikator tersebut diukur dengan
menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan di dalam
Kawasan dalam WPS pada tahun yang diukur dibandingkan dengan rencana
strategis dan rencana pengembangan, program dan pelaksanaan program jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon
bidang PUPR dan Pemerintah Daerah di dalam kawasan yang dikembangkan hingga
akhir tahun yang diukur serta dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang,
sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Capaian tersebut telah memenuhi target sasaran kegiatan 4 yang tercantum dalam
perjanjian kinerja dan renstra sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya
tercapai. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa arahan-arahan rencana
terkait pengembangan kawasan perkotaan yang tercantum dalam dokumen
perencanaan BPIW (renstra, RIPI, MP/DP) secara umum telah diadopsi oleh Unor-
Unor PUPR terkait (Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) khususnya untuk
pembangunan baru (new development).
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E. Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 yaitu peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dengan Indikatornya tingkat dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya. Capaian indikator tersebut dilihat dari
pencapaian output Sekretariat BPIW terhadap targetnya. Dengan pencapaian
output yang telah memenuhi target maka dikatakan telah memberikan layanan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam pengembangan
infrastruktur wilayah. Pada tahun 2018 capaian output sekretariat BPIW telah
memenuhi seluruh targetnya sehingga pencapaian untuk indikator tersebut adalah
sebesar 100 %.

Peningkatan nilai keterpaduan Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 secara umum
lebih disebabkan peningkatan nilai keterpaduan perencanaan, kesinkronan program,
dan keterpaduan pelaksanaan.

Meningkatnya nilai keterpaduan secara total dari didukung oleh nilai keterpaduan
infrastruktur di masing-masing WPS yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
Beberapa WPS memilki nilai keterpaduan di atas 95% dengan kategori sangat baik
seperti WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa dengan nilai 95,290%, WPS 15 Pusat
Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk-Denpasar-Padang bay dengan nilai 95,016%, WPS 16
Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung-Mataram-Mandalika dengan nilai
95,431%, WPS 22 Pusat Pertumbuhan Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin dengan nilai
95,120%, WPS 32 Pusat Pertumbuhan Baru Biak – Manokwari – Bintuni dengan nilai
95,734%, WPS 33 Pusat Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena dengan nilai
95,891%, WPS 34 Pusat Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke dengan nilai 95,820%,
WPS 35 Pulau-pulau Kecil Terluar baik di wilayah Timur maupun Barat, serta WPS 20
Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas
dengan nilai tertinggi yaitu 96,598%.

Nilai keterpaduan perencanaan pada tahun 2018 baik dilihat secara total maupun bila
dilihat lebih detil pada level WPS maupun Kawasan telah mencapai 100%. Nilai
keterpaduan perencanaan diukur dengan melihat kesesuaian antara data yang ada
pada dokumen rencana kerja tahunan sektoral/Unor setingkat eselon 1 di bawah
kementerian PUPR (SDA, BM, CK, dan PP) dan jika dibutuhkan juga pemerintah daerah
dengan dokumen perencanaan jangka menengah atau jangka panjang (Rencana
Strategis (Renstra) Kementeria PUPR, Master Plan/Development Plan Kawasan/WPS,
Rencana Induk Unor, Indikasi Program RTRWN/P, RPJMN/D). Nilai keterpaduan
perencanaan ini mengindikasikan bahwa Unor-unor terkait dibawah Kementerian
PUPR (Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, Ditjen PnP) telah menjadikan arahan indikasi
program pada dokumen perenanaan BPIW (Renstra, RIPI, MPDP) sebagai acuan dalam
dan merealisasikan dalam dokumen rencana kerja tahunan. Untuk melihat lebih detail
terkait nilai keterpaduan, akan dijelaskan dalam pulau kepulauan yaitu:

1. Pulau Sumatera

2. Pulau Jawa

3. Pulau Kalimantan

4. Pulau Bali – Nusa Tenggara

5. Pulau Sulawesi

6. Pulau Maluku

7. Pulau Papua



Tabel 4.3A Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Sumatera
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

1

Sabang-Banda Aceh-Langsa 100,000% 95,430% 86,140% 95,290%

1,1 Kawasan Pariwisata Maritim Sabang 100,000% 92,400% 96,223% 95,312%

1,2 Kawasan Ekonomi Terpadu NAD 100,000% 92,774% 85,414% 92,964%

1,3 Kawasan Industri Lhokseumawe-Bieruen 100,000% 97,044% 85,565% 95,136%

1,4 Kawasan Lumbung Pangan Peurelak 100,000% 97,125% 73,591% 92,368%

1,5 Antar Kawasan 100,000% 97,832% 89,917% 96,550%

2

Pusat Pertumbuhan Terpadu Medan-Tebing Tinggi-
Dumai-Pekanbaru

100,000% 93,721% 71,626% 91,656%

2,1 Kawasan Mebidangro 100,000% 95,166% 80,309% 92,964%

2,2 Kawasan Sei Mangke 100,000% 93,852% 66,350% 89,032%

2,3 Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya 100,000% 94,691% 71,401% 90,637%

2,4 Kawasan Dumai 100,000% 88,455% 66,886% 86,458%

2,5 Kawasan Pekansikawan 100,000% 91,607% 81,892% 91,554%

2,6 Antar Kawasan 100,000% 98,555% 62,917% 90,580%

3

Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam-Tanjung 
Pinang

100,000% 88,399% 71,136% 89,335%

3,1 Kawasan Batam 100,000% 93,137% 69,376% 89,384%

3,2 Kawasan Tanjung Pinang 100,000% 83,661% 73,345% 85,754%

4

Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga-
Padang-Bengkulu

100,000% 90,374% 86,179% 93,137%

4,1 Kawasan Perkotaan Sibolga 100,000% 100,000% 80,814% 95,501%

4,2
Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-
Pariaman

100,000% 97,956% 86,769% 95,874%

4,3 Kawasan Perkotaan Bengkulu 100,000% 94,766% 88,213% 94,617%

4,4 Antar Kawasan 100,000% 92,163% 88,921% 93,481%

5

Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi-
Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan

100,000% 91,769% 82,289% 92,872%

5,1
Kawasan Ekonomi dan Strategis Pariwisata 
Jambi

100,000% 94,068% 82,089% 92,831%

5,2 Kawasan Ekonomi Terpadu Tanjung Api Api 100,000% 95,267% 86,182% 94,391%

5,3 Kawasan Maritim Pangkal Pinang 100,000% 94,268% 87,559% 94,214%

5,4 Kawasan Strategis Pariwisata Belitung 100,000% 96,716% 74,508% 92,379%

5,5 Antar Kawasan 100,000% 94,199% 81,107% 92,667%

6

Kawasan Pertumbuhan Merak-Bakauheni-Bandar 
Lampung-Palembang-Tanjung Api Api

100,000% 95,160% 81,066% 94,155%

6,1 Kawasan Ekonomi Terpadu Tanjung Api Api 100,000% 100,000% 97,789% 99,482%

6,2
Kawasan Metropolitan dan Ekonomi Terpadu 
Palembang

100,000% 93,407% 57,088% 86,638%

6,3 Kawasan Lumbung Pangan Mesuji 100,000% 97,106% 87,710% 95,670%

6,4
Kawasan Metropolitan dan Ekonomi Terpadu 
Bandar Lampung

100,000% 91,124% 84,403% 91,902%

6,5 Kawasan Industri Cilegon 100,000% 95,269% 84,664% 94,030%

6,4 Antar Kawasan 100,000% 94,056% 77,144% 91,666%



A. Pulau Sumatera

Pulau Sumatera terdiri atas 6 (enam) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 23
(dua puluh) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Sumatera
secara umum sudah di atas 90%. Terdapat 1 WPS yang nilai keterpaduannya masih
dibawah 90% yaitu di WPS 3 Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam-Tanjung Pinang
dengan nilai 89,335%. Nilai pada WPS 3 tersebut dipengaruhi oleh nilai keterpaduan
Kawasan Tanjung Pinang yang merupakan nilai terendah di Pulau Sumatera
khususnya pada aspek kesinkronan program dengan nilai sebesar 83,661%. Adapun
untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Sumatera berada pada WPS 1 Sabang-
Banda Aceh-Langsa dan WPS 6 Kawasan Pertumbuhan Merak-Bakauheni-Bandar
Lampung-Palembang-Tanjung Api Api dengan nilai sebesar 95,290% dan 94,155%,
secara berurutan.

WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa mendapat nilai tertinggi karena didukung oleh
nilai pada Kawasan Pariwisata Maritim Sabang sebesar 95,312%. Kontribusi terbesar
pada nilai keterpaduan WPS 1 juga didapat dari nilai keterpaduan antar kawasan
yang merupakan nilai tertinggi di Pulau Sumatera dan didukung nilai antar WPS
sebesar 96,550% dan 90,493%, secara berurutan. Sedangkan pada WPS 6 Kawasan
Pertumbuhan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api
kontribusi terbesar nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada pada
Kawasan Ekonomi Terpadu Tanjung Api Api sebesar 99,482%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel
4.3A di atas.
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Tabel 4.3B Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Jawa (1/2)
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

7

Kawasan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-
Bogor-Ciawi-Sukabumi

100,000% 96,055% 62,435% 90,815%

7,1
Kawasan Pertumbuhan Kepulauan 
Seribu

100,000% 98,333% 52,384% 87,999%

7,2 Kawasan Pertumbuhan DKI Jakarta 100,000% 96,643% 60,486% 89,054%

7,3
Kawasan Metropolitan dan 
Ekonomi Terpadu Bogor-Depok-
Tangerang-Sukabumi

100,000% 95,368% 64,384% 89,330%

8

Kawasan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-
Bandung-Cirebon-Semarang

100,000% 96,475% 68,387% 92,183%

8,1 Kawasan Karawang-Bekasi 100,000% 100,000% 69,077% 92,748%

8,2 Kawasan Bandung 100,000% 100,000% 53,582% 89,114%

8,3 Kawasan Cirebon-Pekalongan 100,000% 95,517% 85,128% 94,269%

8,4 Kawasan Kedungsepur 100,000% 95,667% 91,080% 95,740%

8,5 Antar Kawasan 100,000% 98,439% 69,649% 92,101%

9

Kawasan Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Tanjung Lesung-Sukabumi-
Pangandaran-Cilacap

100,000% 96,466% 77,432% 93,986%

9,1 Kawasan Serang-Maja 100,000% 96,251% 75,785% 92,445%

9,2
Kawasan Strategis Pariwisata dan 
Maritim Tanjung Lesung-Ujung 
Kulon-Palabuhan Ratu

100,000% 99,480% 63,897% 91,273%

9,3
Kawasan Strategis Pertanian 
Cianjur

100,000% 95,667% 88,096% 95,040%

9,4 Kawasan Pacangsanak 100,000% 95,265% 77,250% 92,296%

9,5 Antar Kawasan 100,000% 95,667% 82,130% 93,641%

10

Kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu 
Yogyakarta-Solo-Semarang

100,000% 91,577% 73,417% 91,101%

10,1 Kawasan Kedungsepur 100,000% 95,667% 81,361% 93,461%

10,2 Kawasan Surakarta 100,000% 95,667% 84,043% 94,090%

10,3
Kawasan Strategis Pariwisata dan 
Cagar Budaya Borobudur-
Magelang

100,000% 91,215% 78,266% 90,508%

10,4 Antar Kawasan 100,000% 83,727% 50,000% 80,132%

11

Kawasan Pertumbuhan Terpadu 
Semarang-Surabaya

100,000% 93,679% 78,405% 92,992%

11,1 Kawasan Kedungsepur 100,000% 95,667% 79,942% 93,128%

11,2 Kawasan Surakarta 100,000% 95,667% 79,274% 92,971%

11,3 Kawasan Gerbangkertasusila 100,000% 91,320% 73,219% 89,376%

11,4 Antar Kawasan 100,000% 91,893% 81,186% 91,532%
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

12

Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang  
Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang

100,000% 91,230% 76,092% 91,487%

12,1 Kawasan Prambanan Yogyakarta 100,000% 96,232% 75,738% 92,425%

12,2 Kawasan Prigi 100,000% 87,062% 63,999% 85,084%

12,3 Kawasan Malang-Batu 100,000% 87,725% 77,426% 88,565%

12,4 Antar Kawasan 100,000% 93,587% 87,205% 93,791%

13

Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang-
Surabaya-Bangkalan

100,000% 93,188% 77,887% 92,680%

13,1 Kawasan Bangkalan 100,000% 94,040% 83,180% 93,074%

13,2 Kawasan Gerbangkertasusila 100,000% 95,215% 80,873% 93,120%

13,3 Kawasan Malang-Batu 100,000% 90,308% 69,610% 88,024%

14

Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang 
Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

100,000% 90,891% 85,451% 93,212%

14,1 Kawasan Gerbangkertasusila 100,000% 93,324% 78,376% 91,588%

14,2 Kawasan Bangkalan 100,000% 86,423% 94,330% 91,878%

14,3 Kawasan Bromo-Tengger-Semeru 100,000% 90,040% 84,733% 91,437%

14,4 Kawasan Baluran-Banyuwangi 100,000% 91,111% 98,663% 95,239%

14,5 Antar Kawasan 100,000% 93,557% 71,152% 90,011%
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B. Pulau Jawa

Pulau Jawa terdiri atas 8 (dua) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 27 (dua
puluh tujuh) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Jawa secara
umum sudah sangat baik karena berada di atas 90%. WPS dengan nilai keterpaduannya
paling rendah di Pulau Jawa yaitu di WPS 7 Kawasan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-
Bogor-Ciawi-Sukabumi dengan nilai 90,815%. Nilai pada WPS 7 tersebut dipengaruhi
oleh nilai keterpaduan pelaksanaan yang rendah khusunya pada Kawasan pertumbuhan
Kepulauan Seribu merupakan nilai terendah di Pulau Jawa dengan nilai sebesar
52,384%. Adapun untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Jawa berada pada WPS 9
Kawasan Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-
Cilacap dan WPS 14 Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya-Pasuruan-
Banyuwangi dengan nilai sebesar 93,641% dan 93,212%, secara berurutan.

WPS 9 Kawasan Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung-Sukabumi-
Pangandaran-Cilacap mendapat nilai tertinggi karena didukung oleh nilai pada Kawasan
Strategis Pertanian Cianjur sebesar 95,040%. Kontribusi terbesar pada nilai keterpaduan
WPS 9 juga didapat dari nilai keterpaduan antar kawasan yang merupakan nilai tertinggi
kedua di Pulau Jawa sebesar 93,641%. Sedangkan pada WPS WPS 14 Pusat
Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi kontribusi terbesar
nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada pada Baluran-Banyuwangi sebesar
95,239%. Adapun nilai keterpaduan antar WPS di Pulau Jawa merupakan yang terandah
dibandingkan pulau lain sebesar 86,979%,

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3B
di atas.



Tabel 4.3C Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Bali – Nusa Tenggara
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

15

Pusat Pertumbuhan Terpadu 
Gilimanuk-Denpasar-Padang bay

100,000% 86,082% 96,461% 95,016%

15,1
Kawasan Metropolitan dan 
Pariwisata Sarbagita

100,000% 89,072% 98,161% 96,227%

15,2
Kawasan Pengembangan 
Perikanan dan Maritim 
Gilimanuk

100,000% 85,132% 98,667% 95,042%

15,3 Antar Kawasan 100,000% 80,043% 92,557% 93,777%

16

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Tanjung-Mataram-
Mandalika

100,000% 90,164% 90,520% 95,431%

16,1
Kawasan Ekonomi Terpadu 
Mataram-Mandalika-Praya

100,000% 86,790% 89,134% 94,143%

16,2
Kawasan Pengembangan Baru 
Maritim Bandar Kayangan-
Labuan

100,000% 86,059% 85,518% 93,367%

16,3 Antar Kawasan 100,000% 97,644% 96,908% 98,782%

17

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Sumbawa Besar-
Dompu-Bima

100,000% 85,184% 87,429% 93,373%

17,1
Kawasan Strategis Pariwisata 
Tambora

100,000% 83,336% 85,572% 92,503%

17,2
Kawasan Pertumbuhan Raba 
(PKW)

100,000% 84,034% 85,686% 92,744%

17,3
Kawasan Pertumbuhan 
Sumbawa Besar

100,000% 88,183% 91,028% 94,873%

18

Pusat Pertumbuhan Baru Waingapu-
Labuan Bajo-Ende-Maumere

100,000% 87,474% 86,262% 89,262%

18,1
Kawasan Strategis Pariwisata 
Labuan Bajo (PKW)

100,000% 97,905% 89,626% 97,774%

18,2
Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Mbay-
Maumere-Ende-Kelimutu

100,000% 82,484% 92,889% 93,328%

18,3 Antar Kawasan 100,000% 82,033% 85,271% 92,041%

19

Pusat Pertumbuhan Baru Kupang -
Atambua

100,000% 82,328% 81,476% 91,566%

19,1
Kawasan Pertumbuhan Baru
dan Perbatasan Kefamenanu-
Atambua

100,000% 81,547% 87,632% 92,240%

19,2
Kawasan Ekonomi Terpadu 
Kupang-Soe

100,000% 78,660% 81,004% 90,322%

19,3 Antar Kawasan 100,000% 86,776% 89,823% 94,242%
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C. Pulau Bali – Nusa Tenggara

Pulau Bali –Nusa Tenggara terdiri atas 5 (lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
dan 11 (sebelas) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Bali –
Nusa Tenggara secara umum sudah di atas 90%. Terdapat 1 WPS yang nilai
keterpaduannya masih dibawah 90% yaitu di WPS 18 Pertumbuhan Baru Waingapu-
Labuan Bajo-Ende-Maumere dengan nilai 89,262%. Nilai pada WPS 18 tersebut
dipengaruhi oleh nilai keterpaduan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Mbay-
Maumere-Ende-Kelimutu yang rendah khususnya pada aspek kesinkronan program
dengan nilai sebesar 83,661%.

Adapun untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Bali Nusa Tenggara berada pada
WPS 16 Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung-Mataram-Mandalika dan WPS
15 Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk-Denpasar-Padang bay dengan nilai sebesar
95,431% dan 95,016%, secara berurutan. WPS 16 Pusat Pertumbuhan Sedang
Berkembang Tanjung-Mataram-Mandalika mendapat nilai tertinggi karena didukung
oleh nilai Kawasan Ekonomi Terpadu Mataram-Mandalika-Praya sebesar 94,143%.
Kontribusi terbesar pada nilai keterpaduan WPS 16 juga didapat dari nilai keterpaduan
antar kawasan yang merupakan nilai tertinggi di Pulau Bali – Nusa Tenggara dan
didukung nilai antar WPS sebesar 98,782% dan 95,998%, secara berurutan. Sedangkan
pada WPS 15 Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk-Denpasar-Padang bay kontribusi
terbesar nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada pada Kawasan Kawasan
Metropolitan dan Pariwisata Sarbagita sebesar 96,227%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3C
di atas.



Tabel 4.3D Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Kalimantan
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

20

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Ketapang-Pontianak-
Singkawang-Sambas

100,000% 96,699% 90,014% 96,598%

20,1
Kawasan Ekonomi Terpadu 
Singkawang-Sambas-Sanggau

100,000% 94,191% 90,936% 94,968%

20,2
Kawasan Ekonomi Terpadu 
Pontianak-Kayong-Ketapang

100,000% 99,206% 89,093% 97,045%

21

Pusat Pertumbuhan Baru Temajuk-
Sebatik

100,000% 93,804% 80,246% 93,414%

21,1
Kawasan Pusat Pertumbuhan 
dan Perbatasan Entikong-
Nanga Badau

100,000% 85,500% 99,470% 92,621%

21,2

Kawasan Ekonomi Terpadu 
dan Perbatasan Tarakan-
Tanjung Selor-Sebatik-Long 
Nawang

100,000% 99,418% 54,354% 89,004%

21,3 Antar Kawasan 100,000% 96,494% 86,914% 95,177%

22

Pusat Pertumbuhan Palangkaraya-
Banjarmasin-Batulicin

100,000% 93,622% 89,177% 95,120%

22,1
Kawasan Ekonomi Terpadu 
Palangkaraya (PKN)

100,000% 92,378% 91,705% 94,241%

22,2

Kawasan Metropolitan 
Banjarbakula (Banjarmasin, 
Banjar Baru, Barito Kuala, 
Tanah Laut)

100,000% 92,831% 94,423% 95,105%

22,3 Antar Kawasan 100,000% 95,658% 81,404% 93,467%

23

Kawasan Pusat Pertumbuhan 
Terpadu Balikpapan-Samarinda-
Maloy

100,000% 95,667% 82,609% 94,679%

23,1
Kawasan Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi Sasamba

100,000% 95,667% 76,259% 92,264%

23,2
Kawasan Pertumbuhan 
Bontang-Sangata-Maloy

100,000% 95,667% 88,960% 95,243%
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D. Pulau Kalimantan

Pulau Maluku terdiri atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 8
(delapan) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan Di Pualu Kalimantan
tahun 2018 secara umum sangat baik karena pada ke 4 WPS memilki nilai di atas 93%.
WPS dengan nilai terendah yaitu pada WPS 21 Pusat Pertumbuhan Baru Temajuk-
Sebatik dengan nilai 93,414%. Nilai pada WPS 21 tersebut dipengaruhi oleh nilai
keterpaduan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Perbatasan Tarakan-Tanjung Selor-Sebatik-
Long Nawang yang rendah disbanding dengan kawasan lain khususnya pada aspek
keterpaduan pelaksanaan dengan nilai sebesar 54,354%.

Adapun untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Kalimantan berada pada WPS 20
Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas dan
WPS 22 Pusat Pertumbuhan Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin dengan nilai sebesar
96,598% dan 95,120%, secara berurutan. WPS 20 Pusat Pertumbuhan Sedang
Berkembang Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas mendapat nilai tertinggi karena
didukung oleh nilai Kawasan Ekonomi Terpadu Pontianak-Kayong-Ketapang sebesar
97,045%. Sedangkan WPS 22 Pusat Pertumbuhan Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin
kontribusi terbesar nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada pada Kawasan
Metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar Baru, Barito Kuala, Tanah Laut) sebesar
95,105%. Adapun nilai keterpaduan antar WPS di Pulau Kalimantan adalah sebesar
95,998%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3D
di atas.



Tabel 4.3E Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Sulawesi (1/2)
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONA
N PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

24

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Bitung – Manado –
Amurang – Kotamobagu

100,000% 83,133% 80,718% 91,710%

24,1
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu  Manado - Bitung

100,000% 91,012% 79,435% 94,039%

24,2
Kawasan Strategis Pertanian dan 
Pariwisata Tomohon - Tondano

100,000% 82,201% 85,068% 92,065%

24,3
Kawasan Ekonomi Dumoga -
Kotamobagu (Bolaang 
Mongondow)

100,000% 79,906% 71,683% 89,322%

24,4 Antar Kawasan 100,000% 79,415% 79,122% 90,281%

25

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Gorontalo – Kotamobagu

100,000% 84,643% 77,924% 91,774%

25,1
Kawasan Strategis Pertanian dan 
Perikanan Gorontalo

100,000% 84,879% 76,852% 91,689%

25,2 Antar Kawasan 100,000% 85,942% 79,504% 92,427%

26

Pusat Pertumbuhan Baru Palu - Banggai 100,000% 92,815% 80,964% 94,846%

26,1
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Palu - Donggala - Poso -
Parigi Moutong

100,000% 88,173% 79,435% 93,131%

26,2
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Banggai dan Pariwisata Togean -
Tomini

100,000% 93,874% 72,907% 93,976%

26,3 Antar Kawasan 100,000% 96,399% 90,550% 97,430%
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

27

WPS Pertumbuhan Baru Mamuju –
Makale – Palopo – Kendari – Bau bau –
Wangi wangi

100,000% 86,428% 91,957% 94,451%

27,1
Kawasan Pariwisata dan 
Pertanian Mamuju - Mamasa -
Toraja

100,000% 81,765% 86,312% 92,112%

27,2
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Buton - Kolaka - Kendari 
- Konawe - Morowali

100,000% 89,666% 97,596% 96,332%

27,3
Kawasan Strategis Pariwisata 
Wakatobi

100,000% 88,974% 100,000% 96,472%

27,4 Antar Kawasan 100,000% 85,308% 83,920% 92,887%

28

Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar 
– Pare-Pare – Mamuju

100,000% 85,338% 85,012% 93,060%

28,1
Kawasan Pertumbuhan Baru  dan 
Minapolitan Mamuju

100,000% 86,322% 80,964% 92,767%

28,2
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Parepare

100,000% 83,592% 85,989% 92,648%

28,3
Kawasan Megapolitan dan Pusat 
Pertumbuhan Mamminasata

100,000% 86,782% 86,247% 93,707%

28,4 Antar Kawasan 100,000% 84,655% 86,847% 93,117%
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E. Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi terdiri atas 5 (dua) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 12 (dua
belas) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Sulawesi secara
umum sudah sangt baik karena berada di atas 90%. WPS dengan nilai keterpaduan
paling rendah yaitu di WPS 24 Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung –
Manado – Amurang – Kotamobagu dengan nilai 91,710%. Nilai pada WPS 24 tersebut
dipengaruhi oleh nilai keterpaduan Kawasan Ekonomi Dumoga - Kotamobagu (Bolaang
Mongondow) yang rendah khususnya pada aspek keterpaduan pelaksanaan dengan nilai
sebesar 71,683%.

Adapun untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Sulawesi berada pada WPS 26
Pusat Pertumbuhan Baru Palu – Banggai dan WPS 27 Pertumbuhan Baru Mamuju –
Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi dengan nilai sebesar 94,846% dan
94,451%, secara berurutan. WPS 26 Pusat Pertumbuhan Baru Palu – Banggai mendapat
nilai tertinggi karena didukung oleh nilai Kawasan Pertumbuhan Baru Banggai dan
Pariwisata Togean – Tomini sebesar 93,976%. Kontribusi terbesar pada nilai
keterpaduan WPS 26 juga didapat dari nilai keterpaduan antar kawasan yang
merupakan nilai tertinggi di Pulau Sulawesi dan didukung nilai antar WPS sebesar
97,430% dan 96,085%, secara berurutan. Sedangkan pada WPS 27 Pertumbuhan Baru
Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi kontribusi terbesar nilai
keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada Kawasan Strategis Pariwisata Wakatobi
sebesar 96,472%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3E
di atas.



Tabel 4.3F Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Maluku
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

29

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang Ternate – Sofifi –
Daruba

100,000% 85,380% 87,091% 93,385%

29,1
Kawasan Morotai -
Tobelo

100,000% 91,284% 85,101% 94,976%

29,2
Kawasan Sofifi -
Ternate - Tidore

100,000% 82,691% 89,469% 92,882%

29,3 Antar Kawasan 100,000% 82,164% 86,702% 92,298%

30

Pusat Pertumbuhan Sedang 
Berkembang  Ambon - Masohi

100,000% 83,668% 84,088% 92,387%

30,1

Kawasan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu 
Seram

100,000% 90,907% 90,743% 95,702%

30,2
Kawasan 
Pertumbuhan Ambon

100,000% 88,180% 69,069% 91,578%

30,3 Antar Kawasan 100,000% 71,917% 92,452% 89,881%
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F. Pulau Maluku

Pulau Maluku terdiri atas 2 (dua) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 4 (empat)
kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Maluku tahun 2018
secara umum sudah sangat baik karena nilai dari kedua WPS sudah di atas 90%.

Adapun untuk nilai keterpaduan pada WPS 29 Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
Ternate – Sofifi – Daruba mendapat nilai tertinggi karena didukung oleh nilai Kawasan
Morotai – Tobelo sebesar 94,976%. Kontribusi terbesar pada nilai keterpaduan WPS 26
juga didapat dari nilai keterpaduan antar kawasan yang merupakan nilai tertinggi di
Pulau Maluku dan didukung nilai antar WPS sebesar 92,298% dan 91,967%, secara
berurutan. Sedangkan pada WPS 30 Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon –
Masohi kontribusi terbesar nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada Kawasan
Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Seram sebesar 95,702%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3F
di atas.



Tabel 4.3G Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Pulau Papua
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WPS & KAWASAN DI DALAM WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

31

WPS Pertumbuhan Baru Sorong –
Manokwari 

100,000% 80,024% 89,550% 92,040%

31,1
Kawasan Ekonomi Terpadu 
dan Strategis Pariwisata 
Sorong - Raja Ampat

100,000% 80,670% 91,710% 92,571%

31,2
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Manokwari

100,000% 79,862% 80,610% 90,647%

31,3 Antar Kawasan 100,000% 82,271% 96,329% 93,776%

32

Pusat Pertumbuhan Baru Biak –
Manokwari – Bintuni

100,000% 87,832% 97,519% 95,734%

32,1
KawasanStrategis Migas 
Manokwari - Bintuni 

100,000% 95,542% 95,039% 96,229%

32,2
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Biak

- - - -

32,3 Antar Kawasan 100,000% 85,121% 100,000% 95,239%

33

Pusat Pertumbuhan Baru Nabire –
Enarotali – Wamena

100,000% 90,835% 92,159% 95,891%

33,1
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Nabire

100,000% 92,988% 93,704% 96,812%

33,2
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Timika (PKN)

100,000% 90,000% 100,000% 96,800%

33,3
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Wamena (PKW)

100,000% 90,467% 85,600% 94,789%

33,4 Antar Kawasan 100,000% 89,888% 89,330% 95,164%

34

Pusat Pertumbuhan Baru Jayapura -
Merauke

100,000% 92,931% 87,212% 95,820%

34,1
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Jayapura - Skouw

100,000% 93,667% 96,275% 97,415%

34,2
Kawasan Pertumbuhan Baru 
Merauke - Salor Muting -
Tanah Merah

100,000% 91,273% 83,399% 94,717%

34,3 Antar Kawasan 100,000% 93,746% 81,962% 95,293%



G. Pulau Papua

Pulau Papua terdiri atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 9
(sembilan) kawasan. Nilai keterpaduan untuk WPS dan Kawasan di Pulau Papua secara
umum sudah sangt baik karena berada di atas 90% bahkan 3 dari 4 WPS berada di atas
95%. WPS dengan nilai keterpaduan paling rendah yaitu di WPS 31 WPS Pertumbuhan
Baru Sorong – Manokwari dengan nilai 92,040%. Nilai pada WPS 31 tersebut
dipengaruhi oleh nilai keterpaduan Kawasan Pertumbuhan Baru Manokwari yang
rendah khususnya pada aspek Kesinkronan program dengan nilai sebesar 79,862% yang
merupakan nilai terendah di Pulau Papua.

Adapun untuk nilai keterpaduan tertinggi pada Pulau Sulawesi berada pada WPS 33
Pusat Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS 34 Pusat Pertumbuhan
Baru Jayapura – Merauke dengan nilai sebesar 95,891% dan 95,820%, secara berurutan.
WPS 33 Pusat Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena mendapat nilai tertinggi
karena didukung oleh nilai Kawasan Pertumbuhan Baru Nabire sebesar 96,812%.
Sedangkan pada WPS 34 34 Pusat Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke kontribusi
terbesar nilai keterpaduaan karena didukung oleh nilai pada Kawasan Pertumbuhan
Baru Jayapura - Skouw sebesar 97,415%.

Untuk melihat lebih detil terkait nilai keterpaduan di pulau Sumatera, dapat tabel 4.3E
di atas.
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ANTAR WPS

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

AntarWPS di Pulau Sumatera 100,000% 91,372% 83,579% 90,493%

AntarWPS di Pulau Jawa 100,000% 94,568% 63,886% 86,979%

AntarWPS di Pulau 
Kalimantan

100,000% 94,375% 84,983% 92,625%

AntarWPS di Kepulauan 
Nusa Tenggara

100,000% 89,628% 95,449% 95,998%

AntarWPS di Pulau Sulawesi 100,000% 92,169% 90,607% 96,085%

AntarWPS di Kepulauan 
Maluku

100,000% 81,339% 96,259% 91,967%

AntarWPS di Pulau Papua 100,000% 79,754% 93,657% 92,570%

Tabel 4.3H Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 Antar WPS



G. WPS 35 Pulau-Pulau Kecil terluar

Wilayah Pengembangan Strategis 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar dibagi menjadi 2 Wilayah
Barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan) dan Wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Maluku,
Papua, dan Sulawesi). Secara total nilai keterpaduan pada wilayah Barat lebih baik
dibanding wilayah Timur karena pada aspek pemrograman dan pelaksanaan wilayah
timur masih di bawah 85%.
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Tabel 4.3I Pengukuran Keterpaduan TA. 2018 WPS 35

PULAU-PULAU KECIL 
TERLUAR (WPS 35)

NILAI KETERPADUAN 2018

KETERPADUAN 
PERENCANAAN

KESINKRONAN 
PROGRAM

KETERPADUAN 
PELAKSANAAN

KETERPADUAN 
TOTAL

Pulau-pulau Kecil Terluar di 
Wilayah Barat (Sumatera, 
Jawa, Kalimantan)

100,000% 95,758% 84,264% 95,049%

Pulau-pulau Kecil Terluar di 
Wilayah Timur (Bali, NT, 
Maluku, Papua, Sulawesi)

100,000% 81,124% 83,226% 91,444%



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tiga aspek yang diukur dalam pengukuran
keterpaduan meliputi proses perencanaan, proses pemrograman, dan proses
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. tabel berikut merupakan rekap hasil
pengukuran keterpaduan pada setiap lokusnya.

Penjelasan Nilai dari setiap lokus adalah sebagai berikut:

1. Nilai keterpaduan di kawasan baik pada aspek perencanaan, pemrograman
maupun pelaksanaan merupakan rata-rata dari seluruh nilai kawasan-kawasan di
dalam WPS.

2. Nilai keterpaduan di antar kawasan baik pada aspek perencanaan, pemrograman
maupun pelaksanaan merupakan rata-rata dari seluruh nilai antar kawasan yang
ada di dalam WPS.

3. Nilai Keterpaduan di WPS (kawasan+ antar kawasan) pada aspek perencanaan,
pemrograman maupun pelaksanaan merupakan rata-rata dari seluruh nilai WPS 1
sampai WPS 35, dimana nilai keterpaduan pada masing-masing WPS merupakan
agregat dari nilai kawasan dan antar kawasannya.

4. Nilai Keterpaduan di antar WPS pada aspek perencanaan, pemrograman maupun
pelaksanaan merupakan rata-rata dari nilai Antar WPS di seluruh Pulau.

5. Nilai Keterpaduan di Pulau (WPS + antar WPS) pada aspek perencanaan,
pemrograman maupun pelaksanaan merupakan rata-rata dari nilai WPS dan Antar
WPS di seluruh Pulau.
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Tabel 4.3J Tabel Rekap Hasil Pengukuran Keterpaduan

No WPS/Kawasan

Nilai Keterpaduan Tahun 2018

Perencanaan
(0.53)

Pemrograman
(0.32)

Pelaksanaan
(0.15)

1 2 3

A Nilai Keterpaduan di Kawasan 100% 91,918% 81,654%

B Nilai Keterpaduan di antar Kawasan 100% 89,613% 83,604%

C Nilai Keterpaduan di WPS 100% 89,988% 82,844%

D Nilai Keterpaduan di antar WPS 100% 89,029% 86,917%

E Nilai Keterpaduan di Pulau 100% 89,880% 83,909%



Gambar 4.1A di atas menunjukkan penentuan nilai untuk Indikator Sasaran Program
“Tingkat Keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran
pembangunan bidang PUPR”. Nilai yang digunakan adalah nilai Keterpaduan di Pulau
yaitu pada aspek perencanaan dan aspek pemrograman. Nilai Indikator Kinerja Program
diperoleh dari perkalian antara nilai Keterpaduan Perencanaan Pulau (bobot: 53%)
dengan nilai Keterpaduan Pemrograman Pulau (bobot 32%) dibagi dengan total bobot
kedua aspek tersebut.

Penjelasan:

E1: Baris E Kolom 1 pada Gambar 4.1A

E2: Baris E Kolom 2 pada Gambar 4.1A
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Gambar 4.1A Penentuan Nilai untuk Indikator Sasaran Program

IKP = (E1 X 0.53) + (E2 X 0.32)
(0.53+0.32)



Pada gambar di atas menunjukkan penentuan nilai untuk Indikator Sasaran Kegiatan 1
sampai 4. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan:

1. Sasaran Kegaitan 1 “Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang
PUPR”

Indikator 1A “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi)
dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS” menggunakan nilai keterpaduan
perencanaan di Pulau.

Indikator 1B “Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS’ menggunakan
nilai keterpaduan perencanaan, keterpaduan pemrograman, dan keterpaduan
pelaksanaan di antar WPS dengan mengalikan nilai masing-masing dengan
bobotnya dan dijumlahkan.
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Gambar 4.1B Penentuan Nilai untuk Indikator Sasaran Kegiatan

IKK 1A = E1

IKK 1B = (D1 X 0.53) + (D2 X 0.32) + (D3 X 0.15)
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2. Sasaran Kegiatan 2 “Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR”

Indikator 2 “Tingkat sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan infrastruktur
PUPR” menggunakan nilai keterpaduan pemrograman di Pulau.

3. Sasaran Kegiatan 3 “Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis”

Indikator 3 “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) antar
kawasan” menggunakan nilai keterpaduan perencanaan di WPS.

4. Sasaran Kegaitan ”Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan
perkotaan”

Indikator “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam
kawasan” menggunakan nilai keterpaduan perencanaan di kawasan.

Berdasarkan berbagai hal yang telah dijelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa tingkat
keterpaduan pada aspek perencanaan sudah banyak yang mencapai 100 persen. Hal
tersebut mengartikan bahwa Unit Organisasi Kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Bina
Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen PnP) dalam konteks perencanaan sudah banyak
yang mengadopsi program arahan BPIW dalam dokumen Rencana Kerja Anggarannya
(RKAKL). Begitu pula dengan tingkat sinkronisasi pemrograman. Hal tersebut secara
normatif dimungkinkan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2015 Menteri PUPR menekankan khususnya kepada Unor terkait,
bahwa BPIW menjadi garda terdepan dalam perencanaan dan pemrograman
pengembangan infrastruktur PUPR. Faktor tersebut menguatkan posisi BPIW.

2. Proses konsultasi regional semakin tajam dalam menghasilkan kesepakatan
program PUPR. Tahun 2017 untuk pertama kalinya dilaksanakan pra desk antara
BPIW dan Unor PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen
PnP) sebelum pra konsultasi regional dilaksanakan. Hal tersebut tersebut
menunjukkan bahwa program-program yang disusun semakin tajam dan Unor
semakin menerima arahan program BPIW.

3. Kualitas dari dokumen-dokumen perencanaan semakin baik karena dilakukan
pembaharuan-pembaharuan yang juga mengikuti dinamika isu strategis yang
aktual.

IKK 2 = E2

IKK 3 = C1

IKK 4 = A1



4.1.3 Capaian Kinerja Output
Pada subbab ini dapat dilihat informasi terkait capaian-capaian output di seluruh unit
kerja BPIW pada tahun 2018.

A. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

Tabel 4.4 berikut menunjukan capaian output Pusat Perencanaan Infrastruktur Tahun
2018 berdasarkan pada perjanjian kinerja:

Tabel 4.4 Capaian Output Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

Upaya Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR dalam mendukung Sasaran Kegiatan
“Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang PUPR” memiliki 5
(lima) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
Dari kelima output tersebut, seluruh output berkinerja sangat memuaskan karena
sudah memenuhi target 100%. Pencapaian output dilakukan melalui pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan selam satu tahun. Untuk mengetahui perkembangan
kinerja output per bulan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.5 atau
selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan
BPIW tahun 2018. Kemudian, lebih terperinci mengenai setiap pencapaian output
dapat dilihat pada tabel 4.6.
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No. Output
Target
2018

Realisasi
2018

Fisik (%)

Rn Rl Knj

1
Kebijakan dan strategi keterpaduan
pembangunan infrastruktur wilayah
bidang PUPR antar sektor/ wilayah

6 
Dokumen

6 
Dokumen

100 100 100

2

Rencana Induk dan rencana
pengembangan infrastruktur bidang
PUPR terpadu antarsektor, antarwilayah
pengembangan strategis, antartingkat
pemerintahan, dan antarpulau

12 
Dokumen

12 
Dokumen

100 100 100

3
Fasilitasi kerjasama regional dan global 
yang dilaksanakan

1 
Laporan

1 
Laporan

100 100 100

4
Rekomendasi hasil analisis kesesuaian
dengan kebutuhan pengembangan
infrastruktur PUPR

2 
Dokumen

2 
Dokumen

100 100 100

5
Skema pembiayaan pengembangan
yang disusun dan difasilitasi

1 
Dokumen

1 
Dokumen

100 100 100
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Tabel 4.6 Rincian Capaian Output Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

No. Output Target Capaian Rincian

1

Kebijakan dan Strategi
Keterpaduan Pembangunan 
Infrastruktur Wilayah Bidang
PUPR Antarsektor / Wilayah

6 6
Dokumen Rumusan Masukan Renstra 
teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024

Dokumen Materi Teknis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Bidang PUPR

Dokumen Materi Teknis Pedoman
Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur
PUPR Mendukung Pengembangan
Pertanian, Industri, dan Pariwisata
Nasional

Dokumen Kebijakan Teknis dan Strategi 
Nasional Keterpaduan antara 
Pengembangan Wilayah dengan 
Infrastruktur PUPR

Penguatan Keterpaduan PUPR Untuk
Pelestarian Cagar Budaya dan Alam
Indonesia

Dokumen Review Renstra Kementerian
PUPR 2015-2019 dan Renstra BPIW

2

Rencana Induk dan Rencana
Pengembangan Infrastruktur
Bidang PUPR terpadu
Antarsektor, Antarwilayah
Pengembangan Strategis, 
Antartingkat Pemerintahan, 
dan Antarpulau

12 12

Dokumen Rencana Pengembangan
Infrastruktur Terpadu pada Wilayah 
Selingkar Wilis, Koridor Padang-
Pekanbaru, dan Koridor Semarang-
Surabaya

Dokumen Rencana Pengembangan
Infrastruktur PUPR Mendukung
Ketahanan Pangan, Air, dan Energi di 
Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali

Dokumen Rencana Pengembangan 
Infrastruktur PUPR untuk Penguatan 
Perbatasan di Pulau Kalimantan, 
Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau 
Papua

Dokumen Rencana Pengembangan 
Infrastruktur PUPR untuk mengurangi 
Disparitas Pulau-Pulau Kecil Terluar di 
Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi 
dan Pulau Papua

Dokumen Rencana Pengembangan
Infrastruktur PUPR untuk Mendukung
Ketahanan Air di NTT dan Kepulauan
Maluku
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Tabel 4.6 Rincian Capaian Output Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

No. Output
Target

Renstra
Capaian Rincian

Dokumen Keterpaduan Antar Sektor
Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Bidang PUPR di Pulau Kalimantan, 
Pulau Sulwaesi, Kep. Nusa Tenggara, 
Kep. Maluku, dan Pulau Papua

Dokumen  Keterpaduan Antar Sektor 
Jangka Panjang dan Jangka Menengah 
Bidang PUPR di Pulau Sumatera dan 
Pulau Jawa-Bali

Dokumen Penguatan Konektivitas 
Nasional Bidang PUPR dengan 
Keterpaduan Pembangunan di luar 
WPS dan Pulau-pulau Kecil Terluar 
Kepulauan Maluku

Dokumen Rencana Implementasi 
Pencapaian Keterpaduan 
Perencanaan Infrastruktur PUPR di 
Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali

Dokumen Rencana Keterpaduan 
Infrastruktur PUPR untuk Penanganan 
Isu Strategis Nasional

Penguatan Dukungan terhadap MAPI 
Dan Pengurangan Risiko Bencana
PUPR

Dokumen Rencana Pengelolaan dan
Pengembangan Infrastruktur PUPR di 
WPS 29 dan 30

3
Fasilitasi kerjasama regional 
dan global yang dilaksanakan 

1 1
Dukungan Kerjasama Regional dan
Global Pengembangan Infrastruktur
PUPR

4

Rekomendasi hasil analisis 
dampak dan manfaat 
keterpaduan pengembangan 
infrastruktur PUPR

2 2
Dokumen Analisa Hasil dan Manfaat
Pengembangan Infrastruktur Terpadu
Bidang PUPR

Pengembangan Sistem Perencanaan
Keterpaduan Infrastruktur PUPR

5
Skema Pembiayaan 
Pengembangan yang Disusun 
dan Difasilitasi

1 1
Dokumen Rumusan Rencana Aksi
(Roadmap) Skema Pembiayaan
Infrastruktur PUPR 2020-2024
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Berdasarkan capaian output Pusat Perencanan Infrastruktur PUPR tahun 2018 tersebut,
terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW. Output-output
strategis ini juga menjadi salah satu penunjang keberhasilan kinerja BPIW.

A. Rencana Strategis Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dan pengembangan kewilayahan
tahun 2020-2024 dikelompokan menjadi 5 (lima) arahan kebijakan yaitu Arah Kebijakan
Pembangunan Manusia: Pelayanan Dasar; Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi:
Pembangunan Ekonomi, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Pariwisata; Arah
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur; dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.

Dengan melihat pada arah-arah kebijakan tersebut maka disusunlah rancangan awal Visi
dan Misi Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024 sebagaimana tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Rancangan Visi dan Misi Pembangunan Inrastruktur 2020-2024 

Visi Misi

Terwujudnya 

Infrastruktur Pupr Yang 

Berdaya Saing Dalam 

Mendukung Indonesia 

Yang Mandiri, Maju, 

Adil, Makmur, Dan 

Berkelanjutan

a. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air

termasuk sumber daya maritim untuk mendukung

ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik dalam rangka kemandirian ekonomi yang

kompetitif.

b. Memantapkan pembangunan infrastruktur jalan untuk

mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas,

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus

pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

c. Memantapkan pembangunan infrastruktur permukiman

dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan

infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia untuk semua lapisan

masyarakat.

d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR secara

terpadu dari pinggiran yang berkelanjutan untuk

keseimbangan pembangunan antar wilayah, terutama di

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan

perdesaan, dalam kerangka NKRI.

e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang

PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen

meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang

efsien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat
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Berdasarkan rancangan awal visi dan misi pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024,
BPIW melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR berkoordinasi dengan suluruh Unit
Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR menyusun rancangan peta strategi
Kementerian PUPR seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.1C Rancangan Peta Strategi Kementerian PUPR 2020-2024

B. Analisa Hasil dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur Terpadu Bidang PUPR

Pembangunan infrastruktur merupakan lokomotif dalam pengembangan wilayah,
infrastruktur merupakan mesin pertumbuhan yang mampu menggerakan
perekonomian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di
negara-negara Asia terlihat jelas bahwa infrastruktur yang handal memberikan satu
dampak signifikan terhadap perekonomian wilayah.

Dalam rangka menjawab kebutuhan pengembangan wilayah, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan
infrastruktur PUPR. Upaya mendorong pembangunan infrastruktur PUPR terlihat jelas
dari kebijakan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur PUPR. Pemerintah
menaikan anggaran belanja Kementerian PUPR sekitar sepuluh kali lipat (2016) jika
dibandingkan dengan anggaran pembangunan pada tahun 2004.

Kebijakan untuk menaikan anggaran pembangunan infrastruktur terlihat menunjukkan
hasil yang signifikan. Pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun terakhir
ikut membantu dalam menopang perekonomian wilayah, khususnya pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, selain itu pembangunan infrastruktur yang masif hingga ke
seluruh pelosok negeri juga berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk yang
ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan menurunnya angka
kemiskinan.
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Pembangunan infrastruktur PUPR pada masa mendatang diharapkan akan semakin
memperkuat perekonomian wilayah, memperkuat pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 6.1% pada
2024 dan meningkatkan IPM menjadi 74.5 pada 2024 dan dapat menekan angka
kemiskinan hingga 5,7% pada 2024.

Pada level pulau, peranan infrastruktur PUPR masih dominan di Pulau Jawa, meskipun
masih terlalu dominan, tetapi ada satu indikasi pergerakan manfaat terhadap
perekonomian di luar Jawa. Pulau Sulawesi dan Pulau Papua memiliki peluang
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding Pulau Sumatera dan
Kalimantan apabila dukungan infrastruktur PUPR tetap menjadi skala prioritas dalam
pembangunan lima tahun mendatang. Perekonomian di wilayah Papua tumbuh lebih
kurang 6,3% pada 2024, nilai ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di Pulau
Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pengembangan infrastruktur PUPR secara terpadu melalui pendekatan pembangunan
berbasis WPS diindikasikan memberikan kontribusi signifikan dan lebih tinggi dibanding
pada wilayah lain yang bukan merupakan WPS. Pengembangan infrastruktur PUPR
Terpadu melalui WPS memberikan kontribusi 2% lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi normal pada wilayah provinsi. Nilai pertumbuhan ini bervariasi dimana pada
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu kontribusi terhadap perekonomian lebih tinggi
dibanding pada WPS Pusat Pertumbuhan Baru. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi
awal dari WPS Pusat Pertumbuhan terpadu yang notabene merupakan titiktitik aktivitas
ekonomi pada masing-masing provinsi. Sedangkan WPS Pusat Pertumbuhan Baru adalah
daerah yang baru didorong pertumbuhannnya melalui dukungan infrastruktur terpadu
yang diharapkan mampu menggerakan sektor ekonomi produktif dan yang memiliki
daya saing pada masing-masing wilayah.

C. Roadmap Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024

Untuk memenuhi kebutuhan selisih pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR pada
periode 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang harus disiapkan
mulai dari tahun 2019. Langkah-langkah tersebut tergambar dalam sebuah peta jalan
(roadmap) yang terbagi atas beberapa output tahapan (milestone).

Gambar 4.2 Roadmap Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024
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Output tahapan di roadmap skema pembiayaan terbagi 4 sasaran yaitu:

a. Penyusunan pipeline infrastruktur PUPR dan Pra Studi Kelayakan

Kegiatan penyusunan pipeline infrastruktur yaitu menyusun rencana pembangunan
infrastruktur yang diprioritaskan menggunakan pendanaan non-APBN. Penyusunan
pipeline ini diawali dengan identifikasi awal proyek infrastruktur PUPR yang akan
ditawarkan pada swasta atau non-APBN dengen memperhatikan kesesuaian dengan
RPJMN, renstra sektor, RTRW, keterkaitan antar sektor, dan analisa value for money.
Selain itu dilakukan pula penajaman dan prioritas penggunaan anggaran APBN murni.
Pada tahap akhir penyusunan pipeline ini ialah menyiapkan pra studi kelayakan proyek
non-APBN. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2019

b. Peningkatan partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur

Peningkatan partisipasi swasta ini dilakukan kegiatan penyiapan kerangka regulasi dan
kelembagaan dari skema pembiayaan non-APBN, baik melalui KPBU, BUMN, atau
swasta. Sedangkan untuk menarik minat swasta dan masyarakat dalam pembiayaan
infrastruktur PUPR maka dilakukan sosialisasi dan promosi pendanaan infrastrukur.

Proyek yang masuk dalam pipeline pembiayaan non-APBN sudah dimulai kegiatan
penyiapan transaksi proyek termasuk penyiapan dukungan dan penjaminan pemerintah
dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan non-APBN seperti obligasi, reksadana,
sukuk, dll. Pada tahun 2020, konstruksi infrastruktur dengan menggunakan non-APBN
(obligasi, reksadana, saham) sudah dapat dilakukan. Sedangkan untuk pembiayaan
melalui KPBU, diharapkan adanya percepatan penyusunan studi kelayakan dan transaksi
pada tahun 2021 sehingga dapat dilakukan proses konstruksi awal dilakukan dengan
penyiapan lokasi proyek.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur non-APBN

Peningkatan kualitas dan kuantitas pembiayaan non-APBN ini diharapkan sudah dimulai
pada tahun 2021, seiring dengan penggunakan instrumen pembiayaan nonAPBN yang
telah berjalan tahun 2020. Konstruksi proyek non-APBN yang melalui KPBU, BUMN, atau
swasta dengan dana non-APBN sudah dimulai. Dari sisi kualitas diharapkan proyek
proyek strategis dan membutuhkan dana besar dapat dibiayai oleh non-APBN,
sedangkan dari sisi kuantitas, jumlah proyek-proyek infrastruktur dibiayai oleh dana
non-APBN meningkat.

d. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur PUPR penggunaan instrumen Pembiayaan dan
Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR Non-APBN

Selain menggunakan skema KPBU, BUMN Penugasan dan swasta, penggunaan
instrumen pembiayaan non-APBN diharapkan dapat meningkat seperti memanfaatkan
pasar saham, dana asuransi, dana pensiun, reksadana, dan dana investasi asing melalui
filantropis.

D. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR

Output ini merupakan salah satu output utama Pusat Perencanaan Infrastrutktur dalam
merancang Peraturan Menteri yang berisi tentang Rencana Induk Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu untuk pulau dan
kepulauan, yang melingkupi tentang :
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a. Tinjauan Kebijakan pembangunan baik yang bersifat spasial dan sektoral

b. Profil dan kinerja infrastruktur PUPR per sub sector infrastruktur yang disajikan
dalam matriks dan secara spasial

c. Trend perkembangan dan isu permasalah pengembangan PUPR pada kawasan-
kawasan lumbung pangan, pariwisata, perindustrian, perkotaan, perbatasan, rawan
bencana, dan kawasan tertinggal.

d. Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur PUPR menjabarkan hasil
perhitungan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR per sub
sektor infrastruktur PUPR

e. Strategi Pengembangan Infrastruktur PUPR yang berisi indikasi kawasan prioritas dan
langkah-langkah dalam penanganan infrastruktur untuk setiap kawasan
pengembangan tematik

f. Arahan program pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah dan jangka
panjang

Pulau Sumatera

a. Pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan
dan penguatan konektivitas.

b. Pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan
yang sejahtera

c. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui pemenuhan
sarana prasarana dasar.

d. Pengembangan kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan
adaptasi bencana

Pulau Jawa

a. Pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan
dan penguatan konektivitas.

b. Pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan
yang sejahtera;

c. Pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan
dan penguatan konektivitas.

d. Pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan
yang sejahtera.

Pulau Kalimantan

a. Peningkatan konektivitas, mobilitas, waktu tempuh serta integrasi antarmoda, baik
antarpusat kegiatan, antarpulau

b. Peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan
pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi

c. Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan di perumahan dan
kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia
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d. Pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya
untuk peningkatan ketahanan dan kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
(MAPI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

e. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu
gerbang internasional serta pertahanan keamanan negara

f. Pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah

g. Peningkatan fungsi kawasan perdesaan, perkotaan dan pulau kecil terluar termasuk
pulau berpenduduk dan pulau tidak berpenduduk

Pulau Sulawesi

a. Peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta integrasi antarmoda, baik antarpusat
kegiatan, antarpulau, antarsarana perhubungan, dan antarpusat pertumbuhan
ekonomi dalam rangka pengembangan wilayah khususnya memperkuat keterkaitan
antara wilayah pinggiran dengan pusat kegiatan.

b. Peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu dengan pengembangan wilayah
khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan
energi.

c. Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan pengembangan wilayah
khususnya di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka mewujudkan
kualitas hidup manusia.

d. Peningkatan fungsi Kawasan Strategis Perbatasan sebagai beranda depan Negara,
pintu gerbang internasional, dan pertahanan keamanan di Provinsi Sulawesi Utara
(PKSN Tahuna).

e. Pengembangan kawasan strategis, termasuk di dalamnya Kota Pusaka, kawasan
potensi pariwisata, dan kawasan pariwisata serta kawasan strategis ekonomi.

Kepulauan Nusa Tenggara

a. Peningkatan mobilitas dan penurunan waktu tempuh serta integrasi antarmoda, 
baik antarpusat kegiatan.

b. Peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan
pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.

c. Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan di perumahan dan
kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia.

d. Pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya
untuk peningkatan ketahanan dan kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
(MAPI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

e. Pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya
untuk pengembangan kawasan strategis, termasuk di dalamnya situs warisan
Indonesia, kawasan pariwisata, serta kawasan strategis ekonomi, mempertahankan
fungsi lindung kawasan konservasi serta untuk pembangunan kawasan
pertumbuhan baru Kota Bandar Kayangan.

Kepulauan Maluku

a. Penguatan Konektivitas Wilayah sebagai pendukung distribusi barang khususnya
bidang perikanan

b. Penguatan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air

c. Penyediaan infrastruktur dasar

d. Peningkatan relisiensi terhadap bencana
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Pulau Papua

a. Pengembangan wilayah Pulau Papua yang berbasis pada sektor dan komoditas
unggulan lokal yang bertumpu pada sektor pertanian serta mendorong
pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor ekonomi

b. Peningkatan aksesibilitas kawasan wisata dengan lebih baik, waktu tempuh menuju
lokasi wisata dari inlet utama diharapkan dapat dipangkas

c. Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan pengembangan wilayah
khususnya di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka mewujudkan
kualitas hidup manusia.

d. Penyediaan infrastruktur dasar yang lebih baik dan pengembangan citra visual
kawasan melalui instrumen penataan bangunan dan lingkungan yang berbasis pada
karakter lokal

e. Penyediaan rumah khusus untuk mendukung akomodasi wisata juga sangat penting
perannya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Papua

B. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Tabel 4.8 berikut menunjukan capaian output Pusat Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun 2018 berdasarkan pada perjanjian kinerja:

Tabel 4.8 Capaian Output Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Upaya Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam
mendukung Sasaran Kegiatan “Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur PUPR” memiliki 2 (dua) output utama dengan target
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Kedua output berkinerja sangat
memuaskan meskipun untuk output kedua tidak tercapai 100%. Hal tersebut
disebabkan Pada tahun 2018 terdapat kegitan Dukungan Penilaian Kinerja Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Penghargaan PUPR Tahun 2018 yang dipersiapakan untuk
Dukungan Penilaian PKPD yang dilaksanakan 2 tahun sekali, tetapi tahun ini ternyata
tidak digunakan karena indikator penilaiannya berubah dari 2 tahun lalu, dimana BPIW
sebagai lead sector. Pencapaian output dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang
telah direncanakan selam satu tahun. Untuk mengetahui perkembangan kinerja output
per bulan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.9. Kemudian, lebih terperinci
mengenai setiap pencapaian output dapat dilihat pada tabel 4.10.

No. Output
Target

PK
Realisasi Fisik (%)

Rn Rl Knj

1
Program Jangka Pendek dan
Tahunan Keterpaduan Yang Telah
Disinkronisasi Untuk 35 WPS

8 
Dokumen
Rencana

8 
Dokumen
Rencana

100 100 100

2

Layanan Data dan Informasi
Kinerja Kebijakan dan Program 
Keterpaduan Antara 
Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur Bidang PUPR

5
Dokumen
Evaluasi

4
Dokumen
Evaluasi

100 96,44 96,44
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Tabel 4.10 Rincian Capaian Output Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR

No. Output Target
Capaia

n
Rincian

1

Program Jangka Pendek 
dan Tahunan Keterpaduan 
yang Telah Disinkronisasi 
untuk 35 WPS

8 8
Materi Teknis Sinkronisasi Pemrograman, 
Pemantauan, Evaluasi Serta Pengukuran
Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Dokumen Program Prioritas Nasional 
Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran
2019 Melalui Konsultasi Regional

Dokumen Program Prioritas Pembangunan 
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023 di 
WPS

Laporan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan
Arahan Keterpaduan Pengembangan Kawasan
dengan Infrastruktur PUPR TA 2020 melalui APBN, 
KPBU dan DAK Serta internalisasi

Laporan Program Agenda Prioritas Nasional Tahun
2019 Multisektor dan Multipihak (Dukungan
Musrenbang, Multilateral, dan Bilateral) dan
Dukungan Prioritas Skema KPBU

Laporan Pengembangan Data dan Informasi
Mendukung Perumusan Program Pembangunan 
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023 di 
WPS untuk Wilayah Barat

Laporan Pengembangan Data dan Informasi
Mendukung Perumusan Program Pembangunan 
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023 di 
WPS untuk Wilayah Timur

Dokumen Analisis Kelayakan dan Kriteria
Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR 
Jangka Pendek 2021-2023 di WPS

2

Layanan Data dan 
Informasi Kinerja 
Kebijakan dan Program 
Keterpaduan Antara 
pengembangan Wilayah 
dan Infrastruktur Bidang 
PUPR

5 4

Dokumen Evaluasi Keterpaduan Perencanaan, 
Pemrograman, dan Pengaggaran Infrastruktur
PUPR pada Wilayah Pengembangan Strategis di 
Wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan

Dokumen Evaluasi Keterpaduan Perencanaan, 
Pemrograman, dan Pengaggaran Infrastruktur
PUPR pada Wilayah Pengembangan Strategis
Pulau Sulawesi, Bali, Papua, Kepulauan Nustra, 
dan Maluku

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program 
Kementerian PUPR Terhadap Pengembangan
Wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program 
Kementerian PUPR Terhadap Pengembangan
Wilayah Pulau Sulawesi, Bali, Papua, Kepulauan
Nustra, dan Maluku
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Berdasarkan capaian output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2018
tersebut, terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW.
Output-output strategis ini juga menjadi salah satu penunjang keberhasilan kinerja
BPIW.

A. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan melalui Pra Konreg

Perumusan Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun
Anggaran 2019 Melalui Konsultasi Regional yang merupakan Kegiatan Swakelola
Penyelenggaraan kegiatan PraKonsultasi Regional dalam rangka sinkronisasi program
dan pembiayan infrastruktur PUPR di 4 lokasi. Terdapat total 4354 program yang
dibahas di prakonreg baik program arahan BPIW dan program usulan Unor, yang masuk
menjadi DIPA adalah sebesar 39%nya.

Gambar 4.3 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pra konreg dan Konreg
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B. Penyusunan Program Jangka Pendek

Dalam Proses penyusunan Program Jangka pendek terdapat 3 kegiatan yaitu (1)
Pengembangan Data dan Informasi Mendukung Perumusan Program Pembangunan
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2020-2022 di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, (2)
Pengembangan Data dan Informasi Mendukung Perumusan Program Pembangunan
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2020-2022 di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan (3)
kegiatan Penyusunan Analisis Kelayakan dan Kriteria Pemrograman Pembangunan
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 2021-2023 di WPS yang dilakukan dalam rangka
kegiatan penyusunan program jangka pendek melalui Rapat Koordinasi.

Total Program yang dibahas pada Rakor Program Jangka Pendek untuk 34 Provinsi
adalah 4777 (progam), yang terbagi menjadi 4 Unor yaitu SDA (1133 program), Bina
Marga (1124 program), Cipta Karya (1765 program), PNP (755 program). Selanjutnya
jumlah yang dikonfirmasi untuk menjadi Program Jangka Pendek sebesar 2360 program,
yang terdiri dari SDA (641), Bina Marga (469), PNP (468). Berdasarkan data tersebut
Usulan program dapat tercapai lebih dari 50% diterima di setiap Unor.

.
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C. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Tabel 4.11 berikut menunjukan capaian output Pusat Pengembangan Kawasan
Strategis Tahun 2018 berdasarkan pada perjanjian kinerja:

Tabel 4.11 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Upaya Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dalam mendukun Sasaran Kegiatan
“Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis” memiliki 4 (empat)
output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari
keempat output tersebut, 3 (tiga) output berkinerja sangat memuaskan karena dapat
memenuhi target 100%, sedangkan 1 output tidak dapat memenuhi target karena
terkait kegiatan Intergated Tourism Masterplan yang masih terus berlangsung sampai
tahun 2019, dimana output tahun 2018 ini yaitu Laporan Pendahuluan yang
didalamnya termasuk Stakeholder Engagement Plan dan Draft Urgent Investment
2019. Pencapaian output dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan selam satu tahun. Untuk mengetahui perkembangan kinerja output per
bulan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.12 atau selengkapnya dapat dilihat
pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan BPIW tahun 2018. Kemudian,
lebih terperinci mengenai setiap pencapaian output dapat dilihat pada tabel 4.13.
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No. Output
Target

PK
Realisasi Fisik (100%)

Rn Rl Knj

1

Kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan strategis
dan antarkawasan strategis
dengan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR

2 
Pedoman

Teknis

2 
Pedoman

Teknis
100 100 100

2

Koordinasi program, evaluasi
keterpaduan, serta pengolahan
data dan informasi di kawasan
strategis dan antarkawasan
strategis

6 
Dokumen

6 
Dokumen

100 100 100

3

Rencana keterpaduan
pengembangan
kawasan strategis dan
antarkawasan strategis dengan
pembangunan infrastruktur
bidang PUPR

7 
Rencana

7 
Rencana

100 60,52 60,52

4
Area inkubasi pada kawasan
strategis dan antar kawasan
strategis yang dibangun

2 Area  
Inkubasi 

Strategis ; 2 
Dokumen 

Manajemen 
Konstruksi 

Area Kawasan 
Inkubasi 
(MYC) 

2 Area  
Inkubasi 

Strategis ; 2 
Dokumen 

Manajemen 
Konstruksi Area 

Kawasan 
Inkubasi (MYC) 

100 100 100
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Tabel 4.13 Rincian Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan
Strategis

143

No. Output Target Capaian Rincian

1

Kebijakan teknis
keterpaduan pengembangan
kawasan strategis dan
antarkawasan strategis
dengan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR

2 2
PEDOMAN Tata Cara Penyusunan Master 
Plan dan Development Plan Wilayah 
Pengembangan Strategis

PEDOMAN Penyusunan Integrated 
Masterplan for Priority Tourism 
Destination Program Infrastruktur
Kawasan Pariwisata

2

Rencana keterpaduan 
pengembangan kawasan 
strategis dan antarkawasan 
strategis dengan 
pembangunan infrastruktur 
bidang PUPR

7 7

rencana Masterplan dan Development 
Plan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan (PUPR) Terpadu Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung

rencana Masterplan dan Development 
Plan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan (PUPR) Terpadu Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong

rencana MPDP Antar Kawasan Strategis
di WPS 29 Ternate-Sofifi-Daruba
(Ternate-Halmahera) dan WPS 35 Pulau-
Pulau Kecil Terluar (di Sulawesi Utara)

Laporan Pendahuluan Tourism 
Development Program Management 
Support

Laporan Pendahuluan Integrated Tourism 
Master Plan for Borobudur & Draft 
Urgent Investment

Laporan Pendahuluan Integrated Tourism 
Master Plan for Lombok & Draft Urgent
Investment

Laporan Pendahuluan Integrated Tourism 
Master Plan for Lake Toba & Draft Urgent
Investment

3

Koordinasi program, evaluasi 
keterpaduan, serta 
pengolahan data dan 
informasi di kawasan 
strategis dan antarkawasan 
strategis

6 6

Dokumen Rencana Aksi Implementasi
Keterpaduan Program dalam Kawasan
Strategis Wilayah I (diluar WPS 
Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar)

Dokumen Rencana Aksi Implementasi
Keterpaduan Program dalam Kawasan
Strategis Wilayah II (diluar WPS 
Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar)

Dokumen Rencana Aksi Implementasi
Keterpaduan Program WPS Wilayah I
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Berdasarkan capaian output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2018
tersebut, terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW. Output-
output strategis ini juga menjadi salah satu penunjang keberhasilan kinerja BPIW.

A. Pendampingan Penyusunan Integrated Masterplan for Priority Tourism Destination 
Program Infrastruktur Kawasan Pariwisata

Pendampingan Penyusunan Integrated Masterplan for Priority Tourism Destination
Program Infrastruktur Kawasan Pariwisata ini dimaksudkan untuk mendampingi kegiatan
Pemrosesan Pinjaman Bank Dunia dalam rangka percepatan pembangunan Destinasi
Pariwisata Prioritas Kawasan Danau Toba, Destinasi Pariwisata Prioritas Kawasan
Borobudur, Destinasi Pariwisata Prioritas Kawasan Lombok yang melibatkan
Kementerian/Lembaga terkait yaitu: 1) Kementerian Pariwisata; 2) Kementerian PUPR;
3) Kementerian Keuangan; 4) Kementerian Perhubungan; 5) Kementerian Perdagangan;
6) Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7) Kementerian Dalam Negeri; 8)
Kementerian PPN/Bappenas; 9) Kementerian KUKM; 10) Kementerian ATR/BPN; dan 11)
BKPM, dengan BPIW berfungsi sebagai Sekretariat Dewan Pengarah Nasional.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung penyusunan dokumen kelengkapan pinjaman
antara lain: 1) Detailed Demand Assessment; 2) Daftar Kegiatan yang dibiayai Bank Dunia
selama 5 tahun; 3) negosiasi pinjaman; dan 4) Broad Approval sebelum efektifnya
pinjaman oleh Bank Dunia.

No. Output Target Capaian Rincian

Dokumen Rencana Aksi Implementasi
Keterpaduan Program WPS Wilayah II

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Proses Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional

Dokumen Strategi Percepatan
Pengadaan Tanah dan Pencadangan
Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur
PUPR

4
Area inkubasi pada kawasan
strategis dan antar kawasan
strategis yang dibangun

4 4
UNIT Anjungan Cerdas Wilayah 
Pengembangan Strategis Jogja-Prigi-
Blitar-Malang

Dokumen Manajemen Konstruksi
Perancangan dan Pembangunan 
Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah 
Pengembangan Strategis Jogja-Prigi-
Blitar-Malang

UNIT  Anjungan Cerdas Wilayah 
Pengembangan Strategis Gilimanuk-
Denpasar-Padang Bai

Dokumen Manajemen Konstruksi
Perancangan dan Pembangunan 
Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah 
Pengembangan Strategis Gilimanuk-
Denpasar-Padang Bai



145

menghasilkan dokumen pendampingan program infrastruktur kawasan pariwisata
sebagai kelengkapan yang dibutuhkan bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka
mendukung pemrosesan pinjaman Bank Dunia dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen Pedoman Umum (Pedum);

2. Dokumen Manual Pengelolaan Program (MPP);

3. Draf Annual Work Plan (AWP) yang sedang memasuki tahap reviu oleh Bank Dunia
dan Tim CPIU; dan

4. SK Struktur CPMU – CPIU.

Gambar 4.4 Struktur CPMU – CPIU Pelaksanaan Integrated Tourism Master Plan (ITMP)

Gambar 4.5 Annual Work Plan 2019



146

B. Masterplan dan Development Plan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
(PUPR) Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Terpadu Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung dimaksudkan untuk menyusun dasar/acuan bagi perencanaan
dan pemrograman pengembangan infrastruktur strategis di wilayah pengaruh Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung. Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara, meliputi :

1. Kajian terhadap wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Bitung di Sulawesi
Utara;

2. Analisis kondisi eksisting infrastruktur strategis pada wilayah pengaruh Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung;

3. Pemetaan lokasi dan delineasi wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
yang akan dikembangkan;

4. Perumusan kebutuhan, strategi, konsep dan rencana pengembangan infrastruktur
strategis di wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Bitung secara terpadu; dan

5. Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Terpadu Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung.

Gambar 4.6 Ultimate Kawasan dan Analisis Kebutuhan Infrastruktur KEK Bitung
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C. Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan (PUPR) Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Terpadu Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong dimaksudkan untuk menyusun dasar/acuan bagi perencanaan
dan pemrograman pengembangan infrastruktur strategis di wilayah pengaruh Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong.

1. Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Kawasan Ekonomi Khusus
Sorong, Papua Barat, meliputi:

2. Kajian terhadap wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Sorong di Papua Barat;

3. Analisis kondisi eksisting infrastruktur strategis pada wilayah pengaruh Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong;

4. Pemetaan lokasi dan delineasi wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
yang akan dikembangkan;

5. Perumusan kebutuhan, strategi, konsep dan rencana pengembangan infrastruktur
strategis di wilayah pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Sorong secara terpadu; dan

6. Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur PUPR Terpadu
Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

Gambar 4.7 Ultimate Kawasan dan Analisis Kebutuhan Infrastruktur KEK Sorong
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D. Penyusunan MPDP Antar Kawasan Strategis di WPS 29 Ternate-Sofifi-Daruba
(Ternate-Halmahera) dan WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar (di Sulawesi Utara)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah,
terutama infrastruktur PUPR dengan pengembangan Antar Kawasan Strategis di WPS 29
Ternate-Sofifi-Daruba (Ternate-Halmahera) dan WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar (di
Sulawesi Utara). menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur terpadu
antar sektor dan antar wilayah sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang
mendukung pembangunan infrastruktur terpadu WPS di Antar Kawasan Strategis di
WPS 29 Ternate-Sofifi-Daruba (Ternate-Halmahera) dan WPS 35 Pulau-Pulau Kecil
Terluar (di Sulawesi Utara).

Gambar 4.8 Skema output Kegiatan

Dokumen MPDP Antar Kawasan Strategis di WPS 29 Ternate-Sofifi-Daruba (Ternate-
Halmahera) dan WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar (di Sulawesi Utara) sebagaimana
disebutkan dalam lingkup kegiatan yang meliputi:

1. Profil Wilayah yang memuat deskripsi, ilustrasi, data-data, dan dokumentasi tentang
kondisi eksisting wilayah perencanaan

2. Ultimate wilayah memuat deskripsi, data-data, dan visualisasi/ilustrasi kondisi WPS
yang diinginkan 10 tahun ke depan.

3. Strategi Pengembangan Wilayah (SPW)

4. Strategi Pengembangan infrastruktur (SPI),

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Infrastruktur PUPR yang mencakup
rencana program infrastruktur PUPR per tahun selama lima tahun berdasarkan
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.

6. Rencana aksi pengelolaandan pengendalian keterpaduan program
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E. Tourism Development Program Management Support

Kegiatan ini dimaksudkan untuk untuk mendukung BPIW Kementerian PUPR dalam
mengelola Program Pengembangan Pariwisata, memperkuat program manajemen dan
kemampuan koordinasi di lingkungan BPIW, kemampuan implementasi lembaga
pelaksana dan pemangku kepentingan terkait, dan untuk memastikan implementasi
program selaras dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
Adapun sasaran yang akan dicapai kegiatan ini meliputi:

1. Bantuan manajemen program secara keseluruhan;

2. Koordinasikan kegiatan program;

3. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan program, manajemen pengadaan,
pemantauan dan pelaporan;

4. Proposal program pengeluaran / investasi tahunan;

5. Sistem Informasi Manajemen Program Pengembangan Pariwisata yang transparan;

6. Hasil program yang berkualitas;

7. Perlindungan sosial dan lingkungan (termasuk kesehatan dan keselamatan) yang
diterapkan dengan benar;

8. Praktik perencanaan tata ruang yang tepat sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata
Terpadu.

9. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang tepat;

10. Kemampuan yang memadai untuk semua pemangku kepentingan program

11. Pengiriman laporan tepat waktu

F. Integrated Tourism Master Plan for Borobudur, Lombok, & Lake Toba

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu
(RIPT) pada pada tiga destinasi yaitu Borobudur, Lombok, dan Danau Toba dalam
menyediakan kerangka pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan efektif, serta
pengembangan lahan. Pengembangan Proyek dari Program Pembangunan Pariwisata
adalah ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan akses terhadap pelayanan dasar
yang terkait dengan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal terkait sektor pariwisata,
dan mendorong investasi swasta di tiga daerah tujuan wisata di Indonesia.
Tersedianya dokumen Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang meliputi:
1. Analisis kerangka kelembagaan dan kebijakan;
2. Analisis permintaan dan peluang untuk pengembangan kawasan pariwisata;
3. Analisis kondisi eksisting dari rencana tata ruang, kesenjangan ketersediaan 

infrastruktur dan daya tarik wisata;
4. Peluan dan kendala lingkungan, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya;
5. Persiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan;
6. Perumusan Rencana Induk Pariwisata Terpadu; dan
7. Memastikan keterlibatan yang aktif para pemangku kepentingan.

Kegiatan terkait Integrated Tourism Masterplan pada tahun menghasilkan output
berupa Laporan Pendahuluan dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang didalamnya
termasuk Stakeholder Engagement Plan dan Draft Urgent Investment 2019 yang sedang
memasuki tahap reviu oleh Bank Dunia dan Tim CPIU.
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I. Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Intergrated Rest Area (Anjungan
Cerdas) WPS Jogja – Prigi – Blitar – Malang (Tugu) dan WPS Gilimanuk – Denpasar –
Padang Bay.

Pekerjaan ini adalah mengembangkan kedua WPS tersebut sebagai WPS pusat
pertumbuhan terpadu di Pulau Jawa dan di Pulau Bali melalui pembangunan Anjungan
Cerdas yang selain berfungsi sebagai inkubasi wilayah juga akan memberikan nilai
tambah kepada infrastruktur strategis (Jalan Nasional). Kegaitan ini adalah mengadakan
1 unit Anjungan Cerdas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana melalui proses
terintegrasi rancang-bangun. Tahun 2018 merupakan tahun penyelesaian dari 2 (dua)
Pekerjaan MYC ini.

Gambar 4.9 Galeri Integrated Rest Area (Anjungan Cerdas) Trenggalek
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Gambar 4.10 Galeri Integrated Rest Area (Anjungan Cerdas) Rambut Siwi



D. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Tabel 4.14 berikut menunjukan capaian output Pusat Pusat Pengembangan Kawasan

Perkotaan Tahun 2018 berdasarkan pada perjanjian kinerja:

Tabel 4.14 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Upaya Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam mendukung Sasaran Kegiatan
“Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan” memiliki
4 (empat) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Kinerja. Dari keempat output tersebut, seluruh output berkinerja sangat memuaskan
karena dapat memenuhi target 100%. Pencapaian output dilakukan melalui pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan selam satu tahun. Untuk mengetahui perkembangan
kinerja output per bulan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.15 atau
selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan BPIW
tahun 2018. Kemudian, lebih terperinci mengenai setiap pencapaian output dapat
dilihat pada tabel 4.16
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No. Output
Target

PK
Realisasi Fisik (%)

Rn Rl Knj

1
Area inkubasi pada kawasan
perkotaan
yang dibangun

1 
Dokumen

Teknis

1 
Dokumen

Teknis
100 100 100

2

Rencana keterpaduan
pengembangan
kawasan perkotaan dengan
infrastruktur
bidang PUPR

8 
Dokumen

8 
Dokumen

100 100 100

3

Kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan
perkotaan
dengan infrastruktur bidang
PUPR

3 
Dokumen

3 
Dokumen

100 100 100

4

Program jangka pendek
keterpaduan
pengembangan kawasan
perkotaan
dengan infrastruktur bidang
PUPR

7 
Dokumen

7 
Dokumen

100 100 100
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Tabel 4.16 Rincian Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan
Perkotaan

No. Output Target Capaian Rincian

1

Kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan
perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR

3 3

Dokumen Kebijakan Standar
Kebutuhan, Mekanisme
Pembiayaan, dan Teknologi
Infrastruktur PUPR dan Perumahan
Permukiman Kota Metropolitan

Dokumen Kebijakan Penyusunan 
MPDP Kawasan Perkotaan

2

Rencana keterpaduan 
pengembangan kawasan 
perkotaan dengan infrastruktur 
bidang PUPR

8 8

Masterplan dan Development Plan 
Kawasan dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman
Metropolitan Sambo Tenggarong
(Samarinda-Balikpapan, Kota 
Bontang dan

Master Plan dan Development Plan 
Kawasan dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman di Kota 
Baru Banjarbaru dan Padang

Master Plan dan Development Plan 
Kawasan dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman Kota 
Kupang

Master Plan dan Development Plan 
Kawasan dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman Kota 
Ambon

Master Plan , Development Plan 
Kawasan, Pra Studi Kelayakan dan
Pra Desain Pusat Pertumbuhan Baru
Kab. Bengkayang, Kab. Muna Barat, 
dan Kab. Konawe Selatan serta Kota 
Kecil Skouw di Perbatasan

Master Plan , Development Plan 
Kawasan, Pra Studi Kelayakan dan
Pra Desain Pusat Pertumbuhan Baru
Kab. Ngada dan Kab. Lombok 
Tengah serta Kota Kecil Motamasin
Kab. Malaka
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Tabel 4.17 Rincian Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan
Perkotaan

No. Output Target Capaian Rincian

Master Plan dan Development Plan 

Kawasan Kota Besar/Sedang

Lubuklinggau, Prabumulih, 

Tasikmalaya dan Kotamobagu

3

Program jangka pendek
keterpaduan pengembangan
kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR

7 7

Dokumen Rencana Aksi Keterpaduan
Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta 
(NCICD) dan Keterpaduan Program 
Infrastruktur Kota Metropolitan

Dokumen Rencana Aksi Keterpaduan
Program dan Penyusunan Pra Desain
Infrastruktur Kawasan Prioritas Kota 
Baru Maja serta Rencana Aksi
Implementasi NUA

Dokumen Rencana Aksi Keterpaduan
Program Kota Kecil dan Kawasan
Perdesaan

Master Plan , Development Plan 
Kawasan, dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman Kota Kecil 
Tondano Kab. Minahasa dan Pusat
Pertumbuhan Baru Kab. Boale

Laporan Koordinasi Pelaksanaan
National Urban Development Program 
(NUDP)

Rencana Teknis Penyusunan
Keterpaduan Program Pusat
Pengembangan Kawasan Perkotaan

Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
SMM, Peningkatan Kapasitas SDM dan
Pengelolaan Basis Data Perkotaan

4
Area inkubasi pada kawasan 
perkotaan yang dibangun

1 1

Masterplan, Development Plan 
Kawasan, dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan
Perumahan Permukiman Metropolitan 
Mataram Raya
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Berdasarkan capaian output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2018
tersebut, terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW.
Output-output strategis ini juga menjadi salah satu penunjang keberhasilan kinerja
BPIW.

A. Koordinasi Pelaksanaan National Urban Development Program (NUDP)

Koordinasi Pelaksanaan National Urban Development Program dimaksudkan agar
terlaksananya National Urban Development Program (NUDP) yang dapat
diimplementasikan oleh seluruh sektor terkait di daerah dalam rangka mempercepat
proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan ini ditujukan untuk
menyusun program pengembangan perkotaan berbasis value planning yang
menekankan capital investment planning yang dapat diterapkan di level pemerintah
daerah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tersedianya referensi program bagi
pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah dalam menyusun
prioritas pemograman agar pembangunan perkotaan dapat lebih terpadu dan tepat
sasaran

B. Tata Cara Penyusunan Master Plan danDevelopment Plan (MPDP) Kawasan
Perkotaan

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah menyusun panduan yang memuat
tahapan dalam penyusunan MPDP sebagai acuan pemrogaman infrastruktur PUPR
berdasarkan contoh best practice perencanaan perkotaan di Asia Tenggara, serta
menyusun MPDP Kota Batam sebagai case study penerapan tata cara penyusunan
MPDP untuk mendukung Kawasan Perkotaan Batam yang terpadu antarsektor,
antarwilayah, dan antar pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10
tahun), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun).

C. Masterplan, Development Plan Kawasan, dan Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan
Infrastruktur dan Perumahan Permukiman Metropolitan Mataram Raya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan rencana dan program dukungan
infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan Kawasan Metropolitan Baru
Sambotenggarong sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terintegrasi dengan
infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) dan dengan wilayah pengaruhnya
(hinterland), kota-kota di sekitarnya sehingga memperkuat sistem perkotaan, serta
sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama dalam Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) 23 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Adapun tujuan utama kegaitan ini adalah menyusun Masterplan dan Development Plan
Kawasan Metropolitan Sambo Tenggarong (Samarinda-Balikpapan-Bontang-
Tenggarong), yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan
berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan
jangka pendek (1-3 tahun) yang akan menjadi masukan bagi rencana tata ruang
Kawasan Metropolitan Sambotenggarong.
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Gambar 4.11 Kawasan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy

Selain itu disusun juga Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan
Permukiman di Kawasan Metropolitan SambotenggarongTujuan dari kegiatan ini adalah
menyusun Studi Penetapan dan Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang melalui
skenario penataan kota menuju kota yang cerdas berkelanjutan, menyusun dukungan
pembangunan infrastruktur PUPR.

D. Penyusunan Masterplan dan Development Plan Kawasan dan Pra Studi Kelayakan
Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan Permukiman Metropolitan Sambo
Tenggarong (Samarinda-Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara)

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan rencana dan program dukungan
infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan Kawasan Metropolitan Baru
Sambotenggarong sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terintegrasi dengan
infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) dan dengan wilayah pengaruhnya
(hinterland), kota-kota di sekitarnya sehingga memperkuat sistem perkotaan, serta
sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama dalam Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) 23 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

1. Tersusunnya profil kawasan perkotaan;

2. Tersusunnya profil dan kinerja infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya
(non-PUPR);

3. Terumuskannya review kebijakan, rencana, dan program pengembangan kawasan, 
pembangunan infrastruktur PUPR, dengan mempertimbangkan pembangunan
infrastruktur non-PUPR sebagai bagian dari pengembangan sistem perkotaan;

4. Terumuskannya strategi keterpaduan pengembangan kawasan secara fungsi, lokasi, 
besaran, biaya, antartingkat pemerintahan, antarsektor, kelembagaan dan
pembiayaan;
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5. Terumuskannya Key Performance Indicators (KPI) untuk infrastruktur PUPR;

6. Terumuskannya rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR
pendukung kawasan-kawasan pengembangan perkotaan untuk jangka panjang (10
tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1-3 tahun);

7. Tersusunnya Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan
Permukiman di Kawasan Metropolitan Sambotenggarong; dan

8. Tersusunnya rekomendasi bagi penyusunan rencana tata ruang kawasan
Metropolitan Sambotenggarong.

E. Master Plan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan
Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Kupang

Gambar 4.12 Skenario Pengembangan Kota Kupang

Memberikan dukungan perencanaan infrastruktur PUPR yang terintegrasi dengan
infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) dalam mempercepat pengembangan kota
sedang yang terpadu, layak huni, cerdas dan berkelanjutan sesuai amanat RPJMN 2015-
2019. Serta meningkatkan integrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland) dalam
rangka meningkatkan fungsi Kota Kupang dalam mendukung WPS Kupang-Atambua.

Adapun kegitan tersebut ditujukan untuk menyusun Masterplan, Development Plan,
dan Program Utama Infrastruktur PUPR untuk mendukung Kota Kupang yang terpadu
antarsektor, antarwilayah, dan antar pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka
panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) dalam
rangka pembangunan kota sedang, serta pra studi kelayakan sistem jaringan
infrastruktur PUPR dan perumahan permukiman.



F. Master Plan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan
Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Ambon

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan perencanaan
infrastruktur PUPR yang terintegrasi dengan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR)
dalam mempercepat pengembangan kota sedang yang terpadu, layak huni, cerdas dan
berkelanjutan sesuai amanat RPJMN 2015-2019. Serta meningkatkan integrasi dengan
wilayah pengaruhnya (hinterland) dalam rangka meningkatkan fungsi Kota Ambon
dalam mendukung WPS Ambon-Masohi. Dengan tujuan menyusun Masterplan,
Development Plan, dan Program Utama Infrastruktur PUPR untuk mendukung Kota
Ambon yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antar pemerintahan berdasarkan
kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek
(1 tahun) dalam rangka pembangunan kota sedang, serta pra studi kelayakan sistem
jaringan infrastruktur PUPR dan perumahan permukiman.

Gambar 4.13 Profil dan Posisi Strategis Kota Ambon dalam Konteks Regional
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G. Master Plan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan
Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Baru Banjarbaru dan Padang

Memberikan dukungan perencanaan infrastruktur PUPR yang terintegrasi dengan
infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) dalam mempercepat pengembangan kota
baru yang terpadu, layak huni, cerdas dan berkelanjutan sesuai amanat RPJMN 2015-
2019. Pembangunan Kota Baru Banjarbaru dan Padang, sebagai upaya mengendalikan
perkembangan kota (buffer), serta menyediakan kawasan perumahan dan permukiman
yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Masterplan, Development Plan, dan Program Utama Infrastruktur PUPR disusun untuk
mendukung Kota Baru Banjarbaru dan Padang yang terpadu antarsektor, antarwilayah,
dan antar pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka
menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) dalam rangka pembangunan kota
sedang, serta pra studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur PUPR dan perumahan
permukiman.

Gambar 4.14 Konsep dan Skenario Pengebangan Kota Banjarbaru dan Padang
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G. Pengembangan KPPN Kabupaten Tabanan

Dalam RPJMN 2015-2019 KPPN Kab. Tabanan diarahkan berfungsi sebagai kawasan
sentra produksi dan pengolahan komoditas kopi. Kab. Tabanan termasuk ke dalam WPS
15 dengan fokus pengembangan konektivitas dan pusat pertumbuhan wisata Gilimanuk
– Denpasar – Padang Bay. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tabanan, Kecamatan Pupuan
diarahkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan
pertumbuhan ekonomi Agropolitan Kecamatan Pupuan

Gambar 4.15 Konsep dan Skenario Pengebangan Kota Banjarbaru dan Padang

Perkebunan 
Kopi Pertanian Padi
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G. Pengembangan KPPN Lombok Timur

Gambar 4.16 Konsep Pengembangan KPPN Kabupaten Lombok Timur
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G. Pengembangan KPPN Toba Samosir

Gambar 4.17 Konsep Pengembangan KPPN Kabupaten Toba Samosir
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G. Pengembangan KPPN Konawe Selatan

Gambar 4.18 Konsep Pengembangan KPPN Kabupaten Konawe Selatan 



E. Sekretariat BPIW

Tabel 4.18 berikut menunjukan capaian output Pusat Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun 2018 berdasarkan pada perjanjian kinerja:

Tabel 4.18 Capaian Sekretariat BPIW

Upaya Sekretariat BPIW dalam mendukung Sasaran Kegiatan “Peningkatan Dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya” memiliki 4 (empat) output utama

dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari keempat output

tersebut, seluruh output berkinerja sangat memuaskan karena dapat memenuhi target

100%. Pencapaian output dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

selam satu tahun. Untuk mengetahui perkembangan kinerja output per bulan selama

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.19 atau selengkapnya dapat dilihat pada Laporan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan BPIW tahun 2018. Kemudian, lebih terperinci

mengenai setiap pencapaian output dapat dilihat pada tabel 4.20
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No. Output
Target

PK
Realisasi Fisik (%)

Rn Rl Knj

1 Administrasi kepegawaian
11

Laporan
11

Laporan
100 100 100

2

Perencanaan program 
anggaran dan
evaluasi kinerja serta 
pengelolaan data
informasi

11
Laporan

11
Laporan

100 100 100

3
Hukum, kerjasama, dan 
informasi

13
Laporan

13
Laporan

100 100 100

4
Administrasi keuangan, 
umum, dan BMN

11
Laporan

11
Laporan

100 100 100
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 1.80 
 0.25 

   13.63 
   7.02 

   6.04 
   85.98 

 14.54 
 11.53 

   79.32 
 25.06 

 17.29 
   69.00 

 30.82 
 22.16 

 71.89 
 42.82 

 30.43 
 71.05 

 47.70 
 34.93 

 73.23 
 63.12 

 45.63 
 72.29 

 78.22 
 60.15 

 76.90 
 89.80 

 75.66 
 84.25 

 100 
 100 

 100 

2

Perencanaan Program
 

Anggaran dan 

Evaluasi Kinerja serta 

Pengelolaan Data

11 

Laporan
1

0
 6.00 

 3.85 
   64.22 

 11.20 
   8.06 

   72.00 
 16.20 

 14.58 
   89.98 

 26.40 
 17.80 

   67.42 
 33.60 

 26.36 
 78.45 

 33.60 
 26.36 

 76.61 
 33.60 

 26.36 
 70.14 

 68.40 
 48.36 

 70.71 
 76.96 

 54.50 
 70.82 

 94.80 
 74.74 

 78.83 
 100 

 100 
 100 

3
Hukum

, Kerjasam
a, 

dan Inform
asi

13 

Laporan
 0.67 

     -   
       -    6.78 

 4.46 
 113.49 

 11.37 
 12.05 

 116.05 
 18.77 

 20.87 
 131.23 

 27.80 
 28.10 

 101.09 
 35.20 

 33.84 
 96.12 

 45.97 
 36.55 

 79.51 
 56.93 

 44.60 
 78.34 

 68.20 
 51.40 

 75.37 
 79.97 

 61.48 
 76.88 

 92.17 
 73.15 

 79.37 
 100 

 100 
 100 

4
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11 

Laporan
 1.80   0.45 

 25,09   7.20 
 8.55 

   65.75 
 12.40 

 14.39 
 105.77 

 22.50 
 29.53 

 111.19 
 32.60 

 37.20 
 114.10 

 44.10 
 41.17 

 93.36 
 44.10 

 41.17 
 96.37 

 44.10 
 41.17 

 88.72 
 77.30 

 68.41 
 88.51 

 87.55 
 77.36 

 88.36 
 91.70 

 85.93 
 93.70 

 100 
 100 

 100 
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Tabel 4.20 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Dukungan Manajemen
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No. Output
Target

Renstra
Capaian Rincian

1 Administrasi Kepegawaian 11 11 Data PNS di SAPK BKN

Data PNS di E-HRM PUPR

Arsip Kepegawaian PNS BPIW

Sertifikasi SMM surveilance ISO 
9001:2015

Buku Saku Peraturan Kepegawaian

Konsep Jabatan Fungsional PIW

Peran BPIW dalam pengembangan
wilayah dan dukungan nfrastruktur
PUPR (kajian pada penguatan
kelembagaan BPIW)

Sinkronisasi Anjab, ABK, uraian tugas, 
SOP

Dokumen Rencana Mutu BPIW

Road Map penerapan SMM di 
lingkungan BPIW 

Rencana Aksi RB 2018

2

Perencanaan Program 
Anggaran dan Evaluasi 
Kinerja serta Pengelolaan 
Data Informasi

11 11 Dokumen Trilateral Meeting

Dokumen Renja dan RKA K/L beserta
Tor dan RAB

Perjanjian Kinerja, Dokumen Rencana
Aksi (T0) dan Monev Bulanan/Triwulan
BPIW dan Sekretariat BPIW

Laporan Kinerja Tahunan BPIW dan 
Sekretariat BPIW

Buku Tahunan BPIW dan Sekretariat
BPIW

Buku Pedoman Manajemen dan
Evaluasi Pemrograman Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Laporan Pengelolaan Database BPIW 

Database BPIW

Katalog Data BPIW 

Summary produk perencanaan BPIW

Peta penanganan bencana



Tabel 4.20 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Dukungan Manajemen
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No. Output Target Capaian Rincian

3
Hukum, Kerjasama, dan
Informasi

13 13
Draft Rancangan Produk hukum
bidang PIW

Fasilitasi penetapan peraturan
perundang undangan bidang
pengembangan wilayah

laporan fasilitasi penyusunan konsepsi 
hukum pengembangan infrastruktur 
wilayah

buku konsepsi kemitraan infrastruktur 
wilayah

draft kesepakatan bersama antara 
BPIW dengan Pemda Jembrana 
(pengembangan inkubasi kawasan 
Rambut Siwi)

Vidio KSPN dan Anjungan cerdas

Buletin Sinergi BPIW

Pemasangan advedtorial media cetak

Pemasangan advedtorial media online

Pelaksanaan media tour

Pelaksanaan pameran

Kerjasama sponsorship/iklan

Penayangan berita di website BPIW

4
Administrasi Keuangan, 
Umum dan BMN

11 11

Pelayanan perkantoran (Bimtek TNDE, 
kearsipan, keprotokolan, SMK3, 
sekretaris, pengemudi, satpam, 
pramubhakti dan Hemat Energi)

Laporan Keuangan BPIW triwulanan

Laporan Keuangan BPIW semesteran

Bimtek pejabat inti Satker dan Saiba

Laporan tindak lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK dan hasil audit itjend

Laporan Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan BPIW Berbasis SPIP

Bimtek Persedian dan SIMAK-BMN

Laporan BMN (Semesteran)

Laporan Ringkas Pelaksanaan Likuidasi
Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Database BMN BPIW

e-Arsip
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Berdasarkan capaian output Sekretariat BPIW tahun 2018 tersebut, sebagian besar
output merupakan bentuk pelayanan rutin dalam rangka mendukung Sasaran Kegiatan
“Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya”. Namun
terdapat output yang termasuk output strategis BPIW dan menjadi salah satu penunjang
keberhasilan kinerja BPIW.

Salah satu yang menjadi output strategis di Sekretariat BPIW pada tahun 2018 yaitu peta
penanganan bencana. Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai
potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana.
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau
perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan
secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum
didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali
terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak
tertangani. Diharapkan peta penanganan bencana dapat memberikan pedoman atau
panduan dalam menyusun perencanaan dalam penanggulangan bencana yang terarah
dan terpadu. Tahun 2018 menjadi tahun dengan kejaadian bencana cukup banyak dan
menimbulkan efek kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Bencana Gempa Bumi
Lombok, Gemba Bumi dan Tsunami Palu dan Donggala, Serta Tsunami di Selat Sunda
merupakan beberapa bencana besar yang penanganannya perlu dilakukan deengan
cepat dan tepat, khususnya terkait rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktu.

Gambar 4.1 Peta penanganan bencana



4.1.5 Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran

Sesuai dengan dokumen DIPA akhir tahun anggaran 2018 (APBN-P), BPIW mengelola
pagu anggaran sebesar Rp 273,523,074,000 untuk mendukung tugas dan fungsi dalam
menangani isu-isu strategis dalam pembangunan infrastruktur PUPR dalam
pengembangan wilayah serta mensinkronkan program-program PUPR untuk
membangun infrastruktur PUPR yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada
masyarakat.

Tabel 4.21 Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2018

Sumber: e-monitoring status:18 Januari 2019

Gambar 4.19 Perbandingan Realisasai dengan Rencana Penyerapan
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NO UNIT KERJA PAGU (DIPA)
REALISASI 13 Januari 2019

(RP) (%)

1 SEKRETARIAT 67,783,965,000 66,665,972,000 96.88

2 PUSAT 1 32,834,229,000 32,370,960,000 98.59

3 PUSAT 2 30,989,918,000 29,168,275,000 94.12

4 PUSAT 3 106,681,478,000 93,341,201,000 87.50

5 PUSAT 4 35,233,484,000 33,144,826,000 94.07

TOTAL 273,523,074,000 253,691,315,000 92.75

1.03 3.56 7.37
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69.75
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2018 Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mengalami 3 kali perubahan anggaran. Pagu awal BPIW tahun
2017 sesuai dengan DIPA sebesar Rp 270,876,063,000. Perubahan pertama terjadi
karena adanya penambahan anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp
23.517.000.000 sehingga anggaran BPIW menjadi Rp. 270.876.063.000. Kemudian
perubahan kedua hanya merupakan realokasi dana sisa lelang untuk kebutuhan belanja
pegawai dan operasionalisasi Anjungan Cerdas/Integrated Rest Area tanpa merubah
total pagu BPIW. Perubahan ketiga terdapat penambahan anggaran untuk kebutuhan
tunjangan kinerja sesuai Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan
Kinerja di lingkungan Kementerian PUPR sehingga Pagu anggaran akhir BPIW pada
tahun anggaran 2018 sebesar Rp 273,523,074,000.

Pagu anggaran tersebut adalah untuk menunjang Sasaran Program “Meningkatnya
keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran” dengan indikator
“Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran
pembangunan bidang PUPR” dengan realisasi tahun 2018 adalah sebesar
Rp.253.691.315.000 atau 92,75%. Penyerapan anggaran tidak 100% disebabkan
beberapa hal antara lain terkait Kegiatan yang menggunakan anggaran PHLN di Pusat
Pengembangan Kawasan Strategis dalam mendukung Sasaran Kegiatan ”Perencanaan
Keterpaduan pengembangan kawasan strategis”. Terdapat 4 (empat) kegiatan, yakni
Tourism Development Program Management Support, Integrated Tourism Master Plan
for Borobudur, Integrated Tourism Master Plan for Lombok, dan Integrated Tourism
Master Plan for Lake Toba yang kinerja anggarannya tidak terserap optimal dikarenakan
pembayaran yang dilakukan hanya untuk uang muka dan termin 1 dengan keluaran
yang dihasilkan berupa laporan pendahuluan. Rincian kegiatan tersebut antara lain:

• Tourism Development Program Management Support berupa pembayaran uang
muka yang disertai dengan jaminan pembayaran dari Bank Dunia sebesar Rp.
4.711.277.500,00 (19,92%) dari pagu total sebesar Rp.23.644.514.000,00 dan
60,10% dari pagu TA 2018 sebesar Rp. 7.839.000,00;

• Integrated Tourism Master Plan for Borobudur berupa pembayaran termin 1 sebesar
Rp 2.406.544.613,00 (15%) dari pagu total sebesar Rp. 16.043.630.757,00 dan
46,05% dari pagu TA 2018 sebesar Rp. 5.226.000.000,00;

• Integrated Tourism Master Plan for Lombok berupa pembayaran uang muka yang
disertai dengan jaminan pembayaran dari Bank Dunia sebesar Rp. 3.324.050.000,00
(20%) dari pagu total sebesar Rp. 16.620.250.000,00 dan 63,61% dari pagu TA 2018
sebesar Rp. 5.226.000.000,00; dan

• Integrated Tourism Master Plan for Lake Toba berupa pembayaran termin 1 sebesar
Rp. 2.136.486.000,00 (15%) dari pagu total sebesar Rp. 14.243.240.000,00 dan
40,88% dari pagu TA 2018 sebesar Rp. 5.226.000.000,00.

Kemudian terdapat satu kegiatan di Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastuktur PUPR dalam mencapai Sasaran Kegiatan “Peningkatan sinkronisasi program
dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR” terdapat satu kegiatan yang tidak
terlaksanan yiatu kegitan Dukungan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Penghargaan PUPR Tahun 2018 yang dipersiapakan untuk Dukungan Penilaian PKPD
yang dilaksanakan 2 tahun sekali, tetapi tahun ini ternyata tidak digunakan karena
indikator penilaiannya berubah dari 2 tahun lalu (dimana BPIW sebagai lead sector).
Untuk rincian realisasi anggaran masing-masing pusat dapat pada tabel 4.21 Selain itu
anggaran yang tidak terserap berasal dari sisa anggaran swakelola.



4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Perbandingan kinerja organisasi perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap
kinerja organisasi untuk menjadi acuan baik dengan kinerja tahun sebelumnya maupun
dengan target di tahun yang akan datang untuk melihat gap antara keduanya.

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Pada tahun 2018 BPIW mendukung Sasaran Strategis 1 (SS1) bersama Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Berbeda dengan tahun 2017 dimana BPIW berkontribusi
terhadap Sasaran Strategis tersendiri, untuk tahun 2018 Sasaran Strategis yang sama
namun didukung oleh 2 Unit Organisasi sehingga hasilnya merupakan agregat dari
keduanya. Karena perbedaan prinsip tersebut, sulit untuk membandingkan antara
capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2017.

Untuk capaian kinerja Sasaran Program BPIW, perbandingan dilakukaan antara sasaran
yang sama meskipun terjadi perubahan level sasaran yaitu antara Sasaran Program 2018
dengan Sasaran Strategis (SS5) tahun 2017. Berikut merupakan perbandingan capaian
kinerja antara tahun 2017 dengan tahun 2018.

Tabel 4.22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2017 dan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan capaian kinerja Sasaran program
BPIW tahun 2018 dan tahun 2017. Pada Sasaran Program tersebut dengan indikator
“Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran
pembangunan bidang PUPR”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 100%
karena realisasi melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya
juga mencapai 100% karena melampaui target yang ditetapkan.
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No
Sasaran Program

Indikator Kinerja

T 

2017 

(%)

Rl

2017

(%)

Knj

(%)

T 

2018

(%)

Rl

2018

(%)

Knj

(%)

1) Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1

Meningkatnya keterpaduan

perencanaan, pemrograman, 

dan Penganggaran

Tingkat keterpaduan

kebijakan, perencanaan, 

pemrograman terhadap

penganggaran pembangunan

bidang PUPR

90 91,83 100 95 96,190 100

Sumber: Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



Kemudian perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Kegiatan BPIW.
Sasaran Kegiatan BPIW tahun 2018 berdasarkan Midterm Review Renstra merupakan
Sasaran Program BPIW tahun 2015-2017, sehingga perbandingan tetapi dilakukan
terhadap sasaran kinerja yang sama meskipun terdapat perubahan level. Perbandingan
capian kinerja antara tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.23.

Tabel 4.23 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2017 dan Tahun 2018
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SASARAN KEGIATAN BPIW
INDIKATOR

T 
2017 
(%)

Rl
2017
(%)

Knj
(%)

T 
2018
(%)

Rl
2018 
(%)

Knj
(%)

SK1. Peningkatan kualitas
perencanaan infrastruktur wilayah
bidang PUPR

a. Tingkat keterpaduan
perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam 
kawasan, antarkawasan, dan 
antarwps

90 95.33 100 95 100% 100

b. Tingkat keterpaduan
infrastruktur PUPR antarWPS

88 86.62 98.43 94 94,527 100

SK2. Peningkatan Sinkronisasi
Program dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR

Tingkat sinkronisasi program dan
evaluasi keterpaduan
infrastruktur PUPR

90 88.34 98.16 95 89,880 94,61

SK3. Perencanaan Keterpaduan
pengembangan kawasan strategis

Tingkat keterpaduan 
perencanaan dengan 
pelaksanaan (deviasi) 
antarkawasan

98 90.84 100 94 100% 100

SK4. Peningkatan Perencanaan 
Keterpaduan pengembangan 
kawasan perkotaan

Tingkat keterpaduan
perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam
kawasan

89 89.23 100 95 100% 100

SK5. Peningkatan Dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya

Tingkat dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya

100 100 100 100 100 100



Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat perbandingan capaian kinerja Sasaran
Kegiatan BPIW tahun 2018 dan tahun 2017. Pada SK1 indikator 1 ”Tingkat keterpaduan
perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan
antarwps”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 100% karena realisasi melebihi
target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya juga mencapai 100%
karena melampaui target yang ditetapkan. Kemudian indikator 2 “Tingkat keterpaduan
infrastruktur PUPR antarWPS”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 98,43%,
sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya mencapai 100% karena melampaui target yang
ditetapkan. Pada SK2 dengan indikator ” Tingkat sinkronisasi program dan evaluasi
keterpaduan infrastruktur PUPR”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 98,16%,
sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya mencapai 94,61% dari target. Pada SK3 dengan
indikator ”Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi)
antarkawasan”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 100% karena mencapai
target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya juga mencapai 100%.
Pada SK4 dengan indikator ”Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan
(deviasi) dalam kawasan”, kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 100% karena
realisasi melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 kinerjanya
mencapai juga mencapai 100%. Pada SK5 dengan indikator ”Tingkat dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya”, kinerja yang dicapai pada tahun
2017 sebesar 100% karena realisasi untuk mewujudkan dukungan manajumen tercapai,
begitu juga pada tahun 2018 kinerjanya mencapai 100%.

4.2.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

Sesuai Dokumen Midterm Review Renstra, tahun 2018 BPIW mendukung Sasaran
Strategis 1 (SS1) bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya. Berbeda dengan tahun 2017 dimana BPIW memiliki Sasasran
Strategis sendiri, untuk tahun 2018 Sasaran yang sama namun didukung oleh 2 Unit
Organisasi sehingga hasilnya merupakan agregat dari keduanya. Target yang tercantum
dalam Midterm Review Renstra merupakan target Sasaran Strategis 1 BPIW sebesar
95%, padahal target untuk Sasaran Strategis ini seharusnya juga merupakan agregat
dengan target Ditjen Konstruksi.

Tabel 4.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

2018

(%)

Target 

2015-2019

(%)

Realisasi

2018

(%)

1 Meningkatnya 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur PUPR 

antardaerah, antar 

sektor dan antar 

tingkat 

pemerintahan

Indeks rasio dukungan 

infrastruktur PUPR 

terhadap keterpaduan 

pengembangan 

kawasan
95 100

(50% x SP 

BPIW) + (50% x 

SP DJBK)



Target Sasaran Program BPIW yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja juga merupakan
target yang terdapat dalam renstra. Hasil pengukuran sasaran program dengan realisasi
96,190% hampir mendekati target 100% pada tahun 2019 .

Tabel 4.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2018 
dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

Tabel 4.25A Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2017 dan
Tahun 2018
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No
Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

2018

(%)

Target 

2015-2019

(%)

Realisasi

2018

(%)

1) Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, 

pemrograman, dan Penganggaran

Tingkat keterpaduan kebijakan, 

perencanaan, pemrograman terhadap

penganggaran pembangunan bidang PUPR

95 100 96,190

SASARAN KEGIATAN BPIW
INDIKATOR

T 
2015-2019 (%)

T 
2018
(%)

Rl
2018 (%)

SK1. Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur
wilayah bidang PUPR

a. Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan
(deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarwps

100 95 100%

b. Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarWPS 100 94 94,527

SK2. Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Tingkat sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan
infrastruktur PUPR

100 95 89,880

SK3. Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan
strategis

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan 
(deviasi) antarkawasan

100 94 100%

SK4. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan 
pengembangan kawasan perkotaan

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan
(deviasi) dalam kawasan

100 95 100%

SK5. Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya

Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya

100 100 100



Kemudian perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Kegiatan BPIW
dimana target dalam Perjanjian Kinerja merupakan target yang diambil dari Midterm
Review Renstra. Bila dibandingkan dengan target akhir periode 2015-2019 yaitu 100 %,
bebrapa sudah mencapai target tersebut dan deviasi yang belum tercapai pun
mendekati target.

Selain capaian kinerja sasaran yang bersifat outcome, Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah juga menghasilkan capain yang sifatnya output sebagaimana
target yang juga tertuang dalam Renstra PUPR 2015-2019. Capaian output tahun 2018
ini tidak sepenuhnya dapat mencapai target-target yang tertuang dalam renstra. Salah
satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target output renstra karena besar
pagu yang dianggarkan berbeda dengan anggaran yang diproyeksikan dalam renstra,
tetapai juga terdapat beberapa output yang menghasilkan capaian melebihi target.
Adapun perbandingan capaian output yang dihasilkan BPIW pada tahun 2018 dengan
target dalam Midterm Review Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.26 sampai dengan
Tabel 4.30.

Tabel 4.26 Perbandingan Capaian Output  dengan target Renstra Pusat Perencanaan
Infrastruktur PUPR tahun 2018

\
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No. Output
Target

Renstra
Target

PK
Realisasi

1
Kebijakan dan strategi keterpaduan
pembangunan infrastruktur wilayah bidang
PUPR antar sektor/ wilayah

9 
Dokumen

6 
Dokumen

6 
Dokumen

2

Rencana Induk dan rencana pengembangan
infrastruktur bidang PUPR terpadu
antarsektor, antarwilayah pengembangan
strategis, antartingkat pemerintahan, dan
antarpulau

11
Dokumen

12 
Dokumen

12 
Dokumen

3
Fasilitasi kerjasama regional dan global yang 
dilaksanakan

4
Dokumen

1 
Laporan

1 
Laporan

4
Rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan
kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR

5
Dokumen

2 
Dokumen

2 
Dokumen

5
Skema pembiayaan pengembangan yang 
disusun dan difasilitasi

4
Dokumen

1 
Dokumen

1 
Dokumen



Tabel 4.27 Perbandingan Capaian Output  dengan target Renstra Pusat Permrogaman
dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR tahun 2018

Tabel 4.28 Perbandingan Capaian Output  dengan target Renstra Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis tahun 2018
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No. Output
Target

Renstra
Target

PK
Realisasi

1
Program Jangka Pendek dan Tahunan
Keterpaduan Yang Telah Disinkronisasi Untuk
35 WPS

9
Dokumen
Rumusan

8 
Dokumen
Rencana

8 
Dokumen
Rencana

2

Layanan Data dan Informasi Kinerja Kebijakan
dan Program Keterpaduan Antara 
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
Bidang PUPR

4
Dokumen

Rekomendasi

5
Dokumen
Evaluasi

5 
Dokumen
Evaluasi

No. Output
Target

Renstra
Target

PK
Realisasi

1

Kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dan
antarkawasan strategis dengan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR

2 
Pedoman

Teknis

2 
Pedoman Teknis

2 
Pedoman Teknis

2

Koordinasi program, evaluasi
keterpaduan, serta pengolahan data dan
informasi di kawasan strategis dan
antarkawasan strategis

6 Pedoman
Teknis

6 
Dokumen

6 
Dokumen

3

Rencana keterpaduan pengembangan
kawasan strategis dan antarkawasan
strategis dengan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR

4 Dokumen
Rencana

7 
Rencana

7 
Rencana

4
Area inkubasi pada kawasan strategis
dan antar kawasan strategis yang 
dibangun

4 Dokumen

2 Unit

2 Lokasi

2 Area  Inkubasi 
Strategis ; 2 
Dokumen 

Manajemen 
Konstruksi Area 

Kawasan Inkubasi 
(MYC) 

2 Area  Inkubasi 
Strategis ; 2 
Dokumen 

Manajemen 
Konstruksi Area 

Kawasan 
Inkubasi (MYC) 
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Tabel 4.29 Perbandingan Capaian Output  dengan target Renstra Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis tahun 2018

Tabel 4.30 Perbandingan Capaian Output  dengan target Renstra Sekretariat Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2018

4.2.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Salah satu perbandingan capaian kinerja yang dapat dilakukan adalah terhadap standar
atau target nasional. Untuk saat ini terkait tingkat Keterpaduan infrastruktur belum
terdapat standar nasional yang adapat digunakan sebagai acuan pembanding.

No. Output
Target

Renstra
Target

PK
Realisasi

1
Area inkubasi pada kawasan perkotaan
yang dibangun

5 Rencana
Teknis;
1 Area

Inkubasi

1 
Dokumen Teknis

1 
Dokumen Teknis

2
Rencana keterpaduan pengembangan
kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR

16 
Dokumen

8 
Dokumen

8 
Dokumen

3
Kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan
dengan infrastruktur bidang PUPR

5 
Dokumen

3 
Dokumen

3 
Dokumen

4
Program jangka pendek keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan
dengan infrastruktur bidang PUPR

4 
Dokumen
Rumusan

7 
Dokumen

7 
Dokumen

No. Output
Target

Renstra
Target

PK
Realisasi

1 Administrasi kepegawaian
11

Laporan
11

Laporan
11

Laporan

2
Perencanaan program anggaran dan
evaluasi kinerja serta pengelolaan data
informasi

11
Laporan

11
Laporan

11
Laporan

3 Hukum, kerjasama, dan informasi
13

Laporan
13

Laporan
13

Laporan

4 Administrasi keuangan, umum, dan BMN
11

Laporan
11

Laporan
11

Laporan



4.2.4 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dengan tahun 2017

Pada tahun 2018 BPIW mengelola pagu anggaran sebesar Rp 273,523,528,000 sesuai
Dokumen DIPA. Bila dilihat secara total pagu anggaran BPIW bertambah dibanding
dengan anggaran tahun 2017, namun bila dilihat lebih rinci pada setiap Satuan Kerja
besar anggaran cenderung turun, hanya Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat
3) yang mengalami kenaikan. Besarnya anggaran Pusat 3 tersebut karena terdapat
Anggaran PHLN dalam kegiatan Intergrated Tourism Masterplan. Secara besaran,
realisasi angagran BPIW lebih besar dari tahun 2017 tetapi secara persentase sedikit
dibawah realisasi tahun sebelumnya. Untuk lebih lengkap terkait perbandingan
realisasai anggaran BPIW tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.31
dan gambar 4.20 untuk melihat perbandingan per bulannya.

Tabel 4.31 Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Tahun 2017 & 2018

Sumber: e-monitoring status:18 Januari 2019

Progres penyerapan pada pada awal tahun 2018 cenderung lebih lambat dibanding
tahun 2017, namun di pertengahan tahun progres penyerapan mulai stabil dan lebih
baik dibanding tahun 2017. Pada akhir tahun besarnya realisasi anggaran BPIW tahun
2018 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2017. Hal tersebut berkaitan dengan adanya
beberapa kali penambahan anggaran BPIW pada tahun 2018 seperti penambahan
anggaran PHLN untuk kegiatan Integrated Tourism Masterplan serta terkait
penambahan tunjangan kinerja. Bertambahnya anggaran BPIW membuat pembagi
dalam penghitungan realisasi anggaran menjadi lebih besar karena terdapat anggaran
PHLN yang dianggarkan pada tahun 2018 tidak dapat terserap seluruhnya, hanya
penarikan uang muka.

Satker

Pagu (DIPA) Realisasi (DIPA)

2017 2018
2017 2018

(Rp Ribu) % (Rp Ribu) %

Sekretariat 73.907.192.000 67,783,965,000 61.716.459.000 83,51 66,665,972,000 96.88

Pusat 1 38.293.799.000 32,834,229,000 37.960.034.000 99,13 32,370,960,000 98.59

Pusat 2 35.251.225.000 30,989,918,000 34.644.643.000 98,28 29,168,275,000 94.12

Pusat 3 68.420.276.000 106,681,478,000 67.097.446.000 98,07 93,341,201,000 87.50

Pusat 4 40.391.036.000 35,233,484,000 40.152.172.000 99,41 33,144,826,000 94.07

Total 256.263.528.000 273,523,074,000 241.570.753.000 94,27 253,691,315,000 92.75
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Gambar 4.20 Perbandingan Realisasi Anggaran per bulan BPIW Tahun 2018 dan tahun
2017

4.3 Realisasi Anggaran (Efisiensi)

Berbicara efisiensi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya. Jika dilihat berdasarkan
pagu, pada tahun 2017 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki pagu
anggaran sebesar Rp 256.263.528.000 dapat terserap sebesar Rp 241.570.753.000
dengan persentase sebesar 94,27%. Tahun 2018 pagu BPIW sebesar Rp273.523.074.000
sampai dengan status tanggal 18 Januari 2019 dapat terserap sebesar Rp
253.691.315.000 atau 92,75% (gambar. 4.21).

Gambar 4.21 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BPIW tahun 2017 dan 2018
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Kemudian terkait Sumber Daya Manusia sebagaimana dijelaskan dalam rincian data
yang sebelumnya, diketahui bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada
tahun 2018 memiliki pegawai sebanyak 162 orang PNS dan 312 orang Bukan PNS yang
tersebar dalam 5 Unit Eselon II di lingkungan BPIW. Dari total 474 sumber daya manusia
yang ada di lingkungan BPIW tersebut terbagi pula menjadi beberapa eselon III dan
eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Sejak tahun 2015,
terjadi perubahan baik penambahan maupaun pengurangan jumlah sumber daya
manusia yang disebabkan berbagai hal seperti promosi jabatan, mutasi pegawai,
ataupun pensiun. Penambahan atau pengurangan tersebut berpengaruh pada
efektivitas dan efisiensi kinerja BPIW, dengan ketersedian sumber daya manusia yang
cukup akan mendukung tercapainya target kinerja BPIW secara optimal. Dibandingkan
tahun lalu jumlah sumber daya manusia BPIW jumlahnya bertambah dari 434 orang
menjadi 474 orang

Gambar 4.22 Perbandingan Jumlah SDM BPIW tahun 2017 dan 2018

Jika dilihat berdasarkan pagu dan dan jumlah SDM dapat diketahui pada tahun 2017
BPIW memiliki pagu sebesar Rp 256,263,528 dengan jumlah Pegawai sebanyak 444
orang. Adapun pada tahun anggaran 2018, Pagu BPIW sebesar Rp 273.523.074.000,-
dengan jumlah pegawai sebanyak 474 orang. Secara umum dapat dilihat bahwa pada
tahun 2017 satu orang pegawai sebanding dengan anggaran sebesar Rp 577.170.108,
kemudian pada tahun 2018 satu orang pegawai sebanding dengan anggaran sebesar
Rp577.052.899.
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Melihat hal di atas, besaran anggaran yang dibebankan pada setiap orangnya berkurang
dibanding tahun 2017. Mengacu pada hal tersebut, terdapat upaya dalam dalam
efisiensi dan efektifitas anggaran belanja negara dengan sumber daya yang ada tetapi
tetap mengacu kepada target kinerja yang telah diperjanjikan. Ketersediaan sumber
daya manusia tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hanya sebatas kuntitas namun
kualitas dari sumber daya manusia perlu ditingkatkan.

Tabel 4.32 Perbandingan Beban Penggunaan Anggaran tahun 2017 dan 2018

182

Tahun Anggaran SDM Beban Anggaran per orang

2017 Rp. 256.263.528.000 444 orang Rp. 577,170,108 

2018 Rp. 273,523,074,000 474 orang Rp. 577,052,899 
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BAB 5  
PENUTUP

5.1 Permasalahan

Sebagai sebuah organisasi yang memegang peranan strategis dalam hal perencanaan
dan pemrograman di Kementerian PUPR, masih terdapat permasalahan yang dihadapi
BPIW dalam pengukuran tingkat keterpaduan perencanaan dan pemrograman selama
tahun 2018 yaitu:

1. Pelaksanaan program infrastruktur PUPR yang telah direncanakan dalam MPDP
seringkali terhambat karena Pemda tidak siap terkait readiness criteria (lahan,
dokling, dan lain-lain). Kapasitas Pemda lemah secara fiskal dan SDM;

2. Terkait kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah masih adanya perbedaan
persepsi antara pemerintah Pusat dan Daerah sehingga waktu pelaksanaan
kegiatan harus disesuaikan.

3. Terjadi force majure gempa di Lombok dan tsunami di Palu yang berdampak pada
tertundanya dan berubahnya beberapa pelaksanaan kegiatan dan kebijakan
pimpinan;

Adapun permasalahan yang dihadapi BPIW terkait subatansi dan administrasi yaitu:

1. Amanat yang diberikan kepada BPIW terkait kerjasama antara Bank Dunia dan
Kementerian PUPR, melalui kegiatan Tourism Development Program Management
Support, Integrated Tourism Master Plan for Borobudur, Integrated Tourism
Master Plan for Lombok, dan Integrated Tourism Master Plan for Lake Toba,
kinerjanya yang dikarenakan pembayaran yang dilakukan hanya untuk uang muka

2. Terkait Pengembangan kawasan Perkotaan Untuk mewujudkan kawasan
perkotaan yang livable, green, smart, sustainable memerlukan peran semua K/L,
sebagai contoh untuk kota baru, selama ini yang bergerak hanya PUPR sehingga
sangat lambat perkembangannya. Peran dari Kemenko Perekonomian sangat
diperlukan untuk percepatan pengembangan kota baru, salah satunya adalah
dengan Inpres Percepatan Kota Baru

3. Untuk program yang terdapat pada Masterplan Perkotaan yang disusun pada
Tahun Anggaran 2018, belum masuk ke Pusat Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR, sehingga dikhawatirkan tidak dibahas
pada Pra Konreg 2019.

4. Terdapat Kegitan Dukungan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Penghargaan PUPR Tahun 2018 yang dipersiapakan untuk Dukungan Penilaian
PKPD dengan pelaksanaan 2 tahun sekali, ternyata tahun ini tidak digunakan
karena indikator penilaiannya berubah dari 2 tahun lalu.

5. Terkait SDM pada tahun 2018 sempat terjadi kekosongan pada beberapa posisi
pejabat struktural sehingga cukup mempengaruhi pad kualitas output yang
dihasilkan.
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5.2 Langkah Ke Depan

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanan kegiatan yang lebih baik diperlukan
langkah-langkah strategis ke depan sebagai berikut:

1. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan Bisnis Proses untuk memperoleh input
program, sehingga bahan usulan program yang disampaikan dalam Pra Konreg
merupakan program yang disusun dari proses perencanaan yang baik, tepat, dan
matang;

2. BPIW harus bisa menjadi integrator pembangunan kawasan, melalui pertemuan
Rakorbangwil BPIW berperan sebagai trigger arahan pembangunan dengan
terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian membagi tugas
dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan terkait;

3. Master Plan (MP) dan Development Plan (DP) disusun secara inovatif dan berbasis
pengembangan wilayah. Perlu penajaman pada mekanisme proses penyampaian
delivery kepada internal BPIW maupun eksternal BPIW (unit-unit organisasi di
lingkungan Kementerian PUPR, serta Kementerian/Lembaga, dan pemerintah
daerah;

4. Perlu menyusun meknainsme monitoring dan pengendalian dari implementasi
program yang b ersumber pada dokumen perencanaan dan pemrograman BPIW.
Pekerjaan yang sudah atau sedang dilakukan tidak selesai pada saat
dokumen/produk sudah selesai. Sebagai salah satu bentuk hasil dari pekerjaan,
pekerjaan tersebut seharusnya juga dapat diimplentasikan, dan perlu terus
menerus dimonitor terkait perkembangan implementasi pekerjaan tersebut;

5. BPIW perlu menyiapkan kriteria/standar produk perencanaanna baik dari segi
subtansi maupun mekanisme agar dpaat diukur manfaat dari produk-produk
tersebut;

6. BPIW harus dapat lebih mengambil peran dalam proses penentuan kebijkan untuk
pengambangan infrastuktur PUPR.

7. Kajian-kajian BPIW kedepan agar lebih sensitif terhadap kondisi terkini dan harus
dapat menjelaskan urgensi dan manfaat dari suatu nilai pembangunan
infrastruktur.
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